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RINGKASAN

Mulyani Juwita, 2012, Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Studi di Kantor Bappeda Kabupaten Malang), Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr.
Agus Suryono, MS, Anggota: Drs. Abdullah Said M.Si. (169 Hal + xxii)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) merupakan
program tahunan pemerintah yang berfungsi untuk membuat suatu kerangka
kebijakan dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sesuai dengan Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
SPPN. Diharapkan dengan adanya Musrenbang yang dimulai dengan tahapan Pra-
Musrenbang dan serangkaian tahapan Musrenbang yang dimulal dari tingkat desa,
kecamatan dan daerah maka akan dihasilkan sebuah kebijakan pembangunan yang
sesual dengan kebutuhan masyarakat luas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Pada penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Kantor Bappeda Kabupaten
Malang. Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa tahapan Musrenbang maka
peneliti juga menetapkan sampel wilayah di Kabupaten Maang yaitu Kecamatan
Karangploso. Sumber data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles dan
Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpul an.

Hasil penelitian ini antara lain: (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten Maang belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari sgjumlah
indikator Input: aspirasi masyarakat yang terhimpun dari serangkaian tahapan
Musrenbang hanya sampai pada tingkat desa sgja, namun pada tingkatan selanjutnya
cenderung terabaikan. Selain itu Renja-SKPD yang seharusnya juga memuat aspek
masyarakat dengan cara melakukan identifikasi langsung kelapangan lebih kepada
kegiatan yang bersifat formalitas. Indikator Process. pada pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten tidak ditemukan makna musyawarah, kegiatan ini lebih kepada kegiatan
yang Siasia, karena tidak membahas aspirasi masyarakat yang tertampung dan
mencarikan solusi, selain itu waktu yang disediakan sangat terbatas. Indikator Outpuit:
dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa
dalam merumuskan kebijakan hasil dari Musrenbang yaitu RKPD dikatakan tidak
efektif, karena aspek penting partisipatif terabaikan, dan Iebih didominasi oleh aspek
teknokratis dan aspek politik. Sedengkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi
pembuatan skala prioritas adalah anggaran, aspek politik, memiliki dampak yang
signifikan dalam pencapaian target dalam RPIMD dan memiliki dampak yang lebih
luas.

Saran dari pendliti, demi meningkatkan kualitas Musrenbang yang nantinya
akan mendukung terciptanya forum publik yang menghasilkan kebijakan yang pro-
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rakyat dan bermanfaat secara luas maka aspirasi masyarakat harus terus ditumbuh
kembangkan dengan berbaga cara, selain itu penerapan konsep masyarakat bukan
hanya sebagai obyek namun juga sebagal subyek pembangunan. Pemerintah sebagai
pihak yang netral harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan malah ikut
terkontaminasi oleh politik yang identik dengan keuntungan pribadi dan kelompok.

Kata kunci : Perencanaan Pembangunan, Ruang Partisipasi, Musyawarah
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SUMMARY

Mulyani  Juwita, 2012. The Effectiveness of The Depement Planning
Assembly (A Study at Bappeda Office, Malang Digjri€romotor: Prof. Dr. Agus
Suryono, MS. Co-Promotor: Drs. Abdullah Said M.B39 pages + xxii).

Local Development Planning Assembly (Musrenbangdpjesents an annual
program of the government which is functioned ttalelssh a policy framework to
develop active participation from the community ésa®n Act No. 32 of 2004 and
Act No. 25 of 2004 on SPPN. Musrenbang is precdéngestages of Pra-Musrenbang.
This stage is start from rural level to subdistraoid local levels such that a
development policy is suitable to the demand ofeddmmunity.

Research method is descriptive with qualitativerapph. The site of rserach
is Bappeda Office of Malang District. In facilitagj the author in analyzing
Musrenbang stages, the author also determinesi@nregmple at Malang District,
which is Karangploso Subdistrict. Data analysis ey Miles and Huberman’s
Interactive Model, which comprises to data collecti data reduction, data
presentation and conclusion remark.

Result of research indicates that the mechanisrth@fimplementation of
Musrenbang of Malang District is not yet effectivdis ineffectiveness is seen from
indicators. Related toput indicator, community aspiration which is accommedat
in the Musrenbang stages is only administered @& rilral level, and obviously
underestimated in the subsequent level. BesidesjaRsKPD is expected to cover
community aspects through direct identificationthe field, but it seems giving
greater emphasis to formality. In relative wgtocess indicator, the implementation
of District Musrenbang, the essence of assembiyoisidentified. This activity is
useless because it is not discussing communityadgpi, it is not giving solution to
the problem and the time is limited. Concerninghwautput indicator, result of
interview and observation shows that the formukabb the result from Musrenbang,
which is RKPD, is not effective because particypatspect is understated in favor of
technocratic and politic aspects. Any factors ieflaing the setting of priority scale
are budget and politic aspect with its significempact on the achievement of target
in RPJMD and also with more extensive effect orecgh

Research may suggest that the quality of Musremnkaould be improved to
support the public forum in producing pro-citizemdavidely useful policy such that
the community aspiration is extensively followed-Ujne important concept is used,
which is the community is not the object of devehgmt, but the subject of
development. The government must be neutral andldhgioritize public interest,
thus not contaminated by the politic which is idiged with private and group
profits.

Keywords: Development Planning, Participation ira&g Deliberation
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukanass@dar dan
berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupanyamsst, yang
bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubaleaara terencana
yang ditempuh oleh suatu Negara menuju sebuah mtmerdalam rangka
pembinaan bangsa. Suatu pembangunan dikatakansibeapabila dapat
memaksimalkan potensi baik itu potensi sumber daga, sumber daya
manusia dan teknologi. Pembangunan yang dicithantdbangsa Indonesia
adalah tercapainya suatu masyarakat yang adil dgamor secara merata
dalam suasana perikehidupan yang aman, tertibidames.

Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 221maR9o9
tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999) datakin Undang Nomor
25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Ant@arefhtah Pusat Dan
Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undardpiy Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang UnNangor 32 Tahun
2004 telah menetapkan proses pelaksanaan dessgralimana Pemerintah
Pusat memberikan wewenang yang lebih besar ke@atalduntuk mengatur

dan memungkinkan daerah bersangkutan mengurus rtangbanya sendiri,



untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan peteiesin dalam rangka
pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan mpgumaa. Dengan
demikian, tujuan pemberian otonomi - kepada daerahrushatetap
memperhatikan kemampuan dan kondisi masing-masiagral dalam
mengelola dan membiayai urusan rumah tangganya yaegyangkut
kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan. Untuk ukemgl pelaksanaan
program pembangunan dengan tingkat keragaman damaktéastik
masyarakat yang berbeda-beda, maka pemerintah teéatyusun Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang Riesifisit terpadu,
menyeluruh, sistematik yang tanggap terhadap pdr&ergan zaman sesuai
ketetapan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 260tarig Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Pasadany Undang 25
Tahun 2004 dinyatakan bahwa Perencanaan Pembanglasaonal adalah
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunek mm@nghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka pangnrgka menengah dan
jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyatanNegara dan
masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Jadi pana@an pembangunan
nasional adalah proses peningkatan kualitas mandaia masyarakat
Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dengguan untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baikraemateri maupun

spiritual dalam perikehidupan yang aman dan damai.



Untuk melaksanakan proses pembangunan diperlukdmuale
perencanaan untuk mendukung tercapainya pembangaran diinginkan.
Perencanaan dalam suatu organisasi tidak terkeougdinisasi pemerintah
harus menentukan tujuan yang akan dicapai dan kamugencari cara yang
terbaik untuk mencapainya. Mengingat akan hal igerepcanaan harus
memperhitungkan beberapa aspek diantaranya kededwattekanan politis
dan cara-cara pelaksanaan yang tepat. Perencamdag dianggap sebagai
sebuah proses, kerena perencanaan merupakan kepetgelolaan yang
dinamis dalam rangka menentukan sasaran-sasaran hemdak dicapai,
pengalokasian sumber daya dan pewadahanya, penetdtiecara dan jalan
(method and systenyang setepat-tepatnya untuk mencapai sasararasasar
penentuan ruang dan waktu serta penilaian terhbdsib-hasil upaya untuk
menentukan langkah atau aktivitas selanjutnya (8gaf,1993:110).
Davidov dan Reiner mendefisikan perencanaan sebaghut,

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetajpkdakan yang
selayaknya. Dengan demikian pilihan-pilihan yategsedia akan
membentuk suatu proses perencanaan yang terdsi taga macam
peringkat: pertama, memilih tujuan dan syarat-dyaf@dua, mengenai
seperangkat alternative yang bersifat konsistegateketentuan-ketentuan
umum tersebut serta memilih suatu alternative ydikghendaki. Ketiga,
mengarahkan tindakan-tindakan yang menuju kepadeapeiaan tujuan-
tujuan yang telah ditentukan tersebut (Syafrudia3ls).
Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 200¢atdasemiliki

wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tanggsandiri termasuk

dalam pembangunan daerahnya dan proses mewujudk@mapgunan daerah



tersebut dengan sebuah perencanaan yang disudurBadan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan menggunakardetsittom-up
dan pendekatan partisipatif.

Pembanguan daerah merupakan aspek penting dalamnjaen
keberhasilan Pembangunan Nasional. Kepada masismgnadaerah
diberikan seluruh atau sebagian urusan pemerintditéstang tertentu untuk
menjalankan urusan rumah tangganya, atau serimpudisiengan otonomi
daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melaloorotodearah yang
memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasikdeerja daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan rmakaya dan
pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraaparakat. Artinya
otonomi daerah adalah hak, wewenang dan keajibaraldaintuk mengatur
dan mengurus rumah tanganya sendiri sesuai dengratuan perundang-
undangan yang berlaku. Sistem yang demikian inflahg disebut dengan
desentralisasi fungsional, artinya kepada daersdrali suatu hak wewenang
dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungejsupemerintahan di
bidang tertentu (Supriatna,1996:2).

Dengan diberlakukanya desentralisasi yang memukgRirdaerah
mengurus rumah tangganya sendiri tersebut masisgamalaerah dituntut
untuk berusaha mempersiapkan pembangunan daerdaigia menyambut

otonomi. Namun tidak semua daerah menyambut devgjaradanya undang-



undang mengenai otonomi daerah tersebut. Masitbeberapa daerah yang
merasa tidak mampu berdiri sendiri dan menghidaprahnya karena merasa
daerahnya tidak memiliki sumber daya yang menguhkiam baik secara

geografis maupun sumber daya yang lain. Oleh setaldaerah yang

bersangkutan masih menuntut adanya subsidi atawdramlari pemerintah

pusat. Padahal adanya otonomi daerah tersebut m&abekonsekuensi

terhadap pemberian subsidi dari pemerintah puspadee daerah, dimana
subsidi tersebut walaupun tidak secara langsung) derangsur-angsur
dikurangi bahkan dicabut samasekali. Oleh karena leberapa daerah
terutama daerah yang kurang mempunyai potensitdttumtuk benar-benar

mempersiapkan diri dalam pembangunan dengan carggal potensi yang

dimiliki.

Seiring dengan perkembangan jaman dan perubaham ihng
ekstrim, pembangunan dituntut pula untuk mempedaataspek lingkungan
dalam perencanaan pembangunan. Dikeluarkanya Urdiagi@ng Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaagkumgan Hidup,
setiap sasaran dan prioritas pembangunan harus eneatigan aspek
lingkungan sesuai dengan yang diamanatkan oleh ngndindang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemin@amgiekonomi
Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip peguo@m berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan. Dalam UU Nomor 32 taB089 Tentang



Perlindungan - Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PakalAyat 3,
Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar damcaea yang
memadukan aspek lingkungan hidgpgcial dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkunganphsguta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup geneess kini dan generasi
masa depan. Mengacu pada Undang Undang tersebam daktiap
pembangunan yang berkelanjutan diperlukan Kajianghungan Hidup
Strategis yang kemudian disingkat KLHS. KLHS adalahgkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif umgmastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dantegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencdaa, atau program.
Melihat penjelasan diatas terlihat jelas bahwa Wgdeindang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undadgnd Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaagkumgan Hidup,
memiliki persamaan dalam hal masyarakat sebagaielsupelaksana
pembangunan. Dengan ditekankanya pastisipatif cimaasyarakat memiliki
hak dan wewenang untuk turut serta dalam perenogma@bangunan yang
berbasis lingkungan.

Pelaksanaan  Undang Undang otonomi daerah tersabatbawa
perubahan dalam pola hubungan antara pemerintaht men daerah.

Pergeseran tersebut juga membawa perubahan dalamncaeaan,



penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan euabgakan dan program
pembangunan. Pergeseran ini yaitu dimana peran rpgate daerah lebih
besar dan partisipasi masyarakat di daerah lelih disinilah peran aktif
dari masyarakat sangat diharapkan, karena pasisgidif dari masyarakat
sangat berperan penting dalam proses pembanguatam@ndang Undang
Nomor 32 Tahun 2004 juga telah dijelaskan betapéinnya partisipasi dari
masyarakat dalam proses pembangunan. Undang Undang ini tetap
mengusung semangat reformasi dengan menempatkayanalest sebagai
pilar utama pemerintah daerah. Penjelasan UU pataban daerah yang
baru ini menegaskan bahwa pemerintah daerah demalmtuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pkatag pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyaraRarencanaan pembangunan
partisipatif merupakan pola pendekatan perencar@sanbangunan yang
melibatkan peran serta masyarakat pada umumnyanls#fa sebagai obyek
tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sghingiansa yang
dikembangkan dalam perencanaan pembangunan bewar-bari bawah
(bottom-up approach)Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi
jelas tidak mudah implementasinya karena banyakiofalyang perlu
dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasémitu di tengah-tengah

masyarakat.



Hal ini semakin memperjelas posisi masyarakat yaagpengaruh
dalam pemerintahan, vyaitu masyarakat bukan lagiagsb obyek
pembangunan namun telah berganti posisi sebagarelsubmasyarakat
memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelegsailkasanya sendiri
sesuai dengan aspirasi daerahnya. Konsep partisipasyarakat dalam
pembangunan daerah memang perlu diperhatikan agsegpembangunan
tidak didominasi oleh satu pihak saja (pemerintetapi pembangunan dapat
dimaknai sebagai usaha bersama yang didasarkampaidbersamgshared
value) visi bersamdshared visionjlan misi bersamg@hared mission).

Berbekal fenomena pentingnya partisipasi masyarakatam
pembangunan daerah, maka diperlukan sebuah wadaly yaampu
menampung aspirasi dari masyarakat. Salah saturgonogpemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan daerahnya adalahum#alsyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang RKE@)tusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 meny&vut bahwa
Musrenbangda/Musrenbang RKPD merupakan wahanakgtplblic event’)
yang penting untuk membawa para pemangku kepenti{gtakeholders)
memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan hdaerancapai
kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan karssemduk pemecahan
berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbanmyaz dilaksanakan

setelah selesainya ‘tahap persiapan’ penyusunaaman(analisis situasi dan



rancangan rencana) dari keseluruhan proses pesarcampartisipatif.
Musrenbang RKPD bertujuan menstrukturkan permagalahmencapai
kesepakatan prioritas issu dan permasalahan dasata mekanisme
penanganannya. Musrenbang RKPD merupakan wahanauk unt
mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekétgprdown” dengan
“bottom-up”, pendekatan penilaian kebutuhan masyaré@@inmunity need
assessmentylengan penilaian yang bersifat tekifischnical assessment);
resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemahintiaerah dan non
government stakeholdersuntuk pembangunan daerah, antara kebutuhan
program pembangunan dengan kemampuan dan kendatan@an, dan
wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendgemabangunan.
Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten dinésla yang
terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kakempterluas wilayahnya
dari 37 Kabupaten/Kotamadya yang ada di Jawa Ti®ebagai Kabupaten
yang memiliki wilayah terluas diantara Kabupatemrga di Jawa Timur
tentunya mempunyai banyak potensi yang harus tedigali dan
dikembangkan. Konsekuensi dari wilayah yang Iluasituteya juga
memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintahugaten Malang untuk
membangun kawasannya sehingga dapat tercipta Keougang sejahtera
secara merata baik fisik maupun non-fisik. Sebag@aerah yang juga

menerapkan otonomi daerah maka pemerintah Kabupédiéang juga wajib
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menerapkan pembangunan yang bersifat partisip8afah satu program
pemberdayaan untuk menjaring aspirasi masyarakamdaenetapkan arah
kebijakan daerah dan sekaligus sebagai penerapaokdesi di daerah yaitu
melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabup&talang.
Musrenbang Kabupaten Malang dilaksanakan sesuajadedasar hukum
yang mengatur tentang pembangunan berbasis pasiisimesyarakat,
Musrenbang Kabupaten Malang dapat dilakukan setetsesainya
serangkaian kegiatan persiapan Musrenbang. PebkdksaMusrenbangda
tidak selalu sesuai dengan keinginan bersama,tsgpag telah diungkapkan
bahwasanya setiap daerah memiliki keterbatasanngadirs dalam
menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan dgarah

Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan dengéhBesa dan 12
Kelurahan, oleh karena itu cukup sulit untuk menlkean sasaran prioritas
pembangunan dan arah kebijakan sehingga dapaptter&esejahteraan
masyarakat secara merata di Kabupaten Malang. talitunjukan dengan
masih terdapatnya desa tertinggal sejumlah 39%vdgurtahun 2010
Kabupaten Malang) dari jumlah kuseluruhan desa d@bupaten Malang.
Kertertinggalan sejumlah desa ini dapat saja dakdn dari sejumlah
gagasan maupun ide pembangunan dari Desa ataupuralkan yang ada di
Kabupaten malang tidak tersalurkan maupun terabalkéingkat Kabupaten,

sehingga pembangunan yang diharapkan oleh desaum&a@turahan yang
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bersangkutan tidak terealisasi. Tidak tersalurkamgupun terabaikannya
sajumlah gagasan maupun ide dari sejumlah desdemunya dilandasi
berbagai factor yang melandasinya.

Berbekal fenomena di atas memicu penulis untuk oteenengkaji
lebih dalam permasalahan yang terjadi. Dengan afeuemmena tersebut pula
penulis mengambil judul “Efektifitas Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Studi Pada Bappeda Kabupaten N&ng)”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparké&elwsanya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan Musrenbangdaup&iab
Malang dalam merumuskan kebijakan pembangunanid&era

2. Apa sajakah faktor pendukung maupun faktor penglamgang
mempengaruhi kesesuaian atau ketidaksesuaian Nassirenbangda

dengan apa yang diusulkan oleh Musrenbangdes/Muengkel ?

. Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah tersebut dapat disimpullemvé tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendesik@osdan menganalisis:



12

1. Mekanisme pelaksanaan Musrenbangda Kabupaten Maldalgm
merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

2. Faktor-faktor pendukung maupun penghambat dariskesan ataupun
ketidaksesuaian hasil Musrenbangda dengan apa dgasglkan oleh

Musrenbangdes/Musrenbangkel.

D. Kontribusi Penelitian
Adapun kontribusi yang dapat diperoleh dari peragliini adalah:
1. Kontribusi Akademis
Sebagai bahan referensi dan memperluas khasangkapan untuk
penelitian-penelitian berikutnya mengenai Efelddit Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kontribusi Praktis
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kebhuptlang
dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat berupaadg@un gagasan

yang telah disampaikan dalam Musrenbangdes/Musnghkbh

E. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab dwmanasing-masing
bab memberikan pokok bahasan yang saling terkaig yarsusun secara

sistematis sebagai berikut:
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BAB |.: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masdlghan penelitian,
kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digiamadalam pemecahan
masalah berkaitan dengan judul atau tema yang k&uoteh peneliti.

BAB Illl: METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digumakang memuat jenis
penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengakuy teknik pengumpulan
data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar isi daril hasnelitian dan
pembahasan yang mengulas tentang analisis dant@emehterpretasi hasil
analisis data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari intergieteasil analisis data

penelitian berikut dengan saran-saran yang dipangeru untuk diberikan.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Administras Pembangunan

Perkembangan mengenai ilmu administrasi mengalankembangan
yang cukup signifikan, dimulai dengan Woodrow Wilsgang dianggap
sebagai bapak administrasi dan orang pertama yaeggenalkan kata
administrasi dalam bukuny@he Study of AdministratiorPada hakekatnya
administrasi terdiri dari dua kata yaiad dan ministrare yang memiliki
makna membantu atau memberi jasa. Sekalipun adnasiigliartikan sebagai
kegiatan kerjasama untuk mencapai satu tujuan, prerapanya sudah
dimulai sejak terbentuknya peradaban manusia, asimasi sebagai bidang
ilmu baru berkembang pada abad ke 19. Dilihat siadiut pandang wilayah
aplikasinya administrasi dapat dibagi menjadi adsiiasi niaga dan
administrasi Negara atau Publik. Dimana administregja lebih berorientasi
untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu peningkdda. Sedangkan
administrasi Negara lebih menekankan pada tujuamalsgang diemban
Negara, yaitu pelayanan dan kesejahteraan masydRakano dan Mandala,
2010:104).

Karena tujuan yang ingin dicapai oleh administNegara atau publik

lebih. besar maka permasalahanya juga semakin k&mp&ecara singkat



15

pengertian dari administrasi publik adalah kerjasayang dilakukan oleh
sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakayas-tugas
pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik. Rdskagan studi
administrasi semakin luas, yaitu sekitar pertengabbhun 1940-an pasca PD
[I. Banyak Negara-negara di kawasan asia dan afgkag berhasil
mendapatkan kemerdakaanya, untuk mengisi kemendek@a mereka
membuat sebuah gerakan dengan cara memperbaikinaarnngkatkan
kesejahteraan rakyat melalui proses dan upaya pejuban (Prijono dan
Maulana, 2010:127). Diharapkan dengan pembangureka rkesejahteraan
dari masyarakat dapat tercapai. Administrasi pemnaan merupakan
cabang ilmu atau ilmu turunan dari administrasi &fag perkembangan ini
dipicu oleh ketidakpuasan dari penerapan prinsipsjgr administrasi publik
pasca PD Il terutama di Negara yang sedang berkegni&ecara sederhana
administrasi pembangunan dapat dipahami sebaganestimsi publik untuk
pembangunan, mengingat administrasi pembangunadirisenerupakan
cabang ilmu dari administrasi publik.

Administrasi publik sendiri sangat erat kaitanyaghkn kebijakan publik,
sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nigro dan Migtam Islamy (1991:1)
“administrasi Negara mempunyai suatu peranan yanga penting dalam
merumuskan kebijaksanaan Negara dan oleh karenmameyapakan bagian
dari proses politik”. Usaha pembangunan yang diakuoleh pemerintah

dalam kajian administrasi pembangunan juga menanjukbahwa
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pembangunan merupakan bagian dari kebijakan plddilena pada dasarnya
pembangunan dilakukan untuk menuju kepada perubghag lebih baik.
Pengertian mengenai pembangunan diungkapkan oha8i(1983) dalam
Suryono (2010:46) bahwa pembangunan pembangunarpakan usaha atau
rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yangcbheeeyang dilakukan
secara sadar oleh suatu bangsa. Jadi jelaslah h@radigma atau kerangka
berpikir administrassi pembangunan dimulai darkbetbangnya administrasi
public sebagai reaksi dari ketidakpuasan penergpamsip administrasi
publik terutama di Negara sedang berkembang pd3da P

1. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menunjuk pada berbagaihausgang
diorganisasikan untuk melaksanakan program-progasan proyek-proyek
terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Adrasiisbembangunan
tidak berarti hanya sebagai usaha-usaha pemennédksanakan program-
program terencana dalam rangka membentuk lingkufigey manusia dan
kebudayaannya, tetapi juga berarti perjuangan rgkatkan kemampuan
melaksanakan berbagai program, (Riggs, 1986: 75).

Administrasi pembangunan menurut Siagian adalalellesian proses
pelaksanaan dari rangkaian kegiatan yang bersittupbuhan dan
perubahan yang terencana menuju modernitas dalarbadse aspek
kehidupan berbangsa dalam rangkaation building. Administrasi

pembangunan diartikan sebagai proses pengendaldra administrasi) oleh
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negara atau pemerintah untuk merealisir pertumbyhag direncanakan ke
satu arah keadaan yang dianggap lebih baik danjuemdi dalam berbagai
aspek kehidupan bangsa (Tjokroamidjojo, 1995:13).
2. Ciri-Ciri Administrasi Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian dalam Tjokroamidjojo96t9-10) ada
beberapa ciri administrasi pembangunan:

. Lebih memberikan perhatian pada lingkungan masgangng berbeda-beda,
terutama bagi lingkungan masyarakat negara bakeimrang.

. Administrasi pembangunan memiliki peran aktif d&pdntingandommited)
terhadap  tujuan-tujuan  pembangunan,  bailk dalam - npean
kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya y#eidif.e Bahkan
administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujpambangunan masyarakat
dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial,cgkbdan lain-lain yang
dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.

. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorongbgtem-perubahan
(inovasi) kearah keadaan yang dianggap lebih batkkkumasyarakat di masa
depan.

. Lebih berorientasi kepada pembangunatevélopment function)dari
pemerintah. Dalam hal ini adalah untuk merumuskahij&kan-kebijakan
pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif sefsdath disebutkan
terdahulu. Yang terakhir juga dapat disebutkan gab&emampuan dan
pengendalian  instrumen-instrumen  bagi  pencapaianjuartttujuan
pembangunan. Administrasi pembangunan lebih  bersikaebagai
development agent.

. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengsubstansi
perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujusamtygembangunan di
berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya deml&in. Dengan kata lain,
administrasi dari kebijaksanaan dan isi prograngfzm pembangunan.
Dalam administrasi pembangunan administrator da@aratur pemerintah
juga bisa merupakan penggerak perubabhar(ge agents)

.- Lebih berpendekatan lingkunggecological approach)berorientasi pada
kegiatan(action orienteddan bersifat pemecahan masdjatoblem solving).
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B. Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Definisi Perencanaan

Perencanaa menurut N. Rode and de Smit (1979)hadaktu proses
integral dalam mempersiapkan dan merumuskan penigemkeputusan-
keputusan dikemudian hari. Perencanaan secararhtifpmerupakan suatu
proses yang bersifat formal, sistematis, ilmu pé&gen, yang disusun
berdasarkan rasa tanggung jawab, waktu dan inforaesgan maksud untuk
mengukuhkan agar perencanaan operasional, peremcapeoyek dan
perencanaa strategis bisa dilaksanakan secaraurtesatiemikian rupa,
sehingga pucuk pimpinannya akan bisa mempengamtingengendalikan
hari depan usaha yang bersangkutan (Syafrudin,329@engantisipasi atau
memprediksi suatu peristiwva atau merencanakan dwatdisi pada waktu
yang akan datang (masa depan), hal ini dilakukasaiya sebagai sebuah
hasil dari suatu analisis atau studi yang rasioA&tivitas mengantisipasi
dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan #&ataerencanakan dan
membuat sebuah rencana dapat kita sebut sebagacpaaan.

Perencanaan dapat dilihat dari berbagai sudut panddalam
Syafrudin (1993:6) terdapat beberapa ahli yang dyetppat tentang
perencanaan

a. Myrdal: Suatu usaha secara sadar oleh pemerintaraio Negara

dalam mengkoordinasikan kebijaksanaan publik secasenal,

dengan maksud untuk secara lebih lengkap dan lebjat
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mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam petk@amgan di
kemudian hari yang ditetapkan dalam proses pojitkia saat
perkembangan itu sedang berlangsung.

b. Ozbeknan: hal yang berikut ini: (1) persepsi atasadaan
lingkungan; (2) perumusan atas tujuan perubahampban yang
ingin kita wujudkan dalam lingkungan tersebut; f&ancangan
langkah-langkah yang harus dilakukan dalam usahagui@h
lingkungan tersebut.

Namun dengan semakin banyaknya definisi perencanmaaka
dianggap akan semakin sulit menemukan intisari plemgertian perencanaan
itu sendiri, seperti yang dikatakan Wildavsky (1p7@alam Syafrudin
(1993:6) “jika masalah perencanaan sudah sedemiliizen mencakup segala
macam perkara, mungkin ia sesungguhnya tidak meyapuarti apa-apa
sama sekali”. Maka diperlukan sebuah batasan mandefinisi perencanaan
itu sendiri, seperti mengutip definisi mengenai epeanaan dari Kickert
dimana ia mengartikan perencanaan adalah suatukbkebijaksanaan yang
memiliki aspek-aspek sebagai berikut: (1) mengekalal hari depan; (2)
mempererat saling berkaitan. Melihat hubunganyarargerencanaan dengan
kebijakan vyaitu disini perencanaan merupakan seboatrument untuk
menunjang perumusan dan pelaksanaan kebijakan biersesebagai
instrument menurut Grijns (1988) perencanaan guupakan metode prakitis,

sebab alat pendekatan yang sistematik dan ilmiamikranya berpijak pada
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suatu - dikotomi yang membagi perencanaan dalam setnpit dan
perencanaan dalam arti luas (Syafrudin,1993:22)larDaarti sempit
perencanaan merupakan kegiatan persiapan dalanjakdeehi Sedangkan
dalam arti luas perencanaan sudah mencakup perarkelsgakan, penetapan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Pemikiran idamitimbul atas dasar
adanya berbagai macam teori tentang perencanaan.

Perencanaan memerlukan step by step untuk dikerjagar perencanaan
tersebut dapat efektif. Langkah-langkah dalam peneman dapat dibagi
menjadi 2 bagian secara garis besar
a. Langkah pertama yang perlu dikerjakan adalah mepglkan data-data

yang diperlukan sesuai dengan rencana yang akaratdiBerdasarkan
data-data yang telah diperoleh kemudian dirumusiarulu tujuan dan
sasaran dari pembuatan rencana tersebut. Yang slichaljuan di sini
adalah keinginan ataupun kehendak yang ingin dicdpam jangka
waktu yang panjang, sedangkan sasaran adalah taokek dari sebuah
tujuan dan merupakan bagian perencanaan.

b. Langkah kedua adalah pembuatan atau perumusanneerica sendiri,
aktivitas ini merupakan suatu teknik tersendirigyamemerlukan keahlian
khusus. Tata caca prosesnya antara lain sebagaitber
a. Penyaringan, Klarifikasi, analisa dan pengolahahaba data dan

ketentuan-ketentuan yang tersedia.

b. Penegasan sasaran (tujuan, sasaran-sasaran pokok)
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c. Penentuan sarana-sarana untuk mencapai. sasartn peedahan,
pengelompokan dan pengaturanya
d. Cara dan jalan yang akan ditempuh
e. Ruang dan waktu yang diperlukan
f. - Tindakan-tindakan pengamanan yang perlu diambil
2. Perencanaan Pembangunan
Untuk mendukung kegiatan pencapaian sebuah kesgaht dan
mendorong terciptanya pembangunan yang optimalrldign sebuah
perencanaan yang kemudian dapat disebut sebagancpeaan
pembangunan. Terdapat beberapa teori yang mergelagefinisi
perencanaan pembangunan antara lain,

a. Albert Waterson menyebutkan bahwa perencanaan peyuban
adalah melihat ke depan mengambil pilihan berbalgainatif dari
kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersiemgan terus
mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyighmhari
tujuan.

b. Widjojo Nitisastro mengemukakan bahwa Perencanaan
pembangunan pada dasarnya berkisar kepada dua Yiahg
pertama ialah penentuan pilihan secara sadar manggoan-
tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangkatuvédrtentu

atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat gdrersangkutan;
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Yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara altérmpang effisien
serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut
c. Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan perencanaan

pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaanersumb
sumber pembangunan (dengan segala keterbatasanmyal
mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebik $ecara
lebih effisien dan efektif.
(Sumberhttp://odenkmachron.blogspot.com)

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh begizeehli diatas dapat

ditarik sebuah pokok pemikiran bahwa perencanaampegunan adalah

suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang bertujnéurk unemprediksi

masa depan atau keputusan yang diambil secaranabdi@rdasarkan

informasi, penilaian dan perhitungan-perhitungamiser-sumber yang,

sehingga terwujud perubahan-perubahan lebih baikg yaendukung

berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyapkancanaan

pembangunan diharapkan dapat dijadikan sebuah @edgoma kegiatan

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara maityeldengan

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki.

.. Pembangunan Daerah

Seperti yang telah dikemukakan bahwa pembangunalahacguatu
proses pelaksanaan ' dari rangkaian kegiatan yang ilikiensifat

pertumbuhan dan perubahan menuju sebuah modedatasy berbagai
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aspek kehidupan. Pembangunan yang diusung olehnds@o adalah
petumbuhan masyarakat yang adil dan makmur secaratam baik pada
tingkatan pusat sampai pada daerah. Jadi pembamngilaerah adalah
suatu proses pelaksanaan rangkaian kegiatan ydaksatakan oleh
perangkat daerah menuju perkembangan dan perubdderah yang
mencakup segala aspek kehidupan masyarakat dihdi@gtantu sehingga
dapat menyokong pembangunan nasional secara umum.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 200g4 ryemitik
beratkan pada daerah otonom, dalam Undang Undesepte ditegaskan
bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan wewenarigkumengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dakspek
pembangunan daerahnya. Dalam bidang pembangunansegkon
pembangunan daerah mencakup beberapa dimensiatDddri tingkat
kepentingan pembangunan terdapat ruang lingkupmalsiruang lingkup
regional dan ruang lingkup lokal. Pembangunan dengang lingkup
nasional adalah pembangunan yang bernilai strategig menyangkut
kepentingan nasional yang memiliki manfaat bagiursdél bangsa.
Pembangunan yang memiliki manfaat secara luas rkepcaeluruh
bangsa biasanya akan ditangani oleh pemerintaht.p@sdangkan
pembangunan dengan ruang lingkup yang bernilai onadi dan
menyangkut kepentingan bagi masyarakat di suatuada¢ertentu

ditangani oleh pemerintah daerah tingkat | maupemggrintah daerah
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tingkat Il. Pembangunan tingkat lokal dan berngarta pengaruhnya

langsung dirasakan oleh masyarakat setempat ditegh pemerintah

setempat dan masyarakat. Berdasarkan uraian dinaaarut Syafrudin

(1993:65-66) terdapat beberapa tujuan umum pemipangdaerah yaitu:

1. Memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah kuntu
mengembangkan daerah yang bersangkutan.

2. Mengusahakan agar daerah-daerah yang secara eelatiasih
terbelakang dapat berkembang dengan laju yang tspht daripada
daerah-daerah yang lainya, sehingga dapat dikurkegenjangan
yang mencolok dalam tingkat kemajuan antar daesshp@&ndapatan
antar golongan masyarakat di dalam masing-masireyatia agar
tercapai pemerataan pembangunan serta hasil-hesiécara regional.

3. Mengusahakan agar peranan daerah yang relativeakang semakin
lama semakin besar dan merupakan bagian yangtedaikahkan dari
kehidupan nasional.

4. Perencanaan Pembangunan daerah
Menurut Soekartawi dalam Prinsip Dasar PerencaRasmbangunan

(1990:78) perencanaan pembangunan daerah dapakatiasebagai

suatu proses pemikiran dan penentuan yang menfelmng sudah

dipertimbangkan sebegitu rupa, dibuat secara sitemantuk mencapai
tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkankumasa mendatang.

Didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pula

diperhatikan aspek sumberdaya dan dana yang targadg mendukung

serta situasi maupun aspirasi masyarakat tanpa nuamg@ golongan.

Riyadi dan Bratakusumah (2005:7) memberikan defyaigu:
“Perencanaan pembangunan daerah adalah suatis presscanaan

pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan peanb@aenuju
arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu kaamimasyarakat,
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pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah ataerata tertentu

dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagaesiaya

yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifenyeluruh,

lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas pribritas

Seiring dengan penetapan Undang Undang Nomor 22nt4/999
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahur® 188tang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat deralDatau yang
lebih dikenal dengan otonomi daerah dan selanjutigampurnakan
dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, makan pgaarah
menjadi sangat penting artinya bagi upaya menitkgkaperan serta dan
kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Di dalanarigntyndang
mengenai otonomi daerah tersebut juga disebutkaanpmasyarakat
menjadi pilar utama dalam keberhasilan pembangdaanah. Sehingga
perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakagaspleaencanaan
pembangunan yang partisipatif dimana semua eleraeinnthsyarakat
mempunyai hak untuk berkontribusi aktif dalam pengosan
masyarakat tanpa memandang status, golongan, adg@meas maupun
suku. Selain itu penerapan perencanaan pembangaman partisipatif
ini- dapat dijadikan sebagai indikator berjalannyamdkrasi disuatu
daerah dimana tercermin dengan bagaimana masyardpat secara
menyeluruh menerapkan demokrasi dari level tererdiatiaerah dari

tingkat RT, RW, Kelurahan, kecamatan sampai padaupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki perantingpdrantaranya:
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a. Untuk menciptakan desentralisasi yang efektif dalargutnya
berdampak pada terciptanya administrasi yang efisie

b. Membantu pemerintah pusat dalam program pembangseaara
nasional sehingga kesejahteraan dalam aspek peor@mnglapat
dicapai secara merata.

c.  Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam prpsesbangunan.

d. Menjamin adanya sinkronisasi, intergrasi dan sinamgar pelaku
pembangunan guna tercapainya tujuan pembangunan.

e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdayalugang
pembangunan secara optimal yang ditujukan sepeauhgyna

tercapainya pembangunan.

C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)/

Musrenbang RKPD

Musrenbangda merupakan wahana publik yang pentinguku
membawa para pemegang kepentingan memahami masatatah isu
pembangunan daerah dalam usaha pencapaian kesepatas prioritas
pembangunan dan pencarian solusi guna pemecahamagsahan
pembangunan daerah. Dalam Surat Edaran Menteri rlegarencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Ment&mDidegeri Nomor
008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Musrenbang Kabupktea/ adalah

musyawarah steakholder Kabupaten/Kota untuk memksan rancangan



27

RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasurR@SKPD dengan
cara meninjau keserasian antara rancangan RenjB-$ERg hasilnya akan
digunakan untuk pemuktahiran Rancangan RKPD. Mbsmegda dapat
dikatakan sebagai instrumen utama penyalur aspidasi peran serta
masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunanabia Melalui forum
inilah aspirasi masyarakat yang terkumpul akan mhggan sebagai masukan
guna pelaksanaan musrenbangda dan selanjutnyaptiaet sebagai RKPD
sebagai hasil dari musrenbangda. Kegiatan prioRt€BD menjadi rujukan
utama penyusunan Rancangan Anggaran PembangunaBetiana Daerah
(RAPBD). Pelaksanaan Musrenbangda/Musrenbang RKPERmilmki
beberapa tujuan, secara umum tujuan dari Musreulaaadgalah:

a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalamses
pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).

b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permhaal@embangunan
dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangurenahdgang akan
dilaksanakan pada tahun rencana.

c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia tephakisbutuhan
pembangunan.

d. Menfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pemgangan konsensus

dan kesepakatan atas penanganan masalah pembadgenam
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e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerakeglkanbagaan,
menguatkan proses, menggalang sumber daya yanguége untuk
mengatasi issu dan permasalahan prioritas pembanglaerah.

f. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sasilik penanganan
isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Terdapat tiga tujuan pokok dari penyelenggaraan réfisang

Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancamganRKPD yang
memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indika&ndanaan
berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana teaasuk dalam
pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatang pendanaannya
berasal dari APBDProvinsi, APBN dan sumber pendataganya.

2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khugaus yang
berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dammF@abungan
SKPD).

3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regut@murut SKPD
yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD Ftaom
Gabungan SKPD).

Sumber: Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri  Dalam Negemmdi

008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ
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1. Prinsip-prinsip Musrenbangda/Musrenbang RKPD
Musrenbangda merupakan bagian dari proses penyusRkPD

(Rencana Kerja Perengkat Daerah), dimana RKPD hersmerupakan

dokumen kerja dari pemerintah daerah untuk masatu)(stahun.

Mengingat pentingnya musrenbangda dalam penyusRi&D tersebut,

maka terdapat prisip-prinsip dalam pelaksanaaraity:y

a. Merupakan‘demand driven processrtinya aspirasi dan kebutuhan
peserta musrenbang berperanan besar dalam menenteksaran
hasil musrenbang.

b. Bersifat inkusif artinya musrenbang melibatkan daemberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada setaka&holdersuntuk
menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya
mengemukakan  pandangannya, menentukan  peranan  dan
kontribusinya dalam pencapaihasil musrenbang.

c. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakamaibaintegral
dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD).

d. Bersifat'strategic thinking processartinya proses pembahasan dalam
musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasngikuti alur
pemikiran strategis untuk menghasilkan keluarartapy@enstimulasi
diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi tephagamasalahan

dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi.
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e. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kekepn kolektif
peserta musrenbang.

f. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahansissiadan
permasalahan pembangunan daerah dan mengembarugisemg&us.

g. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemabanebih baik
dari peserta tentang perspektif dan toleransi kégentingan yang
berbeda; menfasilitasi landasan bersama dan mergekdN
kemauan untuk menemukan = solusi permasalahan ' yang
menguntungkan semua pih@kutually acceptable solutions).

2. Masukan, Mekanisme, Keluaran, Peserta dan Narasumber

M usrenbangda/M usrenbang RK PD
Dalam pelaksanaan Musrenbangda diperlukan masukanokan guna

penyempurnaan dari RKPD, masukan-masukan terseddiguin:

1. Dari kabupaten:

a. Rancangan RKPD vyang disusun oleh Bappeda berdasarka
prioritas pembangunan daerah.

b. Rancangan Renja-SKPD hasil forum SKPD yang memuat
kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegmatsudah
dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBDgdebn/kota.

c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh
bupati/walikota yang terdiri atas: plafon untukizgetSKPD dan

plafon untuk alokassi dana desa
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d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih umhgngukuti
Musrenbangda.

e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yangittei&ngan
pembangunan.

2. Dari kecamatan:

a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang beradati
kecamatan yang sebelumnya berupa prioritas pemhbangdari
desa-desa di bawahnya.

b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih umgagikuti
Forum SKPD dan Musrenbangda.

c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih umhéngikuti

Musrenbangda



Musrenbangda

|

Pembahasan Renja-
SKPD pada Forum-
SKPD Kabupaten

|

Musrenbang Kecamatan

T

RKPD

Berita acara hasil
kesepakatan Forum-
SKPLC

Berita acara hasil
kesepakatan Musrenbang
Kecamatan

Musrenbang Desa

Gambar 1 Alur Proses Musrenbangda

Berita acara hasil
kesepakatan Musrenban
Des:

Sumber : Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010
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Pelaksanaan Musrenbangda/Musrenbang RKPD terdbpberapa

aturan atau tatacara pelaksanaanya, termasuk phégpan persiapan dan

tahapan pelaksanaan dalam Musrenbangda. Untuk Igélsnya dapat

dejelaskan dengan beberapa point sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:

a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelanggara Mustgdh.

b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut
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a. Mengkopolasi kegiatan prioritas pembangunan datinioSKPD
dan Musrenbangda Kecamatan.

b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbangda.

c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempa
Musrenbangda minimal 7 (tujuh)  hari  sebelum ' acara.
Musrenbangda dilakukan agar peserta bisa segadafb@mn dan
atau diundang.

d. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon tpeser
Musrenbangda, baik delegasi dari kecamatan, desapuna
Forum-SKPD.

e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notwietuk
Musrenbangda.

2. Tahap Pelaksanaan:

a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritasogregunan
serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh buwypaikota oleh
kapala Bappeda.

b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pemaan dari
Forum-SKPD berikut pendanaanya oleh ketua Tim Renggara.

c. Verifikasi hasil kompilasi oleh kepala SKPD, deleigidecamatan dan

delegasi Forum-SKPD.
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d. Pemaparan kepala SKPD mengenai Rancangan Renj@-SKP
(terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanarr diasayang
menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yaakputi:

a) Issu-issu stategis SKPD yang berasal dari rensfzupaten/Kota
dan renstra-SKPD/unit kerja.

b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan priongt@sbangunan
yang akan dimuat dalam renja-SKPD.

c) Penyempaian pemikiran kemampuan pendanaan terutima
yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Provinsi,BAPdan
sumber dana lainya.

e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan pasniembangunan
tahun berikutnya.

f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok bekdasa
fungsi/SKPD.

g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan begdatton anggaran
APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk yhbidari sumber
APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainya.

h. Membahas pemuktahiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota

i. Membahas kebijakan pendukung implementasi progregikan tahun

berikutnya.
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3. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Katialah

kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukamautuntuk

memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan RenpbDSKyang
meliputi:

1) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunam, ption/pagu
dana balik berdasarkan fungsi/SKPD.

2) Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah besidesn sumber
pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD ProvinrSEBN,
dansumber pendanaan lainnya.

3) Daftar wusulan kebijakan/regulasi pada tingkat pamben
Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Pusat.

4) Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.

4. Peserta
Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota adalah deleégasMusrenbang
Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD.

5. Narasumber
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, DREIM yang
bekerja dalam skala kabupaten/kota, Perguruan TinBgrwakilan

Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusamj&SKPD

Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.
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Dalam Musrenbangda, usulan yang dibuat oleh Sa{eaja Perangkat
Daerah (Renja-SKPD) dicocokan dengan usulan dasarkatan. Usulan-
usulan dari SKPD harus mengacu pada visi dan ralsipaten/kota dan atau
mencerminkan aspirasi yang disuarakan di tingkeaketan. Karena jumlah
usulan dari kecamatan cukup banyak, maka usulayekroarus cermat dan
sangat teliti disiapkan oleh SKPD terkait sebelumngarena sangat mungkin
pada proses ini terjadi penolakan proposal yangktidesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Proses ini akan menghasilkan tiga agenda pembanguAgenda
masyarakat, agenda kemitraan dan agenda pemerkdadlipaten/Kota.
Agenda masyarakat adalah kegiatan pembangunan akarg dilaksanakan
dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Dalam hamenghendaki pemerintah
hanya sebatas sebagai fasilitator dan tidak teckahpur tangan di dalamnya.
Agenda kemitraan merupakan agenda dimana pemerdaahmasyarakat
bekerjasama dalam pembangunan, bisa juga kerjasaiaiea pemerintah dan
swata. Pemerintah Kabupaten/Kota haruslah cermi@mdanencari mitra
untuk merealiasasikan proyek pembangunan.

Agenda pemerintah Kabupaten merupakan rangkarscama kegiatan
pembangunan yang akan langsung dilaksanakan otab&Piéabupaten/Kota.
Agenda Pemda dan sebagian agenda kemitraan yaagaiibleh pemerintah
akan menjadi dasar penyusunan Rencana PembangangkaJPanjang

(RPJP) Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangkanigah (RPJM)



37

Kabupaten/Kota ~dan Rencana Kerja = Pemerintah Dae(&KPD)
Kabupaten/Kota. Dengan demikian Kabupaten/Kota ksaleakan tiga
Musrenbangda yaitu, Musrenbangda untuk menyususi RRRusrenbangda
untuk menyususn RPJM dan Musrenbangda untuk menyWRKPD

Kabupaten/Kota.

. Efektivitas Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Daerah
(Musrenbangda)

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengamgdupengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yeelgh ditetapkan.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antaaail hyang diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitapat dilihat dari
berbagai sudut pandarfgiew point)dan dapat dinilai dengan berbagai cara
dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensiguigp dari Ensiklopedia
Administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikanrmpkRaman tentang
efektivitas sebagai berikut

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandunggepén

mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yanghdikdaki, kalau

seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksedtd yang
memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan dfekalau
menimbulkan atau ~ mempunyai - maksud sebagaimana = yang

dikehendaki (Gie :1967)

Sumber: tesisdesertasi.blogspot.com

Sementara definisi efektivitas yang dikemukakanh olerasetyo Budi

Sasongko (1984), adalah “Efektivitas adalah selaeb@gar tingkat kelekatan
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output yang dicapai dengan output yang diharapkam skjumlah input”
(Sumber:Neobangetz.blogspot.com/2009/07/defineirgengertian-
efektivitas.html.).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwaasesiapat dikatakan
efektif apabila sesuatu tersebut sesuai dengan yamhendaki. Artinya,
pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaantdilakukannya
tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. E¥é@kis dapat diartikan
sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yelaf Uditetapkan
sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dike&fkktif apabila usaha
atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannyaabifg tujuan yang
dimaksud adalah tujuan pemerintah maka proses paiacatujuan tersebut
merupakan keberhasilan dalam melaksanakan progenkagiatan menurut
wewenang, tugas dan fungsi pemerintahan.

Efektivitas Musrenbangda adalah suatu ukuran h#emil pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan tersebut, dimamnadiharapkan
sama dengan output. Jika masukan (input) yang beusgulan, ide dan
gagasan yang diperoleh dari musyawarah pada tegksgrendah yaitu
Musrenbangdes hingga Musrenbangkel sesuai dengahdtau keputusan
yang berupa RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daegaty erupa dokumen
perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satah{dn dan juga sesuai

dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka MenersgahhlD berupa
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dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk pefiode (5) tahun.

Dapat dikatakan indikator dari efektivitas musrerjma adalah:

1.

Input (masukan)

Masukan dari pelaksanaan Musrenbangda adalah udatamasyarakat
yang telah terhimpun dari serangkaian tahapan Mbarey Daerah serta
Renja SKPD yang memuat aspirasi masyarakat di cglam

Proses

Apakah dalam pelaksanaan Musrenbangda membicarakaokan dari
masyarakat.

Output (hasil)

Merupakan hasil akhir dari Musrenbangda berupatéescara hasil
Musrenbangda yang memuat sasaran dan prioritas grguban yang
berbasis aspirasi masyarakat.

Sumber indikator efektivitas: Peraturan Pemeritdamor 65 Tahun 2005
Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan StantayarRe
Minimal.

Musrenbangda dapat dikatakan efektif jika masukanmasdengan hasil,

namun jika masukan tidak sama dengan keluaran #&asil maka

musrenbangda tidak dapat dikatakan efektif. Terklhgan mekanisme

pembuatan kebijakan dalam Musrenbangda tersebgiademdikator input,

proses dan output maka hal ini berkaitan denganamsine perumusan

kebijakan dengan penggunaan model sistem-poliikatBkan model system-
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politik karena kebijakan merupakan output dari k&g politik, sehingga
Musrenbangda dapat dikatakan sebagai kegiatanikpp#merintah dalam
merumuskan  kebijakan dengan menfokuskan pada nrenjaaspirasi
masyarakat dan RKPD sebagai hasil dari sistemilpatit. Menurut Islamy
(1991:45) mengungkapkan bahwa
“Konsep “sistem politik” mempunyai arti sejumlahribaga-lembaga dan
aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yangrfingsi mengubah
tuntutan-tuntutarfdemands)dukungan-dukungasupports)dan sumber-
sumber(resources)semua ini adalah masukan-masukaputs), menjadi
keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksayaag otoritatif
bagi seluruh anggota masyarakédutputs). Dengan singkat dapat
dikatakan bahwa system politik berfungsi mengubaputs menjadi
outputs”

Model Sistem-politik sebagai sarana perumusan &iedn dapat

digambarkan dalam bagan berikut,

INPUTS WITHINPUTS OUTPUTS
Demands The Political Decisions
System C
Support Actions
resources policies

» Feedback <

Gambar 2 Model Sistem-Politik
Sumber : Islamy 1991:46
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E. Partisipas Masyarakat
1. Partisipas Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah

kebijakan desentralisasi di Indonesia yang dicetuslpada era
reformasi telah menempatkan masyarakat sebagar pimma pada
pemerintahan daerah. Tujuan dari kebijakan dedmatsa tersebut
tertuang dalan Undang Undang nomor 22 Tahun 1999 ¥ani telah
disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 32 T&@04. Dalam
kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Undang-umdersebut tetap
mengusung semangat reformasi dimana masyarakah mesijadi pilar
utama dalam pemerintahan daerah dengan tujuan meayb&an
masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitassyarekat,
meningkatkan peran serta masyarakat dan mengendrangiran dan
fungsi DPRD. Dari isi, tujuan dan semangat yangug oleh kedua UU
tentang pemerintahan daerah tersebut tercerminrpiesan kepada
masyarakat dan mempertegas fungsi dari desensialisantuk
mengakomidasi kemejemukan aspirasi masyarakat. |@abm UU ini
jelas terlihat bahwa kebijakan desentralisasi diofresia menghendaki
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbads partisipasi
masyarakat. Partisipasi menjadi konsep penting nkarenasyarakat
ditempatkan sebagai subjek utama dalam penyeleamggaotonomi

daerah.
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Dalam Sastropoetro (1986) terdapat beberapa defiars partisipasi

oleh beberapa ahli, antara lain adalah :

1. Gordon Allport (1945): partisipasi adalah keterdraego atau diri
sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih dadp hanya
jasmaniah/fisik saja.

2. Keith Davis (1978): partisipasi adalah keterlibatawental dan
emosional yang mendorong untuk memberi sumbangaadee
tujuan atau cita-cita kelompok dan turut bertanggyawab
terhadapnya.

3. Alastraire White (1980): partisipasi adalah kebatan komunitas
setempat secara aktif dalam pengambilan keputusau a
pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

4. Santoso Sastropoetro (1983): partisipasi adalaherlikettan
spontan dengan kesadaran disertai tanggungjawaladtgy
kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Muluk (2007) terdapat arti penting part&sp masyarakat

dalam pemerintahan daerah menurut beberapa abhtalianya :

a. Menurut Korten dalam administrassi pembangunan, yatakan
berupa pentingnya masyarakat dalam berbagai ppmabpangunan,
sehingga pembangunan dapat dijadikan untuk menikekanartabat
manusia = sebagaimana tertuang dalam gagasan dasaevoe

development.
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b. Osborne & Gabler (1992) mengungkapkan bahwa peassi

masyarakat biasanya memberikan jauh lebih banyhlsisterhadap
masalah bila dibandingkan pelayanan public probessi pada
umumnya. Terdapat beberapa keunggulan partisipasi

Pertama, masyarakat memiliki_ komitmen yang lebih besar kiepa
para anggotanya daripada komitmen system penyed@genan
kepada klienya.

Keduga masyarakat lebih baik dalam memahami persoalaeyaliri
daripada para professional penyedia layanan.

Ketiga, para professional dan birokrasi memberikan layanan
sedangkan masyarakat menyelesaikan berbagai masalah
Keempat,institusi dan para professional dan borokrasi meamniean
pelayanan sedangkan masyarakat memberikan kepsdulia

Kelima, masyarakat lebih fleksibel dan kreatif daripadaokiasi
pelayanan yang besar.

Keenam, partisipasi masyarakat lebih murah daripada para
professional pelayanan.

Ketujuh, masyarakat berusaha menegakkan standart perilekgad
lebih efektif daripada para professional peleyadteam birokrasi.

Midgley mengenai batasan dalam partisipasi makgaraerdasarkan
United Nation Economic and Social Council Resolutid929,

menyatakan bahwa partisipasi membutuhkan ketealibatang-orang
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secara sukarela dan demokratis dalam hal sumbartgsitadap
pembangunan, penerimaan manfaat secara merataedagarpbilan
keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, peanmkebijakan
dan perencanaan.
Dengan melihat bebagai definisi dan pentingnyaigpasi masyarakat
dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat alenqc peran serta
masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksangaaiyast dan
penerimaan manfaat pembangunan daerah dengan ntiemya@gkan
otonomi dan kemandirian masyarakat.
. Partisipass Masyarakat Dalam Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan Daerah (Musrenbangda)

Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu bedesaBahasa Arab
yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan mengajukan
sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negaraoies$ia dan kehidupan
modern tentang musyawarah dikenal dengan sebuamo®™s “rembug
desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi’. Kela) musyawarah
hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawaralatadaerupakan
suatu upaya untuk memecahkan persoalan (mencan jaluar) guna
mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian @gaecahan
masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Muswwenenjadi
ungkapan yang tepat untuk menggambarkan karakiegshalndonesia

yang konon menggunakan musyawarah dalam memecakkarasalahan
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sebagi wujud dari demokrasi. Dalam musyawarah patd&esamaan
dalam hak dan kewajiban dari setiap masyarakat yaeggikutinya.
Dalam musyawarah pastisipasi sangat diutamakandigamung tinggi,
karena partisipasi merupakan suatu sumber kekagileaanaupun gagasan
yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu pdahasa Sehingga
istilah partisipasi masyarakat menjadi begitu akdam melekat pada
musyawarah begitu pula dalam Musyawarah PerencaPearbangunan
Daerah (Musrenbangda).

Musyawarah adalah wadah bagi masyarakat untuk mekgpkan
segala ide maupun gagasan yang berkenaan dengasagpdemasuk
pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah dakhadrenbangda
sendiri merupakan forum tahunan yang diadakanndk#t daerah yang
berfungsi sebagai pengaplikasian dari demokrasiyanakat dimana
masyarakat daerah bebas mengungkapkan ide, gagksarkritikan
terhadap pemerintah daerah terkait dengan pembangdaerahnya.
Perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunargldapkan oleh
Suryono (2010:254-255), terdapat dua pendapat gaumgkapkan yaitu:

1. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memadukatau

mengawinkan modeiop-down denganbottom-upagar program-
program pembangunan dapat diterima oleh masyadakesesuai

dengan kebutuhanya.
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2. Menjadi sarana motivasi rakyat untuk menumbuhkasa rikut
memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap haagth dan
pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mentauote$ (1980)
diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalambpegunan, ikut
dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut segtaenfaatkan dan
menikmati hasil-hasil pembangunan. Terdapat limaisjepartisipasi
masyarakat dalam pembangunan yaitu : Pertama, member input
proses pembangunan, menerima imbalan atas inpsebtdr dan ikut
menikmati hasilnya; Kedua, ikut member input damikmati hasilnya;
Ketiga, ikut member input dan menerima imbalanpgaikut menikmati
hasil pembangunan secara langsung; Keempat, metnik@a@au
memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut mempet,idan; Kelima,
member input tanpa menerima imbalan dan tidak nmaaehasilnya
(Suryono,2010:256).

Musrenbangda merupakan program dari pemerintahaklagang
berbentuk sarana kegiatan yang dilaksanakan setddgoin - untuk
membahas program-program pembangunan yang ide mag@gasan
awalnya berasal dari masyarakat. Hal ini dilakuagar masyarakat dapat
turut berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya juga sebagai
sarana jembatan atau penghubung antara masyarakatpemerintah

daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengetabuiuhan dan
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keinginan yang sebenarnya dari masyarakat. Musngulaa juga
merupakan sarana bagi masyarakat guna mengontmitusan atau
kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah gghirmereka bisa
memastikan bahwa keputusan maupun kebijakan yaargbdi memang

benar-benar berpihak pada masyarakat.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. JenisPendlitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipeajkan adalah
metode penelitian deskriptif dengan pendekatanitatiblyang menggunakan
alur berfikir induktif. Penelitian deskriptif merakan pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat. Menurut Whitney (1960)adal Nazir (2005),
penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalalard masyarakat serta
tata cara yang berlaku dalam masyarakat sertassgiiaasi tertentu,
termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan-
pandangan serta proses-proses yang sedang berigngsuin pengaruh-
pengaruh dari suatu fenomena. Dalam Kountur (200%) yang dimaksud
dengan penelitian deskriptidescriptive research) adalah jenis penelitian
yang memberikan gambaran atau uraian atas suatiadkeaejelas mungkin
tanpa ada perlakuan terhadap objek yang ditelignektian deskriptif
memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat ini.
2. Menguraikan satu variable saja atau beberapa Varrmun diuraikan

satu persatu.
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3. Variable yang diteliti tidak dimanipulasi atau tideada perlakuan
(treatment).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitia adalah

pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Tayl@9@: 5) dalam Basrowi

& Suwandi (2008)
“metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitismng menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atawlidari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, peatek ini
diarahkan pada latar dan individu tersebut secaliatic (utuh). Jadi,
dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individtau organisasi
kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu melaagnya sebagai
bagian dari suatu keutuhan”

Untuk itu dalam penelitian menggunakan jenis pd&aalideskriptif dengan

pendekatan kualitatif tidak akan ditemukan analisi® yang bersifat statistik

seperti pada penelitian kuantitatif. Pada intinyangekatan kualitatif

menghasilkan data yang deskriptif berupa kata4aatalis maupun lisan yang

dilakukan melalui pengumpulan data dengan obsemaspun wawancara.

. Fokus Penelitian

Pada penelitian deskriptif ini fokus penelitian eligunakan sebagai
sarana untuk mengetahui sasaran dari perumusaramabakus penelitian
ini sekaligus digunakan sebagaai pedoman bagi ifieselbelum melanjutkan
penelitian lapangan mengenai hal-hal yang harwsmdikan, dianalisis dan
dipecahkan. Fokus penelitian juga perlu ditentukatuk membatasi studi

sehingga penelitian yang dilakukan akan lebih #&rar dan juga dapat



50

dipergunakan sebagai penyaring informasi yang aelerokus penelitian
merupakan titik pusat perhatian suatu masalah slziu penelitian agar
penelitian lebih efektif dan efisien.

Dalam Basrowi & Suwandi (2008) ada dua maksud dganentuan
fokus dalam penelitian, yaitu yarmgrtama, fokus permasalahan ditentukan
untuk membatasi studi. Jadi maksudnya dapat mesiliatiang atau masalah
yang akan diteliti. Kedua, penetapan fokus berfungguk pemenuhan
kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengelaarkuatu informasi yang
didapatkan di lapangan oleh peneliti. Jadi dengtaiaghkanya fokus dalam
penelitian dapat mengarahkan mana data yang tapgtdikumpulkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskanudark lebih
membatasi penelitian maka fokus penelitian ini allal
1. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pgumiaan

Kabupaten Malang.
a. Indikator Input

1. Aspirasi masyarakat yang telah terhimpun dari sgka@ian

tahapan persiapan Musrenbangda.

2. Rencana kerja setiap SKPD yang memuat input dagriress

masyarakat.
b. Indikator Proses
1. Pelaksanaan Musrenbangda yang memaparkan dan imesnba

input aspirasi dari masyarakat.
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c. Indikator output
1. Sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKPD yaguat
hasil ~Musrenbang Kabupaten yang mencerminkan a&spira
masyarakat.
2. Kesesuaian program dan sasaran pembangunan dalaRbD RK
dengan RPJMD.
2. Faktor-faktor pendukung maupun penghambat dari skesen atau
ketidaksesuaian hasil Musrenbangda (RKPD) dengat Musrenbangda
a. Faktor internal

b. Faktor eksternal

C. Lokas dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penehglakukan
penelitian, dan menemukan data yang digunakan dakmelitianya. Pada
penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis ¢ata Kabupaten Malang. Hal
ini_diambil dengan berbagi pertimbangan diantaraygéiu, Kabupaten
Malang merupakan kabupaten dengan wilayah terluadu& setelah
Kabupaten Banyuwangi sehingga dalam pembangunanipatublkan
kecermatan dalam perencanaanya sehingga tercipagawi yang makmur
secara merata. Yang berikutnya berdasarkan hasitiggt yang dilakukan,
penulis menemukan bahwa pembangunan di wilayah pabo Malang

belum merata, terbukti dengan adanya sejumlah lbessa yang tertinggal.
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Selain itu pula sebelumnya peneliti malakukan pgaela di Kabupaten

Lumajang, namun karena terkendala beberapa hambatdma dengan
pertimbangan diatas penelitian ini dipindahkan leb#paten Malang. Situs
penelitian ini dilakukan di Bappeda (Badan Persaeaa Pembangunan
Daerah) Kabupaten Malang yang terletak di JI. Kgu&Salim No.7 Malang.
Peneliti tertarik melakukan penelitian pada BappdéGbupaten Malang
dikarenakan Bappeda merupakan organisasi pemerydaly fokus pada
pembangunan daerah baik pembangunan fisik dan pemuban non-fisik.

Selain itu pula Bappeda merupakan Satuan KerjanBka&a Daerah (SKPD)
yang melaksanakan Musrenbangda (Musyawarah Pegantdembangunan
Daerah) yang mana merupakan wahana publik dalarpapgraian aspirasi
masyarakat guna kontribusi dalam pembangunan daersh dalam rangka
sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di Kabupa#tanigl Bappeda selain
sebagai dinas yang bertanggungjawab dalam pelaksavasrenbang juga
merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugasg dan fungsi sebagai
penyusun dokumen perencanaan daerah, baik jangk@gnga jangka

menengah, dan tahunan sesuai dengan PeraturarnDémreor 1 tahun 2008
Tentang Organisasi Perangkat daerah. Selain ita potuk memudahkan
proses analisis data terkait fokus yang pertamaan@dneliti berinisiatif

mengambil sampel 1 kecamatan yang digunakan selsitgai penelitian,

yaitu Kecamatan Karangploso.



53

D. Sumber dan JenisData
Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) sumber datama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindalsmtebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Basrowi &w&ndi, 2008).
Berdasarkan pernyataan tersebut jenis data daklaisifikasikan ke dalam
kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, statistik.
1. Kata-kata dan Tindakan
Kata-kata maupun tindakan orang-orang yang diam@a@upun
diwawancarai merupakan data utama. Sumber dataautensebut dicatat
dan dijadikan catatan tertulis ataupun dapat pwetam perekaman video
atau audio tape, pengambilan foto, atau film. Bgabdata tersebut dapat
diperoleh darimarger kegiatan mengamati, mendengar, dan bertanya.
Kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilakukan sesadar dan terarah
karena memang telah direncanakan oleh peneliti.
2. Sumber Tertulis
Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan Yyemgsal dari sumber
tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majdhaiah, sumber dari
arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi.
3. Foto atau Rekaman Handycam
Foto maupun rekaman video akan sangat bermanfgapéaeliti. Karena
foto maupun' video ‘dapat sekaligus dijadikan buktiata dalam

pelaksanaan penelitian dan data yang dapat dipeleleh relevan. Foto
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digunakan sebagai data atau sebagai pendorong dalpaya
mengenghasilkan data, dengan Kkata lain, foto dkamasebagai
pelengkap pengambilan data terhadap cara dan tkknya.

Data Statistik

Pada penelitian kualitatif sering pula menggunakate statistik yang

telah tersedia sebagai sumber data tambahan haeyilkanya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan memg#ian metode

atau teknik penelitian lapangéineld research), yaitu peneliti terjun langsung

ditempat (obyek/subyek) penelitian, sehingga datagydiperoleh nantinya

benar-benar obyektif dan berhubungan dengan pelahasayang diteliti.

Untuk keperluan pengumpulan data dalam penelitindiperoleh melalui:

1.

Interview (wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti rmdagan tatap muka
dan wawancara dengan informan untuk menggali irdsrrfaktual yang

berkaitan dengan persoalan yang ditanyakan adapbtas efektifitas

Musrenbang Daerah sesuai dengan fokus-fokus yday witetapkan

sebelumnya. Peneliti telah menetapkan beberapauraber yang akan
diwawancara, antara lain:

a. Kepala Bappeda Kabupaten Malang

b. Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Malang
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c. Camat Karangploso
d. Kepala Desa di Karangploso
e. Masyarakat

2. Observasi (pengamatan)
Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadpkngamatan
langsung di lapangan dan melakukan pencatatan menbeal-hal yang
berkaitan dengan penelitian secara sistematis daphaobyek yang
diselidiki serta mendapatkan data yang valid dapatiaipertanggung
jawabkan.

3. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wesléhat dokumen-
dokumen yang dianggap relevan pada lokasi dan penelitian sesuai
dengan permasalahan yang diteliti, dengan maksutiapat data baik

data primer ataupun data sekunder.

F. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian merupakan salah satu komppeating dalam
penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengegshnterhadap hasil
penelitian. Instrument penelitian digunakan dalamgka pengumpulan data.
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrurhatau alat penelitian itu
sendiri adalah peneliti itu sendiri. Peneliti ktatif sebagai human

instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitia@milih informan sebagai
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sumber data, melakukan pengumpulan data, menilgiitksi data, analisis
data dan membuat kesimpulan atas temuanya (Sugi2008).
Dalam Sugiyono (2009) Nasution (1988) menyatakan:
“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan tai daripada
menjadikan manusia sebagai instrument penelitiamat Alasanya
lalah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyaikbgang pasti.
Masalahnya, focus penelitian, prosedur penelitiaipotesis yang
digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semmek dapat
ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. &agsluatu masih
perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu, tiddk pilihan lain
dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat saturya yang dapat
mencapainya”
Berdasarkan dari pernyataan ahli-ahli diatas, |[ghagahwa peneliti dalam
penelitian itulah instrument utama yang bisa mekgd permasalahan
menjadi jelas dan dapat menemukan permasalahamtdgsmmecahanya.
Selain itu pula dalam penelitian kualitatif selgianeliti itu sendiri sebagai
instrument utama, juga dibantu oleh sarana-sarasaument lain guna
pengembangan dari penelitian, diantaranya:
1. Daftar pertanyaan wawancara. Digunakan sebaganaamemperoleh
data narasumber secara akurat.

2. Alat bantu penelitian mencakup buku catatan peaelidan kamera

perekam sebagai bukti keabsahan data penelitian.

. Analisis Data
Setelah peneliti mengumpulkan data dari tinjauarstgka dan

penelitian di lapangan, langkah selanjutnya adatadlisis data. Analisis data
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merupakan hal yang penting dalam sebuah penelii@ana akan sangat
berpengaruh pada hasil akhir dari penelitian. Men@ogdan dan Biklen
(1982) dalam Moleong (2008:248) Analisis Data Kiagili adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengig data, memilahnya
menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintesygkarmencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dayaagadipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada kialay

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ienggunakan analisis
data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermanatengpdel Interakiif.
Analisis data ini dimaksudkan untuk memperoleh gamat deskriptif dengan
pendekatan induktif tentang seberapa efektif Musaagda di Kabupaten
Malang. Oleh karena itu alur yang akan digunakeh penulis dalam analisis
data ini adalah sebagai berikut:
1. Data collection, merupakan kegiatan mengumpulkan data yang dkzerlu

dalam menemukan tujuan dari penelitian sesuai deng@is dan sifat

data.

2. Data reduction, merupakan proses pemilihan, pemusatan, memfokuska

data kasar dari lapangan. Proses ini akan berlaggselama penelitian
dilakukan hingga akhir. Reduksi data bukan merupakagian yang
terpisah dari analisis, fungsinya untuk menajamkargnggolongkan,
mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, damgenganisasi

sehingga akan lebih terarah.
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3. Data display, secara umum adalah sekumpulan informasi tersyang
memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan - damgaebilan
tindakan. Bentuk penyajianya dapat berupa tekstifanaatriks, grafik,
jaringan, dan bagan. Tujuanya adalah untuk memwahahkembaca dan
menarik kesimpulan.

4. Conclussion drawing/ verification, merupakan tahapan terakhir dari model
analisis data interaktif. Dalam proses ini datagyéelah direduksi dan
dirangkaikan secara sistematis akan ditampilkdangenya dapat ditarik

benang merahnya sebagai kesimpulan.

Pengumpulan Data

Penyajian Data
Reduksi Data Penarikan K.e_5|mpulan
atau Verifikas

Gambar 3 Komponen — komponen Analisis Data: Modkeraktif
Sumber: Miles dan Huberman,(1992: 20)
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BAB |V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum L okas Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten yaregtak di
Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan PeaatBemerintan Nomor 18
Tahun 2008, Kepanjen ditetapkan sebagai ibukotaupatien Malang yang
baru. Saat ini Kepanjen terus melakukan perbaikgar gaenantiasa layak
sebagai ibukota Kabupaten Malang. Kabupaten Makergatasan langsung
dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Bata, Kabupaten
Pasuruan dan Kabupaten Lumajang. Kabupeten Malangpakan kabupaten
dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Bemgi dari 38
Kabupaten di Jawa Timur. Dengan luas wilayah yaegjtb besar tentunya
Kabupaten Malang memiliki beragam potensi yang $arterus
dikembangkan.

Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, yarupgii kembali
menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Kota Batungalumerupakan bagian
dari Kabupaten Malang sebelum akhirnya memisahkampada tahun 2001.
Kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malangaladalawang,

Singosari, Dampit, dan Kepanjen. Sejarah sangapebgaruh dalam
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perkembangan Kabupaten Malang. Bupati Kabupateramdalang pertama
adalah Raden Tumenggung Notodiningrat | yang diangkeh pemerintah
Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jah8évlei 1820 Nomor 8
Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakéayah yang
strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerdpadai-bukti yang lain,
seperti beberapa prasasti yang ditemukan menumugkarah ini telah ada
sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasan Hbaberapa kerajaan
kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan sepeatig/tertulis dalam Prasasti
Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempeait gada hari Jum at
Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila dipemgkan berdasarkan
kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember T&0ggal inilah yang
dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. SaaKabupaten Malang
dipimpin oleh Drs. H. Rendra Kresna sebagai Bupabupaten Malang.
Dalam masa kepemimpinanya Kabupaten Malang memikkiTerwujudnya
Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, AgamisembDkratis,
Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya SainguatéANDEP MANTEB.
Saat ini Kabupaten Malang telah berkembang pesdkti dengan semakin
maju dan berkembangnya tingkat pendidikan, perdgmardan jasa, serta
infrastruktur yang menunjang potensi daerah. Perabagdministratif

Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12ra¢lan, 378 Desa.
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Tabel 1 Daftar Nama Kecamatan Kabupaten Malang
No Kode Kecamatan Jumlah Desa
Kecamatan
1 10 Donomulyo 10
2 20 Kalipare 9
3 30 Pagak 8
4 40 Bantur 10
5 50 Gedangan 8
6 60 Sumbermanjing Wetan 15
7 70 Dampit 12
8 80 Tirtoyudo 13
9 90 Ampelgading 13
10 100 Poncokusumo 17
11 110 Wajak 13
12 120 Turen 15
13 130 Bululawang 14
14 140 Gondanglegi 14
15 150 Pagelaran 10
16 160 Kepanjen 18
17 170 Sumberpucung 7
18 180 Kromengan [
19 190 Ngajum 9
20 200 Wonosari 8
21 210 Wagir 12
22 220 Pakisaji 12
23 230 Tajinan 12
24 240 Tumpang 15
25 250 Pakis 15
26 260 Jabung 15
27 270 Lawang 12
28 280 Singosari 17
29 290 Karangploso 9
30 300 Dau 10
31 310 Pujon 10
32 320 Ngantang 13
33 330 Kasembon 6

Sumber: Buku Panduan Penyelanggaraan Musrenbangup@bn Malang
2012
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a. Keadaan Geografis

Kabupaten Malang merupakan sebuah kawasan yarejaterpada
bagian tengah selatan Propinsi Jawa Timur. Posigidinat Kabupaten
Malang terletah antara 11217°,10,90” Bujut Timwand12257’,00,00”
Bujur timur dan antara 744’,55,11” Lintang Selatdan 826’,35,45"
Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 328&m menjadikan
Kabupaten malang sebagai Kabupaten dengan wilagdbas kedua
setelah Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur. Kondgpografi
Kabupaten Malang merupakan daerah dataran ting gigelilingi oleh
beberapa gunung dan dataran rendah lembah padediai 250-500
meter diatas permukaan laut (dpl). Daerah dataraggit merupakan
daerah perbukitan kapur yang terlatak di bagiastaelpada ketinggian 0-
650 dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagiaartmembujur dari
utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 metedapldaerah lereng
Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-33@eter dpl. Secara
administratif Kabupaten Malang berbatasan langsi@mgan wilayah lain,
sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : Jombang, Mojokerto dan Pasuruan
2. Sebelah Barat : Blitar dan Kediri
3. Sebelah Timur : Probolinggo dan Lumajang

4. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
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5. Sedangkan untuk bagian tengah Kabupaten Malang¢gdib@eh Kota

Malang dan Kota Batu
Dengan letak geografis sedemikian rupa menyebakkbopaten Malang
memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini didam dengan semakin
ramainya jalur transportasi utara maupun selatag yaelalui Kabupaten
Malang dari waktu ke waktu.

Terdapat Sembilan gunung dan satu pegunungan yasTgyetar
merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barayah Kabupaten
Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara relsidiantaranya yaitu
Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi ldiuRlawa, Gunung
Bromo, Gunung Kawi, Gunung Kelud, Gunung Weliraren dsunung
Arjuno. Kondisi topografi seperti ini mengindikaaik potensi hutan dan
sector pertanian yang besar. Hutan yang merup&apat penyimpanan
air dapat mengalirkan air melalui sungai-sungai ueniahan-lahan
pertanian sepanjang tahun. Dari 18 sungai besag gala di wilayah
Kabupaten Malang , diantaranya Sungai Brantas yaegipakan sungai
terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Hulu SuBgantas bagian atas
terdapat di wilayah Kota Batu dan hulu bawah beradawilayah
Kabupaten Malang. Kondisi topografi yang berupa uneigmgan dan
perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang nlikhfiawa dingin
yang sejuk sehingga bayak diminati sebagai lokagikuhunian, tempat

peristirahatan dan berlibur.
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Demografi merupakan suatu disiplin ilmu dimana bhgl&kajianya

adalah populasi manusia atau kependudukan di Ipgkilayah tertentu

dan dalam periode tertentu pula. Data mengenairkkgkikan sangan

penting perananya dalam perencanaan pembangunaka rgana

mendapatkan data mengenai kependudukan dilakukaetetus penduduk

yang memiliki

tujuan utama yakni

sebagai

dasar rpEreaan

pembangunan dan penstatistikan nasional. KabupMalang yang

memiliki luas administratif 3.534,86 km2 terbagi njeli 33 kacamatan

dan 378 desa. Kabupaten Malang memiliki laju pebwikan penduduk

sebesar 0,61% berdasarkan prosentase sensus pleséjadutahun 2009.

Untuk lebih jelasnya struktur kependudukan di Kaieap Malang dapat

dilihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Laju Pertunmoddua
Kepadatan Penduduk Tahun 2008-2010
NO URAIAN SATUAN 2008 2009 2010
1 | Luas Wilayah Km2 3.534,86 | 3.534,86 | 3.534,86
2 | Jumlah Penduduk Jiwa 2.413.779 | 2.419.887 | 2.446.218
- Laki-laki Jiwa 1.227.297 | 1.230.416 | 1.229.773
- Perempuan Jiwa 1.186.482 | 1.189.426 | 1.216.445
3 | Pertumbuhan Penduduk| Prosen 0,51 0,25 1,09
4 | Kepadatan Penduduk = | Jiwa/Km2 683 685 692

Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malanguha2008-2010:4

Pada Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa setmap terdapat rata-rata

687 penduduk yang bermukim di Kabupaten Malangi el tersebut

juga dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki leboanyak daripada
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jumlah penduduk perempuan yaitu dengan selisih-redéa 31.711
penduduk pertahunya.

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai d¢atenaan
memegang peranan penting, tanpa data tersebulatdakingkin program
pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakdindalzat dikatakan
bahwa faktor kekuatan manusia merupakan unsur y&mgng dalam
pembangunan. Di Indonesia, dewasa ini dibutuhk&alisdata mengenai
jumlah tenaga kerja dari aspek kualitas maupun tkaan Seperti yang
telah diketahui seiring berkembangnya Kabupaten aNgal maka
diharapkan pula dapat memacu kualitas tenagakeaja genyerapan

tenaga kerja. Berikut disajikan beberapa data ssitatimengenai

ketenegakerjaan Kabupaten Malang dari tahun 20@gyhi2010

Tabel 3  Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Malang T2008-2010

No URAIAN SATUAN 2008 2009 2010

1 | Angkatan Kerja Orang 1.210.549 1.347.500 1.366.805
2 | AK Tertampung Orang 6.157 4.358 5.289
3 | Pencari Kerja Orang 47.543 47.263 49.445
4 | Penduduk Usia Kerja Orang 1.487.523] 1.495.743 1.570.350
5 | Penduduk bukan usia Orang 675.458| 354.765| 350.241

Kerja (0-14 tahun)

Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten MalanguT2008-2010:10
Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlahkatan kerja Kabupaten

Malang terus mengalami peningkatan dari tahun keintanamun hal
belum diimbangi oleh penyerapan angkatan kerja. ddan jumlah

angkatan kerja yang tertampung hanya sebesar (g5%uuchlah angkatan




66

kerja tahun 2008. Pada tahun 2009 lebih paratdiatana jumlah angkata
kerja meningkat namun yang tertampung hanya sel®e32% dari total

angkatan kerja. Sedangkan pada tahun 2010 jumigikatan kerja yang
tertampung sebeser 0,38% dari keseluruhan jumlgkaten kerja tahun
2010.

Dari Tabel 3 di atas telah diuraikan mengenai legakerjaan dan
penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Malang. Papgertenaga kerja
ini tentunya tidak terlepas dari faktor kualitasnder daya manusia itu
sendiri. Kualitas sumber daya manusia dapat dilidati beberapa
indikator, diantaranya tingkat pendidikan. Darivay pada tahun 2010
mengenai perkembangan jumlah penduduk usia selitetahuai jumlah
penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dari t&#008 hingga 2010 di
Kabupaten Malang sebagai berikut.

Tabel 4  Perkembangan Penduduk Usia Sekolah Kabupang
Tahun 2008-2010

NO URAIAN SATUAN 2008 2009 2010
1 Penduduk Usia Sekolah
a. Usia 4-6 Th/Usia TK
-Laki-laki Orang 66.456 63.093 59.933
-Perempuan Orang 63.024 60.120 57.049
Jumlah Orang 129.480 |~ 123.213 | = 116.982
b. Usia 7-12 Th/Usia SD
-Laki-laki Orang 134.987| 134.336| 137.119
-Perempuan Orang 128.117| 127.295| 130.216
Jumlah Orang 263.164 | 261.631 | 267.335
c.Usia 13-15 Th/SMP
-Laki-laki Orang 65.102 67.239 68.707
-Perempuan Orang 62.555 64.417 65.138
Jumlah Orang 127.657 | 131.656 | 133.845
d.Usia 16-18 Th/SMU
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-Laki-laki Orang 65.803 64.006 64.844

-Perempuan Orang 64.363 62.250 62.636

Jumlah Orang 130.166 | 126.256 | 127.480
e.Usia 19-24 Th/PT

-Laki-laki Orang 147.086| 142.841| 138.762

-Perempuan Orang 151.082| 145.087| 140.584

Jumlah Orang 298.168 | 287.928 | 279.346

Sumber: Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malanguha2008 2010:5

Cc. Perekonomian

Di era yang semakin berkembang seperti saat iniutga juga

memacu perkembangan dari segi perekonomian. Selamaaspek

ekonomi sepertinya menjadi

aspek yang sangat

Eeniialam

perkembangan sebuah wilayah, tidak terkecuali Katmump Malang.

Seperti yang diketahui berdasarkan letak geogtéfibupaten Malang

banyak memiliki potensi

perekonomian yang patut ukintterus

dikembangkan melalui terobosan-terobosan yang aalaisi. Kabupaten

Malang juga merupakan salah satu kabupaten denggkat aktifitas

ekonomi yang cukup tinggi, hal ini terlihat darisbenya jumlah Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kabupaten Maarang dalam

5 tahun terakhir selalu masuk 5 besar Jawa Timerdd&arkan data yang

diperoleh dapat dilihat mata pencaharian pendudiatdupaten Malang

dalam tabel berikut.
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Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencah&aiaupaten
Malang 2008-2010

NO URAIAN SATUAN 2008 2009 2010*
1 | Sektor Pertanian Orang 462.658| 444771 444.771
2 | Sektor Pertambangan Orang 4.445 4.198 4.198
3 | Sektor Industri Orang 219.255| 204.677| 204.677
4 | Sektor Jasa Orang 133.103| 125.664| 125.664
5 | Lain-lain Orang 381.934| 443.514| 443.514

Jumlah Orang 1.201.395 | 1.222.764 | 1.222.764

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malardpuh 2008-
2010:7

Ket : *) Angka diperbaiki

Mata pencaharian penduduk hampir 40% didominasih ogektor
pertanian, 18% sektor industri, 11% pada sektar ¢ sisanya 32% ada
pada sektor lainnya. Perkembangan ekonomi Kabupdialang
menunjukan respon yang positif, dimana setiap tayamerus mengalami
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terbukti dengaRBbaik ADHK
maupun ADHB terus meningkat pada tahun 2006 selbgsar.997.915,-
dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 12.184.8Kabupaten
Malang memiliki jumlah penduduk terbesar keduaadva Timur, hal ini
mengakibatkan PDRB perkapita masih relatif rend&edangkan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama 5 tédmakhir rata-
rata sebesar 5,8%. Sedangkan untuk proyeksi 5 tedulegpan Kabupaten

Malang yaitu berdasarkan PDRB ADHB pada tahun 2€dbesar Rp.

53.168.244.000.000,- dan PDRB ADHK sebesar Rp.
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19.847.571.000.000,- dengan rata-rata pertumbulkamoeni pertahun
sebesar 6,5% (RPJMD Kabupaten Malang 2011-2015:16).

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, tentjuge harus
diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masatatdkl ini terbukti
dengan meningkatnya perekonomian, Kabupaten Majlagg berusaha
untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnyaendutip pidato
pembukaan Musrenbang Kabupaten Malang pada ta@dgslaret 2012
yang di sampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Mglabeliau
menyatakan bahwa berdasarkan data yang diperolehPamerintah
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 angka kemiskioiaKabupaten
Malang sebesar 15,7% sedangkan akhir tahun 20 Es&eh2,5%, lebih
rendah dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Timusesar 15,3%.
Bahkan beliau juga menyatakan bahwa tingkat kemaskidi Kabupaten
Malang lebih rendah dari rata-rata Nasional yagbesar 13,3%. Namun
nampaknya angka persentase kemiskinan berdasaakanyahg diperoleh
menunjukan persentase kemiskinan Kabupaten Maladg fahun 2010
adalah 13,6% berdasarkan survey yang dilakukankipes angka ini
merupakan angka sementara dari hasil survey pdua t2010. Berikut
akan disajikan data mengenai proyeksi perkembaaggka kemiskinan,
pengangguran dan IPM di Kabupaten Malang dari tab@bh0 hingga

tahun 2015.
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Tabel 6 Proyeksi Angka Kemiskinan, Pengangguraniieith
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015
URAIAN SAT | 2010 | 2011| 2012 2013 2014 2015

Tingkat Kemiskinan| % 13,6 12,3 | 11,9 | 10,1 8,8 6,9
T.Pengangguran % 4,10 3,8 3,58 | 3,40 3,20 3,00
IPM 70,3 | 70,8 | 71,1 | 71,7 | 72,1 | 72,6
Indeks Harapan 72,68 | 73,1 | 73,3 | 73,7 | 739 | 743
Hidup

Indeks Pendidikan 74,6 | 752 | 75,5 76 76,4 | 76,9
Indeks Daya Beli 63,2 64 64,6 | 653 | 659 | 66,6
Pembardayaan 676 | 688 | 695 | 70,2 | 712 | 714
Gender

Pembangunan 65,7 | 66,5 | 67,8 | 685 | 69,6 | 70,1
Gender

Sumber : Buku RPIJMD Kabupaten Malang Tahun 2015203

. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten M alang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)akaru
dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggamgb kepada
Gubernur atau Kepala Daerah yang bersangkutan. eBapgberfungsi
membantu Gubernur maupun Kepala Daerah di dalam embgkan
kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunanrahdaalan
pelaksanaanya. Oleh karena itu di dalam era otordaarah ini Bappeda
sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan sésu@mi daerah.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pereacgpembangunan di
daerah Bappeda dituntut untuk berperan efektif efemien dalam meletakan
kerangka dasar pembangunan di daerah sehingga dapatujudkan

keberhasilan pembangunan. Bappeda Kabupaten Maergpakan dinas



71

yang melaksanakan tugas membantu penetapan kebigda mendukung
keberhasilan dari pembangunan di Kabupaten MaBeglasarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi pkainQaerah dan
Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 meintiligas pokok yaitu
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam perayusian pelaksanaan
kebijakan daerah bidang perencanaan pembanguneahdise melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
a. Vig, Misl, Tujuan, Sasaran, Stategis dan Kebijakan
1. Visi Bappeda Kabupaten Malang
“Menjadi Lembanga Perencanaan Yang Kapabel danes$ioofal
Dalam Mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah”
2. Misi Bappeda Kabupaten Malang
Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yangab&ag,
sinergis, partisipatif dan akuntabel.
3. Tujuan
a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan - integraserta
pengendalian dan evaluasi kebijakan ~ dan = perencanaan
pembangunan.
b. Meningkatkan system pendataan/informasi/data skatis
c. Meningkatkan kualitas aparatur perencana yang fatachan

professional dalam mendukung pelaksanaan tugas.
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4. Sasaran

a. Terlaksanaya koordinasi, integrasi, sinergi darmioaisasi serta
pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaargrgunan
sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW,
RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainya) yamgulbétas
dan partisipatif.

b. Tersedianya system pendataan/informasi/data stayeshg akurat
danup todate

c. Tersedianya Aparatur Perencana yang terampil dzfegsional.

d. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoramgna dan
pelaporan.

5. Strateqgi
Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangkeapamn misi.

Di dalam mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupatedang,

ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPDtadin
Pemerintahan dan lintasakeholdergainnya untuk meningkatkan
kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian akeahij
pembangunan.

b. Mengembangkan system pendataan/informasi/datatgtati

c. Melaksanakan ' dan mengikutsertakan ~aparat pada tdikla

kepemimpinan dan teknis fungsional.
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d. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaragastu
kedinasan.

Kebijakan

a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronidasjasama
serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi kabija
pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaag y
berkualitas dan partisipaif.

b. Melaksanakan system pendataan/informasi/data t&tati®cara

periodic dan berkelanjutan.

c. Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan  aparat

perencanaan pada diklat-diklat.
d. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoranansardan

pelaporan.

b. Kedudukan, Tugasdan Fungs Bappeda Kabupaten Malang

a. Kedudukan

b.

Badan Perencanaan Pembangunan —merupakan  unsur

perencanaan penyelenggara Pemerintah Daerah. Baiddipimpin

oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaatesr&h.
Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Badan Perncanaan Pembangunan adalah melasana

urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan daksaehan
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kebijakan daerah bidang perencana pembangunanhd&shain itu,

juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikah Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan fungseBamdalah :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian daterigkbdata
base serta analisa data untuk menyusun prograratkagi

2. Perencanaan strategis pada Badan Perencanaan  Bemdan
Daerabh.

3. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembandaeaah.

4. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanam umgang
perencanaan pembangunan daerah.

5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evalaas
pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pegumzemn
daerah.

6. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wagksdnakan
dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada BauencBnaan
Pembangunan Daerah.

8. Pembinaan UPT.

9. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasiaksahaan
kegiatan perencanaan pembangunan di lingkungan rpeate
daerah.

10.Pengelolaan dan pembinaan perencanaan pembangcagarain.d
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11.Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan pegaican
pembangunan daerah serta pelaporannya.
12.Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan nkasyara

Lembaga Pemerintahan dan Lembaga lainya.

Berikut adalah struktur organisasi Bappeda Kabupitalang :

Gambar 4  Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabrigala
Sumber : Bappekab Kabupaten Malang Tahun 2011

c. Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunapat@abialang
1. Kepala Bagian
Kepala ~Badan ~mempunyai tugas —memimpin  Badan

Perencanaan Pembangunan di bidang sarana dan apeasdan
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pengembangan wilayah perekonomian dan kesejahterakyat,
perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budtaya,bidang
statistik dan perencanaan strategis. Serta melakaantugas-tugas

lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lgdagasnya.

.- Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasi pereacan
evaluasi dan pelaporan program Badan PerencanaabaRgunan,
pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum Yyaniputhe
kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkaparah tangga,
hubungan masyarakat, urusan perpustakaan, urussanden serta
memberikan pelayanan administrasi kepada seluruarsarganisasi
dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembanguna@tD&elain
itu sekretariat juga melaksanakan tugas-tugasytang diberikan oleh
Kepala Bappeda sesuai dengan bidang tugasnya. drélaksanakan
tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sekred#vettu oleh 3
orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, SadjiaB
Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, EvaluasietigpoPan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki tugaskok

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum  dan

Kepegawaian.
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2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola astrasii
kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendididatiian
pegawai.

3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksana
urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangggealgrean
dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutubaang®,
peralatan dan mendistribusikan.

4) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/ penyampa
peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor.

5) Menyelenggarakan administrasi perkantoran.

6) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kewja S
Bagian Umum dan Kepegawaian.

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oéinesaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

. Sub Bagian Keuangan, memiliki tugas pokok sebagyaik at

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.

2) Melaksanakan administrasi ~keuangan yang meliputi
pembukuan, pertanggungjawaban dan = verifikasi  serta
menyusun perhitungan anggaran,.

3) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung

jawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja.
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4) Menghimpun, mengolah data dan menyusun program
kerja sub bagian keuangan.

5) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai
dan ganti rugi gaji pegawai serta pembanyaran
hak-hak keuangan lainnya.

6) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap pelaksanaan
program dan rencana strategis Bappeda.

. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

memiliki tugas pokok :

1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan.

2) Menyiapkan rumusan kebijakan program Kkerja dan
rencana kerja kegiatan Bappeda.

3) Menyelenggarakan SIM dan Pelaporan Bappeda.

4) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusun
rencana kegiatan tahunan dan laporan tahunan.

5) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka
penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan
Bappeda.

6) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada
pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan

pengembangan pembangunan.
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7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretariat sesuai dengan bidangnya.

3. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagigasuBappeda

dalam ‘urusan perumusan kebijakan bimbingan, kasuldan

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta saranasgyana dan

pengembangan wilayah. Selain itu juga melaksantkgeams-tugas lan

yang diberikan oleh Kepala Bappeda. Sedangkan ifudags Bidang

Sarana Prasarana dan Pengmbangan wilayah adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

Perencanaan program kegiatan pada bidang perencana

pembangunan sarana prasarana dan pengembangaahwilay
Penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunameaklasi
dan perumusan kebijakan bidang perencana pembamnganana
dan prasarana dan pengembangan wilayah.

Pelaksanaan koordinasi, intergrasi dan sinkronidesjiatan
perencanaan bidang sarana prasarana dan pengembalayah.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangkgepelalian
perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana
pengembangan wilayah.

Penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaarelgaag

kawasan dan lingkungan perkotaan.

dan
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6) Penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaamadiase
pengembangan perkotaan dan pedesaan.

7) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan lejearb
pengembagan wilayah dan kawasan.

8) Pelaksanaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan rspataganan
perkotaan

9) Pelaksanaan pedoman dan petunjuj pelaksanaan Istanda
pengembangan pembangunan perwilayahan.

10)Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pekssi pulau-
pulau kecil.

11)Pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dafaand

. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat meraptugas :

1) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan rRgmbaa
dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatannpanaan
pembangunan pertanian, kelautan, perikanan, indpsinwisata,
perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menekgadmngan,
investasi dan bantuan dalam/luar negeri

2) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunanormko
yang meliputi sektor primer, sekunder dan jasa

3) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program

pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikainahystri,
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pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusahadatimenengah,
keuangan, investasi

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepalka Badan
sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perekonomian da

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1)

2)

3)

4)

Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan geuaradi
bidang pertanian, kelautan, perikanan, industririnpsata,
perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menekgamngan,
investasi dan bantuan dalam luar negeri yang diasuloleh
satuan organisasi dalam lingkungan Pernerintah dbaetan
instanso-instansi vertikal serta badan-badan liawildyah daerah.
Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidaogoek serta
merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya
Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangdnan
bidang ekonomi yang disususun oleh satuan organ@gsasdalam
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di ndpida
ekonomi yang meliputi pertanian, kelautan, perikanadustri,
pariwisata, perdagangan,koperasi, pengusaha katihtenengah,
keuangan, investasi, dan bantuan daiam rangka gagiakn

pembangunan daerah untuk dimasukkan dalam proyelg ya
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diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimaswaam
program-program tahunan Daerah.
5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyastugtuk
melaksanakan sebagian tugas untuk melaksanakamiaebaigas
Badan Perencanaan Pembangunan dalam pelaksanaatin&sio

perencanaan pembangunan pemerintah dan sosial euyayg

meliputi pemerintahan dan aparatur, keagamaan,

pendidikan,kebudayaan, oiahraga, kesehatan,  sosidan

kependudukan. Serta melaksanakan tugas-tugaydam diberikan

oieh Kepaia Badan sesuai dengan tugasnya. Dalamksaslakan
tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaygoomgyai fungsi:

1) Perencanaan program kegiatan bidang perencanadrapgunan
pemerintah dan sosial budaya.

2) Penghimpunan, pengolahan bahan/ data, penyusunaan ba
rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaamapgoman
dan sosial budaya.

3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronidesgiatan
perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosayaydng
meliputi pemerintahan dan aparatur, keagamaan ¢i&adi
kebudayaan olahraga, kesehatan, sosial, kependudigm kerja

sama dengan lembaga lainnya.
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4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangkgepelalian
perencanaan pembangunan bidang pemerintahan siah so
5) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan PemerintahamahDae
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daszea
informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daera
. Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis
Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis meiakaan
sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunanmdafeghimpun
data, meiaksanakan anaiisa, evaiuasi/penilaiana spenyusunan
laporan hasii-hasil pelaksanaan pembangunan dabaga sektor
serta menghimpun berbagai potensi yang ada di ahlalaerah dan
menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Balancanaan
Pembangunan. Serta meiaksanakan tugas-tugas laiangadiberikan
oleh Kepaia Badan sesua bidang tugasnya. Dalanksagikan tugas-
tugasnya, Bidang Statistik dan Perencanaan Stsategimpunyai
fungsi sebagai berikut:
1) Pengumpulan dan penyusunan data serta potensplessisanaan
program atau proyek pembangunan .
2) Penyusunanan statistik dan mendokumentasikan tenkeasil
pelaksanaan pembangunan di daerah.
3) Pelaksanaan analisa dan evaluasi/penilaian data hsil

pelaksanaan pembangunan dan berbagai potensi.
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4) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunalamaan
Kepala Daerah.

5) Penyusunan dan penyiapan bahan penyusunan renategis
Badan Perencanaan Pembangunan.

6) Pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah terhadaptake
program dan rencana strategi.

7) Pelaksanaan kegiatan visualisasi hasil pelaksgmarabangunan.

. UPT

UPT Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangsnoan dengan
nomenklaturnya serta tugas-tugas lainnya yang iéddoeroleh Kepala
Badan. UPT Badan Perencanaan Pembanguanan dibefank
ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkantided daerah
sarta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yatah tditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydagber
. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungisional mempunyi tugas metesm
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengariakeatan
kebutuhan. Terdiri dari sejumlah tenaga, dalamsjetan jenjang
jabatan fungisional yang terbagi dalam berbagaorkpbk saesuai
dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarldnutkhan dan

beban kerja.
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B. Penyajian Data fokus Penelitian
1. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Malang
a. Indikator Input
1. Aspirasi Masyarakat yang telah terkumpul dari serangkaian
tahapan Musrenbang Kabupaten.

Cara untuk mengukur efektifitas suatu musrenbaigtam penelitian
ini salah satunya adalah dengan melilmgut dari Musrenbangda itu
sendiri. Yang dimaksud dengan indikatomput disini adalah aspirasi
masyarakat yang berupa ide maupun gagasan yatgtezkeumpul dari
serangkaian tahapan Musrenbang Kabupaten, diagpsaraapat warga
dusun, Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatasreihangda
bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat nagai level terendah
yakni tingkat desa yang terdiri dari dusun-dusummatia akan
dipergunakan sebagai bahan acuan untuk pelakspeagmangunan suatu
wilayah. Pada penelitian kali ini peneliti mengalhnampel salah satu
wilayah di Kabupaten Malang untuk mempermudah @oaealisis
berkaitan dengan serangkaian tahapan MusrenbaggatirKabupaten.
Sesuai dengan yang disampaikan dalam fokus peamelidimana
serangkaian tahapan Musrenbang difokuskan pada niataa
Karangploso yang semata-mata digunakan untuk menuyoth proses

analisa. Pemilihan Kecamatan Karangploso sebagaisfpenelitian ini
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ialah, Pertama, peneliti merasa Kecamatan Karasgplapat mewakili
33 Kecamatan di Kabupaten Malang untuk mempermpdages analisis.
Kecamatan Karangploso memiliki ciri-ciri sebagalayah yang berada di
Kabupaten, yakni memiliki ciri perkotaan dan cigdesaan. Kecamatan
Karangploso menurut data yang diperoleh dilapamgasih terdapat desa
yang tertinggal, dari 9 desa di Kecamatan Kararggplé diantaranya
merupakan desa tertinggal (Buku Panduan Musrenhbi&algupaten
Malang 2012). Kecamatan Karangploso memiliki bemagstensi yang
baik untuk dikembangkan. Untuk kedepanya Kecamatarangploso
akan dicanangkan sebagai pusat pertanian sayurganiky serta
keberadaan pasar yang sangat strategis akan disd@ra menjadi pasar
wisata. Mengingat Kecamatan Karangploso merupaédain penghubung
utama dari Kota Surabaya menuju kota Malang daa Batu bukan tidak
mungkin dalam waktu dekat rencana tersebut dapaslieasi. Kedua,
mengingat ketersediaan sumberdaya dalam penefiifaik sumberdaya
materi, waktu dan tenaga maka peneliti mengambilcaketan
Karangploso sebagai salah satu sampel dalam memg@ahmproses
analisa pada fokus yang pertama ini.

Tahapan dalam Musrenbang Kabupaten terdiri darirdfimng Desa
dan Musrenbang tingkat Kecamatan, yang dimana setabapan
Musrenbang ini salah satu bahan masukan yang wadalah aspirasi dari

mayarakat. Sesuai dengan SPPN Nomor 25 Tahun Zotehad sistem
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perencanaan di Indonesia juga harus berbasis ipatiis yamg mana
mekanismenya dimulai dari bawah yakni warga masiaging desa di
suatu wilayah. Hal ini juga disampaika oleh Bapadsrok Joyo selaku
Kepala Desa Mbocek Kecamatan Karangploso yang neskamabahwa:

“Kami 'mendapatkan surat edaran dari Kecamatan, yangya

memerintahkan diadakanya Musrenbangdes. Setelah kémi

sampaikan kepada Kepala Dusun untuk supaya mengadapat
koordinasi dengan warganya perihal apa yang akasuliian. Setelah
itu masing-masing Dusun mengirimkan perwakilanyakimengikuti

Musrenbangdes. Kami memberikan jangka waktu 3 $izfah harus
ada daftar usulan masing-masing Dusun yang bepsiyang perlu
dibangun di Dusunnya. Lalu diadakanlah Musrenbasgdatuk
mempertemukan usulan dari masing-masing Dusun. [Wari

masing-masing Dusun saling adu argumentasi mengesoudan yang
dibawa untuk mendapatkan prioritas pembangunan .Dg@dasil

wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 10.00 WIB Kantor

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Matldks Kepala
desa Ngijo Kecamatan Karangploso yang menyatakianwda

“Kami mendapatkan surat edaran dari Kecamatan \satgnjutnya
akan disampaikan kebawah. Sebelumnya dimulai dhakat terendah
yakni dusun, kami mengadakan sosialisasi kepadausetiusun untuk
mengadakan forum yang akan membahas usulan apgasajaakan
dibawa pada Musrenbangdes. Selanjutnya kami mengiusgan

kepada para delegasi untuk menghadiri Musrenbangdeg akan
mempertemukan masing-masing delegasi dari setigonduDalam
pelaksanaan Musrenbangdes para delegasi dipe@ilahkmaparkan
usulan dari setiap dusunnya. Untuk menentukan rdpftaritas yang
akan disampaikan pada Musrenbangkec para delagass imampu
mengargumentasikan usulanya agar bisa masuk daléar @rioritas

Desa, disamping kami juga mempertimbangkan aspek daperti

kemungkinan usulan tersebut memang sudah waktunyiak u
direalisasikan. (Hasil wawancara tanggal 16 Ap@l2, pukul 11.29
WIB di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Mgjan
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Seperti yang diketahui bahwasanya setiap usulag yaasuk dalam
Musrenbangdes adalah hasil forum tiap dusun dap tDesa di
Kecamatan. Memang untuk mekanisme pelaksanaanydirisasuidah
sesuai dengan aturan yang ada, namun dalam mengasian prioritas
pembangunan yang akan diusulkan yang dimulai dauini dusun sampai
dengan hasil Musrenbangdes terdapat beberapa pentdn usulan.
Ketika dikonfirmasikan mengenai hal ini Bapak Asrodoyo
mengungkapkan sebagai berikut:

“Memang iya terjadi pengkrucutan usulan yang dibamasyarakat,

hal ini memang wajar terjadi karena memang adaeyeapa faktor,

diantaranya yang sering disebut yaitu faktor argyga®leh karena itu
setiap wakil dari dusun harus saling adu argumeiigar usulanya
juga dapat masuk. (Hasil wawancara tanggal 16 A{9il2, pukul

10.09 WIB di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupatahang)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Asrori ldatsguga
dibenarkan oleh Bapak Mahdi yang menyatakan bahwa:

“Usulan dari masyarakat memang tersampaikan,nandak semua

usulan dari masyarakat itu dapat dijadikan prisripembangunan.

Disamping persaingan dengan usulan dari desa laijuga

dikarenakan beberapa faktor yaitu pertimbanganaskgabritas dari

desa dan juga apakah usulan dari desa tersebugtisealttau tidak
untuk dilaksanakan selai itu juga apakah usulasebart sesuai dengan
tema pada tahun ini, jika memang sesuai denga temaka
kemungkinan untuk masuk juga besar, dan syukurtgybisa jadi
program tahun ini.' (Hasil wawancara tanggal 16 AR€12, pukul
11.35 WIB di Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaiafang).
Menurut hasil dari wawancara memang pada prinsigeyaua usulan

bisa masuk sebagai skala prioritas usulan yang dkzawa kejenjang

berikutnya, namun dikarenakan beberapa faktor Kend@tas maka
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sudah pasti tidak mungkin semua usulan dari makgadapat tercover di
tingkat desa. Hal ini memperjelas bahwasanya dsellterendah dari
rangkaian Musrenbang sudah terjadi pengkrucutatamismamun pada
prinsipnya usulan dari masyarakat memang tersampawalau tidak
sepenuhnya. Ketika dikonfirmasikan mengenai pdsi masyarakat
pada saat pelaksanaan Musrenbang, Bapak Asrori dogmoyatakan
bahwa:
“Antusias masyarakat sangat besar dalam hal tugrpaltisipasi di
Musrenbangdes ini, apalagi kalau masyarakat mdralaa selama
ini pembangunan di wilayah mereka dirasa kurang agam (Hasil
wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 10.15 di arKecamatan
Karangploso Kabupaten malang).
Mengenai partisipasi masyarakat sendiri juga disakap oleh Bapak
Mahdi, beliau menyampaikan sebagai berikut:
“Sebenarnya partisipasi masyarakat sangat baiki dampihak desa
memang sudah mengawal jalannya rapat koordinasi rdasing-
masing dusun, tanggapan dari masyarakat juga baraga sangat
antusias. Apalagi ditambah masyarakat sekarangrobah pintar,
ditandai dengan kemampuan mereka dalam mengan&ksidaan
wilayahnya dan mencocokanya dengan tema tahumsehingga bisa
dijadikan sebagai patokan prioritas pembangunaasi{Hvawancara
tanggal 16 April 2012, pukul 11. 45 di Kantor Kee#an
Karangploso Kabupaten Malang).
Dari apa yang disampaikan oleh narasumber diatzerasdangsung
menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sudahtdaaiga ditambah
lagi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyatrakhingga mampu

menganalisis dan memilah mana usulan yang sekirpnysentassenya

lebih besar untuk bisa masuk dan dijadikan sebualgram. Namun
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Kepala Desa Ngijo Bapak Mahdi juga mengungkapkdomdpa hambatan
lain mengapa suatu desa tidak mendapatkan suatgrapmp beliau
menyatakan bahwa:

“Penghambat lainnya adalah masyarakatnya sendagarkgkala

antusiasme warga juga kurang dalam menjalankanrgrogyang

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga fadda berikutnya
kemungkinan besar mereka tidak akan diberi progiam lagi,
meskipun dirasa program tersebut penting. (HasWaveara tanggal

16 April 2012, pukul 12.05 di Kantor Kecamatan Kagploso

Kabupaten Malang).

Mengingat daftar permasalahan desa merupakan talélr
keberhasilan pembangunan desa, maka sudah selarssmya lapisan
masyarakat dan pemangku kepentingan agar lebih dgi@m melihat
skala prioritas pembangunan desa, selain itu jugekahkan aspek
partisipasi yang bertanggungjawab pada semua fapssyarakat agar
sebuah program yang telah terealisasi dari usuksyanakat sendiri dapat
maksimal dan mendukung perkembangan desa. KegMiasrenbang
Desa ini bertujuan untuk mengetahui dan menyusigorigas kebutuhan
atau masalah dan kegiatan desa yang akan menjadn @&nyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Desa, meliputi priokegsatan desa yang
akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiaydalmedana swadaya
desa/masyarakat, prioritas kegiatan desa yangdike&sanakan oleh desa
sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (#)Dyang berasal dari

APBD Kabupaten, serta prioritas masalah daerah galagdi desa yang

akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan unt@jadi bahan
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dalam penyusunan RKPD yang dibiayai melalui APBDbifaaten atau
APBD Provinsi. Usulan yang telah tercover di Mus@amg Desa akan
menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan MusrenBaogmatan.
Lebih lanjut Bapak Mulyono selaku Sekertaris KectmaKarangploso
mengungkapkan:

“Proses Musrenbang Kecamatan merupakan musyawarahganaan

pembangunan Kecamatan, musyawarah ini dilaksandikamai dari

adanya musyawarah pembangunan desa (Musrenbangahesinana
merupakan forum musyawarah tahunan desa untuk raesnga
permasalahan di desa dan untuk meyepakati rencagiat&n tahun
anggaran berikutnya, sebelum diadakanya Musrenleandgidmasing-
masing desa, mereka terlebih dahulu melaksanakasyawarah
tingkat dusun yang merupakan forum untuk menggagagan
pembangunan yang dimulai dengan penggalian gagdeartingkat

RT/RW. (Hasil wawancara tanggal 17 April 2012, puk9.35 di

Kantor Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Memang Musrenbang Kecamatan merupakan forum musghwa
pembangunan bersama para pemangku kepentingarattikgkamatan.
Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat lyarsangkutan
dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kabupeta/kDari apa yang
disampaikan oleh Bapak Mulyono selaku Sekertariscaketan
Karangploso maka secara sederhana tahapan pelaksdh#srenbang
Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penggalian gagasan dari tingkat RT/RW.
2. Musyawarah tingkat Dusun di masing-masing Desa.

3. Musrenbangdes (Menetapkan prioritas pengusulan @egounan

Desa).
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4. Musrenbang tingkat Kecamatan (Menetapkan skala rif@so
penyusunan pembangunan tingkat kecamatan yanghpardkan di
bawa/ menjadi input Musrenbang tingkat Kabupaten).

Apa yang disampaikan oleh Bapak Mulyono sekaligesntrenarkan
pernyataan dari Bapak Asrori Joyo selaku Kades Mkodan Bapak
Mahdi selaku Kades Ngijo, bahwasanya pelaksanaasrévibang sendiri
memang bertujuan untuk menggali usulan juga ppassimasyarakat dan
sebagai media yang menghubungkan keinginan masyadekgan pihak
pemerintah. Disinggung mengenai tertampungnya nsiga masyarakat
desa, Bapak Mulyono mengungkapkan:

“Aspirasi masyarakat tentunya tertampung, namura kiiemua
menyadari bersama bahwa usulan yang sudah terkurigak
semuanya dapat dijadikan skala prioritas Kecamgtarg nantinya
akan ditindaklanjuti menjadi usulan pada tingkab#@aten. Tentunya
terdapat pengkrucutan usulan dari masyarakat, défarsrenbang
Kecamatan usulan-usulan dari desa itu akan diraggkerdasarkan
skala prioritas. Penentuan skala prioritas ini @@ngnenekankan
beberapa kriteria apakah usulan tersebut layakkumasuk sebagai
daftar prioritas kecamatan, keriteria-kriteria &mst meliputi apakah
sebuah usulan itu bermanfaat secara luas, realisigk dilaksanakan,
mendesak untuk dilaksanakan, tingkat keberhaspamgembangan
dan keberlanjutan, bisa dikerjakan oleh masyarakata dukungan
dari sumber daya lokal yang ada.(Hasil wawancanggal 17 April

2012, pukul 10.02 di Kantor Kecamatan Karangplosabupaten
Malang).

Terlihat dari pernyataan Bapak Mulyono di atas batpada tingkat
atau tahap lanjutan dari rangkaian Musrenbang yaigikat Kecamatan,
terbukti juga usulan dari masyarakat tercover naragi-lagi semua

usulan tidak dapat di jadikan skala prioritas, semsulan tersebut harus
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lolos seleksi dari beberapa kriteria seperti kemat@inya secara luas,
realistis suatu wusulan dll. Namun harus ditekankiaahwasanya
musyawarah merupakan forum publik, jadi penyusudan penetapan
skala prioritas di tingkat Kecamatan yang selantakan dibawa pada
tingkat Kabupaten atau Kota bukan serta merta nageuphasil keputusan
dari stekholder Kecamatan saja, namun juga merupkésepakatan dari
semua delegasi desa dan pihak-pihak terkait laiygmag turut pula hadir
serta menyumbangkan ide dan pandanganya. Berikutkan disajikan

data mengenai jumlah usulan dari desa yang tercoemrpun tidak

tercover di Kecamatan Karangploso,

Tabel 7 Jumlah Usulan Tercover/Tidak Tercover Dasing-Masing
Desa Kecamatan Karangploso Tahun 2012
Nama Desa Jumlah Usulan Jumlah Usulan Tercover
Infrastruktur | Ekonomi| SosBudaya Infrastruktur Ekong SosBudaya

Tegalgondo 5 5 5 3 2 4
Kepuharjo 18 6 6 3 3 3
Ngenep 5 5 5 5* 3 5
Ngijo 5 5 5 4 3 4
Ampeldento 5 5 5 2% 2 4
Girimoyo 42 19 23 3 2 4
Bocek 9 5 5 2 3 4
Donowarih 5 5 5 2 3 4
Tawangargo 5 5 5 2 2 4

Sumber: Hasil Musrenbang Kecamatan Karangploso 2012

Pada Tabel 7 terlihat dengan sangat jelas bahwaangenterjadi

pengurangan jumlah usulan dari tingkat Desa metmogkat Kecamatan,
hal ini dikarenakan pengkrucutan tersebut adalabkumenentukan skala
prioritas dari Kecamatan yang akan di bawa padgkénKabupaten atau

Kota. Di dalam tabel 7 juga diperlihatkan tanda y8ng menandakan
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bahwa usulan dari desa yang diberi tanda terdapdam yang tidak ada
dalam daftar usulan Desa namun ada dalam daftartps dan menjadi
hasil Musrenbang Kecamatan. Hal ini bisa terjadreka terdapat
beberapa usulan dari pihak lain yang turut hadiamdaMusrenbang
tersebut, seperti LSM, Akademisi, anggota DPRD, punau juga
merupakan hasil pemikiran peserta pada saat betaggya
Musrenbang. Penelitian ini membahas mengenai &fektiMusrenbang
dengan lebih melihat pada aspirasi masyarakat &amdosrenbang
merupakan wahana konsultasi publik, maka lengkaanya apabila juga
menyajikan data wawancara dengan masyarakat yaarg diwakili oleh
Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh Malsyasetempat
yang meliputi masyarakat yang mewakili pedagangek@n dan agama..
Pada penyajian data wawancara dengan sejumlah unaras dari
aparatur pemerintahan Karangploso dapat ditarikrigdan bahwasanya
aspirasi dari masyarakat tertampung, meskipun tidaknua usulan
tersebut dapat diteruskan ke tingkat Kabupaten diamijudkan dalam
sebuah program. Bapak Alik Ansyori selaku Ketua BMijo
mengungkapkan sebagai berikut:
“Dalam setiap Musrenbang di desa saya pasti diundan hadir, kan
saya Ketua BPD Ngijo, pastilah saya turut hadiik b di desa
maupun di kecamatan. dalam setiap kesempatan daéatemuan
tersebut saya juga menyampaikan beberapa tangglramasukan
untuk pembangunan, khususnya pembangunan untuka Nggo”

(Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2012, pukad di
Kediaman Bapak Alik Desa Ngijo Karangploso).
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Hal senada juga di ungkapkan oleh Ibu Siti Halireelaku ketua PKK

di Desa Ngijo, beliau menyatakan hal sebagai beriku

“Fungsi PKK lebih kepada perkumpulan perempuan yamgannya
bukan hanya berkumpul, namun juga untuk membahasgsalahan
dan peluang-peluang yang bisa dikembangkan dalamgkaa
pemberdayaan perempuan di desa Ngijo. Setiap adsrelhang
tingkat Desa saya diundang dan hadir dalam rangkakumewakili

ibu-ibu PKK di desa Ngijo ini mbak, karena biasarilya-ibu disini

sangat kreatif dalam melihat peluang, jadi saysaagabketua juga
menjadi penyalur dari keinginan ibu-ibu ini"(Hasdawancara pada
tanggal 20 Juni 2012, pukul 15.45 di Kediaman llitii [3esa Ngijo

RT 06/05 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Selain itu pula narasumber berikut juga mengunghkapiakta yang
surupa, ketika dikonfirmasikan mengenai kehadiran diundang atau
tidaknya pada sejumlah forum publik Bapak H. Numnsadelaku Tokoh
Masyarakat Desa Ngijo mengungkapkan sebagai berikut

“Setiap ada undangan, entah itu rapat dusun ragmd daya selalu

diundang untuk mengikuti jalannya rapat mbak, Alballlah sampai

sekarang saya masih bisa menghadiri setiap sagdatig, ya itu juga
tergantung saya bisa atau ndak mbak” (Hasil wawangada tanggal

21 Juni 2012, pukul 09.00 di kediaman H.Nursalinsdu Takeran

RW 07 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupateland.

Pernyataan yang diungkapkan oleh sejumlah narasunebosebut
tentunya menegaskan bahwa setspakholdersyang berperan serta
dalam pembangunan juga turut serta hadir dan mekabemasukan serta
pandangannya. Ketika dikonfirmasikan mengenai mapgéan dan

tertampungnya usulan yang telah disampaikan, B#p#&kmenyatakan

sebagai berikut:
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“Sampai saat ini masukan saya masih belum tersalig@bak,

meskipun saya juga sudah gontok-gontokan tetap isajan saya
masih belum direalisasi. Seperti usulan saya unmumbangun
gedung sekolah SMP di Karangploso. Di Karangplosmbak, hanya
ada 1 SMP Negeri saja, sementara setiap tahunyga haenerima
200an siswa baru, dan pendaftarnya lebih dari 6G@ama. Sisanya
itu ya mencar-mencar mbak, belum lagi kalau yat@ktmampu harus
sekolah keluar Karangploso, ya bisa putus sekélalahal kami juga
sudah mempersiapkan lahan untuk pembangunan geskiotph, ya
itu tadi mungkin mendesak saja tidak cukup, ataunmguetah

mempunyai pertimbangan lain mengapa usulan sayasampai

sekarang belum terealisasi, padahal ranahnya judghsbukan desa,
tapi kecamatan” (Hasil wawancara pada tanggal 19 2012, pukul

10.15 di Kediaman Bapak Alik Desa Ngijo Karangploso

Selain Bapak Alik, narasumber berikut mengungkapkiakta
menarik. Bapak Muslih selaku pengrajin bulu angsagydapat dijadikan
sebagai hiasan dan aksesoris kupu-kupu mengungkagakta sebagai
berikut:

“Kebetulan kalau saya hadir itu pasti juga mengajukantuan untuk
pengembangan usaha mbak, karena kerajinan ini eleanpsalah satu
yang khas dari Karangploso, mangkanya untuk praduden
pemasaran juga harus semakin meningkat. Tapi saakarang kalau
usulan saya ini belum pernah kayaknya dapat lamgsdari
pemerintah di Musren. Biasanya para pengrajin dapat bantuan
dana dari PNPM atau dari swadaya perkumpulan pgmifkasil
wawancara pada tanggal 21 Juni 2012, pukul 14.1Keadliaman
Bapak Muslih Dusun Leses Desa Ngijo Kecamatan Kgoi@so
Kabupaten Malang).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Jumadi sepaklagang di
pasar Karangploso, pasar ini terletak diarea yaragegis dimana setiap
paginya selalu ramai oleg pedangang yang didomioksi pedagang

sayur, Bapak Jumadi mengungkapkan sebagai berikut:
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“Kalo saya gak pernah di undang mbak kalau adatrapat gitu,
wong saya Cuma pedagang pasar, tapi disini adaumpeddan
pedagang pasar karangploso, pedagang-pedagang pisiginnya
dipaving gitu mbak, ini debu semua, pasarnya kaygdak layak, ya
tapi gini sampai sekarang nggak dipaving-pavingdiHawawancara
pada tanggal 22 Juni 2012, pukul 07.00 di Pasarargplioso
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Terlihat dari pernyataan yang dilontarkan oleh Bafbk dan Bapak
Muslih dan narasumber lainnya terjadi ketidak sinlan dengan apa yang
disampaikan oleh para aparat pemerintahan di Keean@arangploso.
Kemungkinan memang aspirasi masyarakat dalam béseutkan gagasan
hanya tertampung saja, namun untuk realisasi ustuasendiri masih
belum dapat dipastikan, karena seperti pada tenfaigda sebelumnya
bahwa untuk menjadi sebuah program harus memilikeria-kriteria
tertentu. Aspirasi masyarakat berulangkali ditelkemkangatlah penting,
karena masyarakat di suatu wilayah mengetahui a@eati permasalahan
apa yang terjadi di wilayahnya. Mengenai aspirasasyarakat di
Kecamatan Karangploso sendiri Bapak Alik mengung&aplemikian:

“Aspirasi masyarakat di Karangploso ini baik mbepukti mereka

tidak lagi takut untuk menyuarakan keinginan dabukehan mereka

pada pemerintah. Namun ya itu tadi, beberapa kandamang tidak
dapat dihindari, Kabupaten Malang dengan 33 Kecamdan hampir

380 Desa yang dimiliki, itu semua kan butuh danaknimakanya

saya juga menyadari kadangkala disini jarang usbiaa tembus.

Entah faktor apa lagi yang sepertinya menghalatepbausulan saya

bisa menjadi program, entah itu untuk kepentingaibadi atau

kelompok. Selain itu juga mbak, kebanyakan masydrBlesa ini kan
jarang yang berpendidikan tinggi, itu juga menjdaktor utama
mengapa sepertinya masyarakat menjadi sedikit sapdéngan

pembangunan di wilayahnya, padahal suara merekgasaenting
untuk disampaikan” (Hasil wawancara pada tanggalJasi 2012,
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pukul 10.55 di Kediaman Bapak Alik Ansyori Desa jdgkecamatan
Karangploso).

Fakta serupa juga diungkapkan oleh Bapak H.Nursséitaku Tokoh
Masyarakat Desa Ngijo menyatakan sebagai berikut:

“Di Desa Ngijo ini aspirasi masyarakatnya Alhamtlahi sangat baik

mbak, karena juga mungkin masyarakat sini cukupgententang

pendidikan, setiap ada rapat gitu kebanyakan malsgarsini turut
serta, apalagi yang menyangkut masalah desa. Kdiaogkat
kecamatan, yang saya lihat kalau saya berkesempeiagikuti forum

di kecamatan juga sudah lumayan, tapi ya nggakuga kok kenapa

setiap tahunnya karangploso ini jarang program’{Haswancara

pada tanggal 21 Juni 2012, pukul 09.00 di kediarhaNursalin

Dusun Takeran RW 07 Desa Ngijo Kecamatan Karangplos

Kabupaten Malang).

Oleh karena itu semakin sadar dan meningkatnya dkdipe
masyarakat dengan pembangunan di wilayahnya temtorgnjadipoint
plus bagi pemerintah dalam menyusun program-programbpegunan
daerah. Namun, jika tingginya kesadaran aspirassyarakat tidak
diimbangin dengan kemampuan pemerintah dalam nagjah amanat

rakyat sesuai Undang-Undang maka pembangunan yarhadis

masyarakat akan sangat sulit diwujudkan.

. Rencana Kerja Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang memuat aspirasi dari masyar akat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yahanjstnya
disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen peraacaBKPD untuk

periode satu (1) tahu, yang memuat kebijakan, aragrdan kegiatan
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pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oletenqr@ah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipagsyanakat.
Sebelum menjadi sebuah Renja SKPD  terlebih dahuknyosun
rancangan awal Renja SKPD. Rancangan Renja SKPDupadean
rancangan program dan kegiatan yang akan dilakaanaleh masing-
massing SKPD pada tahun yang derencanakan sesggrdaigas pokok
dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaiamams misi kepala
daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rararangenja SKPD
masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengesgram dan kegiatan
prioritas daerah.

Setiap SKPD wajib membuat Renja SKPD, karena R&Hd&D
merupakan dokumen program dan kegiatan yang akaksdnakan setiap
tahunya oleh masing-masing SKPD berdasarkan tupgksiHal ini
senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Tomiawdato selaku
Kabid Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappé&daupaten
Malang, beliau menyatakan bahwa:

“Secara teknis dibahas dalam Permendagri No 54 m&004, yang

mana di dalamnya diamanatkan setiap SKPD bahkarpasalavel

terbawah yaitu di tingkat Kecamatan diamanatkansiarembuat suatu
perencanaan yang mengacu sesuai dengan tingkathntihgkatan itu
mulai dari pusat yang namanya pemerintah, dia meggu
perencanaan jangka panjang 20 tahun, jangka memeRBdM dan

RKP yang tahunan itu dipusat. Yang ditingkat meaéngang 5 tahun

itu di break downke bawah, ini saya cerita dari awal supaya jefas,

turun kebawah Kementrian dan Lembaga harus meniemstra, itu

berarti harus mengacu pada RPJM Nasional 5 tahaka Kementrian
dan Lembaga juga membuat Renstra 5 tahunan. Kemutli®dreak
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down kebawah lagi untuk penyusunan Renja, Itu  nekap

mekanisme di pusat. Sama halnya dengan di pusatabpnyusunan

Renja juga berasal dari RPIJMD yang 5 tahunan @émudian di break

down menjadi Renstra SKPD yang kemudian digunakelbagai

pedoman juga untuk menyusun Renja SKPD.(Hasil waar@npada
tanggal 19 April 2012, pukul 09.35 di Kantor BappeKabupaten

Malang)

Pernyataan Bapak Tomie diperkuat oleh Bapak HS8tijardjo selaku
Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kédupslalang,
beliau menyampaikan bahwa:

“Ya, setiap SKPD pengguna anggaran wajib membuajaREKPD

sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dark yegioman

untuk membuat DPA SKPD dan merupakan dokumen untuk

menjabarkan RPJMD.(Hasil wawancara pada tanggah@@ 2012,

pukul 10.15 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)

Adapun aturan yang mendasari penyusunan Renja Si€hasarkan
hasil dokumetasi di Bappeda Kabupaten Malang adalah
1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengeloldaam

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. UU No.25 Tahun 2004 Tentang SPPN.
5. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerahgsaébana telah

diubah dengan UU No.12 Tahun 2008.

6. Peraturan daerah No0.6 Tahun 2008 tentang Pedomaiudsy

Peyelanggaraan Pemerintahan Daerah.
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7. Peraturan Daerah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengel&auangan
Daerah.

8. PP No0.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara BSemyu,
Pengandalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Rgunba
Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 200GarepPedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telarahdikbdua
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tal@dd 2

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010taren Tata
Cara Pelaksanaan Musrenbang.

11.Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.1 Tahun 208&tamg
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telahahdiw®ngan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.7 Tahun 2011.

12.Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.6 Tahun 2088taig
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabugatang
Tahun 2005-2025.

13.Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.7 Tahun 2088taig
perencanaan Pembangunan Daerah.

14.Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.2 Tahun 20ditaig
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kablpalizng

2010-2015.



102

15.Peraturan Bupati Malang No.25 Tahun 2008 Tentangadsasi

Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan.

Dalam penyusunan Renja SKPD tentunya tidak diddsamya dari
aspek teknokratis saja, nhamun juga diwarnai asmeko#ratis. Dalam
pembuatan Renja SKPD terlebih dahulu dilakukan psmyan rancangan
Renja SKPD, karena tahapan penyusunan rancangaia FPD
termasuk dalam rangkaian tata cara penyusunanmn@n@ambangunan.
Rancangan Renja SKPD ini sendiri masuk dalam agpkkokratis,
dimana kegiatanya meliputi persiapan penyusunagiate analisis dan
pengkajian dokumen terkait yang dilakukan oleh nmsnasing dinas
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sepentig yaudah
disampaikan bahwa penyusunan rencana Renja SKPDemula dari
Renstra SKPD yang berisi tentang gambaran umunett@embangunan
selama 5 tahun dan disesuaikan dengan tahun erj8klai aspek
teknokratis dalam pembuatan Renja SKPD juga tetdegpeek demokratis
dimana dalam penyempurnaan Renja SKPD juga haruserhatikan
putusan dan hasil dari Musrenbang Kabupaten. Mengatanya aspek-
aspek ini Bapak Tomie menyatakan sebagai berikut:

“Disamping Renstra juga ada RKPD yang digunakaragabpijakan

dia membuat Renja SKPD, ditahun berjalan itu addetapa

diantaranya penekanan dari Bupati, kemudian darR ¥¢mudian
harapan dari masyarakat yang berupa usulan itu gkga mewarnai

Renja-nya SKPD, jadi bahan pokok utama yaitu dajiak teknokratik

seperti kami ini sudah punya rencana yaitu Rengreg nanti juga
menjadi Renja, selain itu juga ada kajian atau pagdn politik seperti
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yang disampaikan Bapak Bupati dan Ketua Dewanadpek aspiratif
yang dari masyarakat. Kemudian semua aspek inibdga dan
mewarnai Renja SKPD ini.(Hasil wawancara pada tahd® April
2012, pukul 10.46 di Kantor Bappeda Kabupaten Mglan

Pernyataan Bapak Tomie mengenai adanya aspek ipeatifisini
membenarkan penyataan dari Bupati Kabupaten MaBapgpk Candra
Kresna yang menyatakan:

“Dalam rangka penyusunan perencanaan yang patiisigan
berkelanjutan, mari kita identifikasi kebutuhan pamgunan dan
kebutuhan riil masyarakat di pedesaan dengan mahgesy program-
program yang sudah dilaksanakan, antara lain: ntsggeasi program
yang sudah ada dan sedang kita lakukan, mengimsekibutuhan-
kebutuhan masyarakat yang mendesak dan terkingaepambanding
hasil inventarisasi melalui Musrenbang, meningkatk@mbali dan
menggugah semangat kebersamaan dan kerjasama damitr
Selanjutnya kepada Kepala Satuan Kerja, saya magar lebih
bersungguh-sungguh dalam melakukan identifikasi damahami
permasalahan-permasalahan dibidangnya dan untaku seéicarikan
formulasi penanganan, baik jangka pendek maupugkgrmpanjang
yang lebih komprehensif dan konstruktif.(Pidato Bupalang dalam
acara Musrenbang Kabupaten Malang tanggal 21 n2&xE2, pukul
09.20 di Pendopo Agung kabupaten Malang)

Pernyataan kedua narasumber tersebut meém@egamianya aspek
partisipatif yang memang digunakan sebagai pijattalam pembuatan
Renja SKPD, diantaranya bahwa dalam penyusunamamgan Renja
SKPD, masing-masing SKPD melakukan identifikasi gkamg
kelapangan untuk mengetahui permasalahan dan Hkebutuang
diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan tugaskpdén fungsinya.
Selanjutnya dalam penyempurnaan menjadi Renja SKigB melihat

hasil dari Musrenbang yang telah disahkan dalarka@ertahun berjalan
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sebagai acuannya. Namun pernyataan yang disampaiedn Bapak
Tomie dan Bapak Heridji sepertinya bertolak belakdengan apa yang
disampaikan oleh Bapak Asrori Joyo selaku KepalsaDMbocek, beliau
mengungkapkan sebagai berikut:
“Kadangkala itu mbak, memang ada petugas dari diaag ngukur-
ngukur jalan, atau meninjau keadaan dan kebutulesa, dapi ya,
sampai sekarang itu belum ada yang dijalankan sd&iaginan
masyarakat. Misalnya seperti pembangunan hotmanjakebutuhan
desa 2km, tapi yang digarap cuma 1km, ya itu sywalo dapat
programnya, kalo gak dapat ya seadanya dengan ramgdeasa kalau
cukup. Sampai warga saya itu bilang gini, wes pakd diukur-ukur
tapi ndak dikerjak-kerjakno, sampek kesel seng teyeh (Hasil
wawancara tanggal 16 April 2012, pukul 10.29 di tbarKecamatan
Karangploso Kabupaten Malang).
Fakta serupa juga diungkapkan oleh Bapak Alik Ansyelaku Ketua
BPD Desa Ngijo, beliau menyatakan sebagai berikut:
“ya itu mbak, Cuma datang ke desa, lia-liat, tlasg dan ndak ada
kejelasan. Ya ngapain ke desa kalau Cuma lihat-tdqa tidak ada
realisasi yang bermanfaat untuk masyarakat” (Haaivancara pada
tanggal 19 Juni 2012, pukul 10.45 di Kediaman Bafhlk Ansyori
Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).
Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Asrori d@yoBapak Alik
tersebut seakan-akan mengungkapkan fakta menarikwasanya
identifikasi yang selama ini dilakukan oleh dinasisi dengan tugas dan
fungsinya belum berjalan dengan efisien, terbukénghn belum
terlaksana dan terkoordinirnya kebutuhan riil meskat di suatu wilayah
dengan baik. Hal ini seakan-akan membuktikan batiaam pembuatan

Renja-SKPD masing-masing dinas hanya mengandatiieanaeknokratis
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saja dari pemerintah, tanpa melihat langsung komnidisnasyarakat, dan

kegiatan identifikasi dan meninjau kelapangan hasghagai kegiatan

formalitas.Untuk lebih jelas mengenai alur pembuoid&nja SKPD akan

digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Rancangan
Akhir RKPD

Dokumen
RKPD
(Perkada)

Renja SKPD

RKP
RPJIJMD Rancangan Rancangan
Awal RKPD RKPD
Renstra Rancangan
SKPD Renja SKPD
Musrenbang
Gambar 5 Penyusunan RKPD dan Renja SKPD

Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:

050/200/11/BANGDA/2008

Dokumen
Renja SKPD
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Terlihat dari bagan diatas bahwa pembuatan RenRDSerpedoman
pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD yang th&ahkan
menjadi Perkada. Penyusunan Renja SKPD bukan niempeegiatan
yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkakagiatan yang
simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakaparbadari
rangkaian penyusunan APBD. Partisipasi masyarak@umya berperan
serta dalam mempengaruhi Renja masing-masing SKiRiana telah
terlihat jelas didalam bagan yang termuat dalamatSEdaran Menteri
Dalam Negeri Nomor: 050/200/1I/BANGDA/2008 bahwaganhasil
usulan masyarakat dalam Musrenbang juga meruapakaan dalam

penyusunannya.

b. Indikator Process

1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang memaparkan dan
membahas input dari masyar akat

Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konisdiagan

para pemangku kepentingan pembangunan untuk meslahaana
pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatabu¢rsienurut
prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau rgggtangjawab
pada kegiatan tersebut, maupun pihak-pihak yarkplb@tmen untuk
melaksanakannya, di bawah koordinasi Kepala Bappkglar dalam

pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan kelyaranoptimal
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serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebtensif, maka
dalam setiap tahapan musrenbang dari mulai perssgrapai dengan
pasca musrenbang perlu difasilitasi oleh fasilitggong mamadai.
Dalam penelitian ini, peneliti berkesempatan mekakuobservasi
secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan NdasiggKabupaten
Malang, observasi ini dilakukan pada saat pelaksarMusrenbang
Kabupaten Malang 2012 pada tanggal 21 Maret 20ttrbpeat di
Pendopo Agung Kabupaten Malang. Berdasarkan arafsmisi
pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dalnelvaluasi
terhadap pelaksanaan pembangunan Kabupaten Maanog 2011
dan awal tahun 2012 serta hasil kajian tentangtrsiegis termasuk
asumsi-asumsi kondisi ekonomi makro maka untuk rnal013
dirumuskan rancangan tema pembangunan Kabupateaniyladalah
“Percepatan  pembangunan Infrastruktur  untuk memacu
Perkembangan sektor Pertanian, Industri dan Pariais dalam
rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Daya irfsp
Daerah” . Dalam penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kakuapat
masukan yang digunakan sebagai pedoman penyusleraianga
pembangunan daerah menjadi sangat penting kebessdaBapak
Tomie selaku Kabid Ekonomi dan Kesra Bappeda Katempisialang

menyatakan:
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“Memang masukan untuk Musrenbang Kabupaten ini ipgnt
mbak, kalau tidak ada pedomanya ya tidak bisa shia&kan.
Musrenbang dilaksanakan secara bertingkat, se@artj mbaknya
tahu Musrenbang dimulai dari tingkat Desa dan keamudke
tingkat Kecamatan, nah, hasil Musrenbang tingkatakeatan
inilah yang nantinya juga akan menjadi salah sadsukan dalam
penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kabupaten. rSélaijuga
ada masukan lainya, diantaranya Rancangan RKPD dan
Rancangan Renja-nya masing-masing SKPD.(Hasil weavan
pada tanggal 19 April 2012, pukul 11.05 di KantoapBeda
Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan penanemukan
masukan untuk Penyelenggaraan Musrenbang di Kadrupdalang
diantaranya:

1. Daftar usulan kegiatan prioritas Tahun 2013 hasilsidnbang

Kecamatan Tahun 2012.

2. Review usulan kegiatan program kegiatan SKPD tdhlin dan

Rancangan Renja SKPD.

3. Rancangan awal RKPD tahun 2013.
4. Review RPJMD dan Pencapaian RKPD Tahun Berjalan.

Untuk menentukan skala prioritas pada tingkat kaberg terdapat
mekanisme penyelenggaraan Musrenbang Kabupaterak Bdpriji
Sealaku Kabud Pemerintahan dan Sosial Budaya naaabahwa:

“Mekanisme penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kaieunp

yang nantinya digunakan untuk menentukan sasanarpaaritas

pembangunan adalah dengan diadakanya sidang péensidang

kelompok. Nanti pada saat sidang kelompok akangdibanjadi 3

(tiga), ekonomi, infrastruktur dan social buday&laRsanaanya
biasanya dilakukan bersamaan namun berbeda ruasg.(H
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wawancara pada tanggal 23 April 2012, pukul 10.8%ahto
Bappeda Kabupaten Malang).

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Herijihviza
mekanisme penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kédupantuk
menentukan sasaran dan prioritas pembangunan imgilddung pleno
dan sidang kelompok. Berikut data yang didapat opsneliti
mengenai kegiatan dalam pelaksanaan sidang pleno sdiang
kelompok.

a. Sidang Pleno meliputi kegiatan-kegiatan sebagakiser

1. Laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang kepada Bupati Malang tentang
penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Tahun 20K2ndal
rangka Penyusunan RKPD 2013.

2. PenyampaiarKeynote SpeechPokok-pokok arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Malang tahun 2013, sekaligus
peresmian pembukaan Musrenbang Kabupaten Tahun 2012
oleh Bupaiti.

3. Paparan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur terpakgk-
pokok Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timu

2013.
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4. Paparan Kepala Bappeda Kabupaten Malang tentang
Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupate
Malang 2013.

5. Paparan Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, SE. MSc, Ph.
tentang Prospek Perekonomian Nasional Dan Regiteah
Timur 2013.

6. Tanya-Jawab (Moderator : Sekertaris Daerah Kabuopate
Malang).

7. Pengambilan Kesepakatan Hasil Musrenbang Kabupaten
Malang.

b. Sidang Kelompok dilakukan dengan maksud dan mekenis
sebagai berikut:

1. Penyelarasan program/kegiatan SKPD dengan usuteyrgon
dan kegiatan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan.

2. Sidang Kelompok terbagi menjadi 3 (tiga) kelompo#abg
pembangunan yaitu Bidang Ekonomi dan Kesra, Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Sarana rBnasa
Wilayah dan Lingkungan Hidup, yang diikuti oleh wseh
Kepala SKPD, Camat, Kasi Ekbang PP dan Delegasi.

c. Waktu dan Tempat pelaksanaan Sidang Pleno dan dsidan

Kelompok

1. Waktu : Rabu, Tanggal 21 Maret 2012, Pukul 08.0Gsslesai
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a. Sidang Pleno : Pendopo Agung Kabupaten Malang.

b.

a)

Sidang Kelompok :

Kabupaten Malang.

b)

Bappeda Kabupaten Malang Lt.2.

Ruang Anusapati Lt.2.

Bidang Ekonomi dan Kesra bertempat di Pendopo Agung

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya di RuangtRapa

Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan di

Berikut juga akan disajikan data mengenai jaduaidtan selama

pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang Tahun 2012,

1324

Tabel 8 Jadwal Kegiatan Musrenbang Kabupaten Ma4ang
Maret 2012
No | WAKTU KEGIATAN KETERANGAN
1 | 08.00-08.45 Pendaftaran peserta daRenyelenggara
(45) pengambilan bahan
Musrenbang
2 | 08.45-08.55 Para Undangan dgn
(20) Peserta telah hadir di
tempat acara
3 | 08.55-09.00 (5’)) Bupati Malang memasuki
ruang Pendopo Agung
4 | 09.00-09.05 (5") Menyanyikan lagu
Indonesia raya
5 | 09.05-09.15 Laporan penyelenggaraarKepala Bapped:
(20) Kab.Malang
6 | 09.15-10.00 Penyampaian pokok-Bupati Malang
(45) pokok Arah Kebijakan

Pembangunan Kabupats

2N
3

Malang Tahun = 201%
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sekaligus peresmian
pembukaan
7 | 10.00-10.10 Pembacaan Doa Ketua MUI
(107
8 | 10.10-10.15 (5')| Jeda/Persiapan Penyelenggara
9 | 10.15-10.45 Paparan Pokok-pokokKepala Bappeda
(30) Arah Kebijakan| Prov. Jatim
Pembangunan  Provinsi
Jatim 2012
10 | 10.45-11.15 Paparan RancangariKepala Bappeda
(30") RKPD Kabupeten Kab.Malang
Malang Tahun 2013
11 | 11.15-11.45 Paparan prospekProf. Dr. Candra
(30) Perekonomian NasionaFajri  Ananda,
dan Regional Jatim 2013 SE. MSc, Ph. D.
12 | 11.45-12.45 Tanya-Jawab Moderator
(60" (Sekretaris
Kab.Malang)
13 | 12.45-13.00 Pengambilan kesepakataRimpinan Sidand
(15) Hasil Musrenbang
Kab.Malang
14 | 13.00-13.45 Ishoma
(45)
15 | 13.45-16.30 SIDANG KELOMPOK | Pimpinan Sidang
(165" Masing-masing
Bidang
16 | 16.30-16.45 Kesimpulan dan Pimpinan Sidang
(15) Kesepakatan Sidang
Kelompok
17 | 16.45 Penutupan Pimpinan Sidgng

Sumber: Buku Panduan Musrenbang Kabupaten Malatgif2012

Pada saat penyelenggaraan Musrebang Kabupatengylpkameliti

berkesempatan mengikuti jalannya Musrenbang dail avingga

penutupan, berikut beberapa data yang didapatkah pkeneliti

berdasarkan hasil observasi langsung di lapangda panggal 21

Maret 2012,
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1. Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Malang berfalak
sesuai dengan jadwal, dikarenakan banyak daripsatiara yang
over time

2. Untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangusdan dari
masyarakat dalam bentuk dokumen hasil Musrenbamgridatan
akan dikerucutkan kembali.

3. Pembagian program kepada seluruh wilayah tidakd@sara adil.
Seperti misalnya Kecamatan A mendapatkan 2 progdam
Kecamatan B mendapatkan 4 program. Hal ini dikdama
kebutuhan setiap wilayah berbeda dan hal ini tegddirenakan
pembangunan harus mengutamakan prioritasnya gumaaipe
kesatuan  pembangunan Kabupaten Malang dan untuk
meningkatkan PAD.

4. Sidang Pleno berjalan tidak efektif, dalam artiagak tepat
sasaran dikarenakan terlihat hanya berupa forrealéaja.
Pemaparan pokok-pokok arah kebijakan pembangurreanusnya
sudah dilakukan pada saat pra-Musrenbang, yaituaparan ini
seharusnya sudah di sampaikan pada setiap wild§ataiphatan)
yang selanjutnya di turunkan pada level dibawahiDesa) yang
digunakan sebagai pedoman penyusunan prioritas greguban
Desa. Karena masyarakat dalam menyusun prioritabgegunan

di wilayahnya tidak serta merta menyusun daftampsalahan
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desa yang selanjutnya dijadikan prioritas desa,umaharus ada
pedomannya sehingga prioritas pembangunan yanglkiunstepat
sasaran dan tidak sia-sia, dan pada akhirnya hisalidasikan
sebagai program oleh pemerintah.

. Pelaksanaan Sidang Pleno yang mamakan waktu iamijagmbas
pada pelaksanaan Sidang kelompok, yang dimana alaognti
dari penyelenggaraan Musrenbang. Pada saat Sidalumpok
adalah saat dimana masing-masing delegasi menykampasulan
dari masyarakat yang selanjutnya akan dibahas dan
dimusyawarahkan secara bersama-sama sehingga pafiatas
yang dihasilkan nantinya juga maksimal dan memaesua
dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan sesmgjath tugas
SKPD terkait. Namun dalam pelaksanaan sidang ked&mipi
tidak ditemukan makna dari Musyawarah itu sengidda saat
sidang kelompok setiap delegasi hanya bisa meny&eapa
usulannya hanya 5 (lima) usulan dan hal ini tidakasiari oleh
pertimbangan yang baik sehingga usulan yang disaapa
menjadi tidak maksimal.

. Dari data yang diperoleh hasil rekapitulasi usulMuosrenbang
Kecamatan, terdapat 2.421 usulan yang masuk depgamcian

sebagai berikut: 1.356 usulan Bidang Sarana Prasacdan
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Lingkungan Hidup, 477 usulan Bidang Ekonomi danrieserta

588 usulan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

7. Pada saat pelaksanaan Sidang Kelompok, penelitigikén
Sidang kelompok Bidang Sarana Prasarana dan Linggkuyn
dikarenakan pertimbangan bahwa bidang ini palirsyaedengan
tema yang diusung pemerintah Kabupaten Malang T&0dr2.
Dari 1.356 usulan dari 33 Kacamatan, masing-makecamatan
hanya menyampaikan 5(lima) usulan saja, sehinggsa bi
diasumsikan bahwa usulan yang disampaikan oleh &&katan
berjumlah 165 wusulan. Pengkrucutan usulan Bidanganda
Prasarana Dan Lingkungan yakni 12,17% saja.

8. Dari 12,17% usulan yang telah disampaikan oleh aragat pada
saat Musrenbang Kabupaten ini, tidak bisa semuadgpat
dijadikan program, namun harus melewati tahap selekjutan
yang akan dilakukan oleh Bappeda berdasarkan ikriteiteria
tertentu.

Pemaparan Pokok-pokok Arah Kebijakan Daerah mentemgr
adanya telah disampaikan pula pada pra-Musrenbéad), ini
debenarkan dengan pernyataan dari Bapak Tomie usefabid
Ekonomi dan Kesra Bappeda Kabupaten Malang yangyateean

sebagai berikut:
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“Sebelum masing-masing wilayah melaksanakan Musmeypb
yang dari tingkat dusun, desa dan kecamatan, letagompulkan
Camat dari 33 Kecamatan, katakanlah rencana uatuknt2013,
seperti ini rencana kita dari sisi yang sangat katzh, seperti
strategi pembangunan daerah, pandangan dari proXasional
silahkan ini semua dijadikan sebagai bahan Camaukun
disampaikan sebagai bahan pelaksanaan Musrenbaemj. J
masyarakat bisa menyesuaikan sasaran prioritas greguban di
wilayahnya dengan rencana dari pemerintah yang sadiah
disampaikan melalui masing-masing Camat.(Hasil weas
pada tanggal 19 April 2012, pukul 11.25 di KantoapBeda
Kabupaten Malang).

Dari apa yang disampaikan Beliau memang benar adany
pemaparan rencana pemerintah untuk pembangunan {adulen
tertentu sehingga masyarakat dapat menyesuaikanutuken
pembangunan wilayahnya dengan apa yang telah dmakan oleh
pemerintah. Dalam penyelenggaraan Musrenbang tingabupaten
ini telah disampaikan pula bahwa terdapat pengkamcusulan dari
masyarakat. Ketika dikonfirmasikan mengenai adapgagkrucutan
tersebut, Bapak Heriji menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada pengkrucutan usulan, namun dibuat skalaritas

usulan kegiatan  yang dapat dilaksanakan  dengan

mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada.(Hasil
wawancara pada tanggal 23 April 2012, pukul 11.B¥Kahtor

Bappeda Kabupaten Malang).

Memang secara tidak langsung pernyataan Bapaki Hensiebut
mengarah pada pembenaran adanya pengkrucutan usalanon

dengan bahasa yang berbeda yakni pembuatan skailgaprusulan.

Berbeda dengan Bapak Tomie yang mengungkapkanaseegas



117

bahwa dalam prosesnya usulan dari masyarakat memangalami
pengkrucutan, Beliau mengungkapkan:

“Memang terjadi pengkrucutan usulan guna mendapatkiaritas
pembangunan. Namun masyarakat sekarang sudah

memetakan sendiri kebutuhan apa yang sekiranya bisa

direalisasikan oleh pemerintah menjadi sebuah pmogr

Masyarakat sudah paham mengenai mekanisme sehingga

masyarakat tidak lagi semuanya diusulkan tanpahatepeluang

apakah akan terealisasi atau tidak.(Hasil wawangada tanggal

19 April 2012, pukul 11.55 di Kantor Bappeda Kalepa

Malang).

Pengkrucutan usulan tersebut memang pasti terjadand
pembuatan prioritas dan sasaran pembangunan, dad@yusunan
sasaran dan prioritas pembangunan ini juga terdagia¢rapa faktor
atau alasan yang mendasarinya. Telah diketahui dsdwya dalam
penyusunan RKPD masyarakat juga dapat turut seedmbm@rikan
masukan dalam forum-forum musyawarah yang diadageiap
tahunnya, dalam musyawarah-musyawarah tersebwbiteridahulu
dilakukan penyampaian oleh pemerintah mengenaiaarghokok-
pokok kebijakan, sehingga masyarakat tinggal meraikan dengan
apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Menpelesanaan
Musrenbang Bapak Alik Ansyori mengungkapkan fakebagai
berikut:

“Sebenarnya desa itu kan sudah menyusun propasglbgxisikan

usulan-usulan dari desa selama 5 tahun, nah prlogasauga

sudah 'masuk di kecamatan dan sudah diteruskanngdkati

Kabupaten. ltulah yang dijadikan pedoman juga g@emerintah
dalam menyusun pula RPJM Daerah. Kadang gitu sagt@asa
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miris_sendiri, kenapa kok masih diadakan musyawaaalunan,
padahal kan permasalahan sudah jelas disampaikarsias
menurut saya, sudah gontok-gontokan, bukannya [sgaaarah
bagaimana baiknya pembangunan yang akan dilaksandka
Kabupaten. Kegiatan ini menurut saya membuang-bweaigu
dan anggaran. Ketika saya bertanya kenapa harusasimwarah
lagi, jawabanya sungguh menyakitkan hati mbak, klatgu bukan
musyawarah trus namanya apa lagi, wong sudah phkimtadalam
undang-undang. Nah, ini dia mbak, kalau memang rsuidiak
efisien kenapa harus dilaksanakan. Isinya Musrembidak jelas,
masyarakat juga tidak puas dengan hasilnya. Ustdag masuk
berapa yang gol berapa’(Hasil wawancara pada thrighauni
2012, pukul 11.05 di Kediaman Bapak Alik AnsyoridaeNgijo
Kecamatan Karangploso).

Ketika dikonfirmasi mengenai pelaksanaan  Musrenbang

Kabupaten Bapak Alik Ansyori mengungkapkan faktzeggi berikut:

“Mbak baru pertama ya, saya sudah 3 kali ikut Moisemgkab,
tapi ya itu, mbak bayangkan saja waktunya terbasasiap
delegasi Kecamatan diberi waktu untuk bicara sel&maenit,
kalikan saja dengan 33 kecamatan, sudah 150 memitirs Lalu
esensi musyawarahnya dimana, wong proposal usalanitu kan

sudah masuk, masih saja disuruh ngmong lagi, esensi

musyawarahnya nggak ada kan mbak’(Hasil wawancadea p
tanggal 19 Juni 2012, pukul 11.10 di Kediaman Bapdik
Ansyori Desa Ngijo Kecamatan Karangploso).

Fakta yang diungkapkan oleh Bapak Alik Ansyori kel&etua
BPD Ngijo juga didukung oleh pernyataan dari Bapakursalim
selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Karangploselialp
menyatakan sebagai berikut:

“Tahun ini saya tidak ikut untuk Musren di Kabupgtkalau saya

dengar dari cerita mbak, ternyata penyelenggarasayaa saja

dari tahun-ketahun, kalau menurut saya pribadidtagiini hanya
membuang-buang dana, coba kalau kegiatan ini ldikemas

layaknya musyawarah. Atau kalau memang aspirasi rd&yat
kecil terputus, ya lebih baik tidak usah dilaksamalsaja mbak,
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lalu dananya untuk pengembangan masyarakat, \aalaw tidak

dikorupsi ya mbak” "(Hasil wawancara pada tangdal@ni 2012,

pukul 09.29 di kediaman H.Nursalin Dusun Takeran B¥WDesa

Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

Ternyata dari fakta yang diungkapkan oleh narasuntiaas
mendukung temuan observasi dari penulis, oleh kan&n dapat
disimpulkan bahwa esensi dari musyawarah sendiaktiditerapkan
dan tidak ditemukan dalam Musrenbang Kabupaten mdalai. Jika
memang makna Musrenbang di dalam tingkat Kabupsagnaspirasi
masyarakat terabaikan, lalu apakah Musrenbang méaylak
dilaksanakan, namun jika tidak ada Muarenbang,Kagiatan apa lagi
yang merupakan forum public yang bisa menempatkasyarakat
sesuai dengan Undang Undang yang menyatakan balasgarakat

dapat turut serta dalam pembangunan wilayahnyaaterigit aktif

dalam kegiatan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi.

Indikator Output
. Sasaran dan prioritas pembangunan dari hasil Musrenbang
Kabupaten yang mencer minkan Aspirasi M asyar akat

Musrenbang telah dikatakan sebagai wahana publikkudapat
saling berpartisipasi dalam pembuatan kebijakanba@igunan suatu
wilayah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 hen@tonomi
Daerah yang menyatakan bahwa masyarakat merupalaruama

dalam pembangunan suatu daerah. Saat ini pula raiaydukan lagi
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dijadikan sebagai objek pembangunan namun jugagaelsubyek
pembangunan. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004aignt
Pemerintah Daerah Pasal 139 ayat (1) menyebutkamwaba
“masyarakat berhak untuk memberikan masukan sedigem atau
tertulis dalam ranka penyiapan dan pembahasan Per8agitu pula
dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 TentangerSis
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 11 ayatyafig
menyebutkan bahwa “Musrenbang diselenggarakan dakamgka
menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur pengegkra Negara
dengan mengikutsertakan masyarakat. Oleh karenpuitu keluaran
dari Musrenbang juga sewajarnya mencerminkan aspicari
masyarakat yang telah ada dan dijadikan sebagaanbamasukan
dalam menyusun RKP Daerah. Bapak Tomie selaku KBkahomi
dan Kesra menyatakan:
“RKPD itu disusun berpedoman pada RPJMD yang sadahdan
berlaku selama 5 tahun, juga ada pelaksanaan Masign
Kabupaten, jadi dalam penyusunanya nanti juga asleeka
masukan dari masyarakat. Tujuannya kan sudah jefdsk
memenuhi  keinginan masyarakat akan pembangunan di
wilayahnya. Selain itu usulan dari masyarakat juogeus sinkron
dengan rencana pembangunan yang dilakukan oleh rip¢ae
karena kan kita sudah ada RPJMD. Itu semua sabngehgaruh
dan tidak bisa dilepaskan, masyarakat juga tida# biengusulkan
hal-hal diluar rencana yang ditetapkan, kecualilarsuersebut
memang sangat mendesak untuk dilaksanakan.(Hasibmeara

pada tanggal 19 April 2012, pukul 12.15 di KantoapBeda
Kabupaten Malang).
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Pernyataan dari Bapak Tomie tersebut juga diperélst Bapak
Heriji selaku Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaliau
menuturkan sebagai berikut:

“Didalam RKPD merupakan program pembangunan yaran ak

dilakukan oleh Kabupaten Malang. Tentunya setekdhksanaan

Musrenbang itu juga mewarnai penyusunan RKPD, gadiah

tentu bahwa di dalam RKPD itu mencerminkan aspekuken

dari masyarakat.(Hasil wawancara pada tanggal 28| 2012,

pukul 12.05 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang)

Pernyataan Bapak Tomie dan Bapak Heriji tersebut
mengisyaratkan bahwa memang dalam RKPD terselnériein atau
membawa aspirasi masyarakat selain juga membaweangan
rencana kerja dari masing-masing SKPD. Dari datag ydiperoleh
yaitu RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 memang ad&n dari
masyarakat yang tertampung, namun dalam dokumeebtetr tidak
dicantumkan lokasi pembangunan berjalan sehinggabsigi peneliti
untuk mengidentifikasi pembangunan di wilayah mgaag sedang
atau akan dilakukan. Keterangan lokasi di dalam BK&bupaten
Malang hanya tertera Lokasi Kabupaten Malang saapa
menspesifikasikan tepatnya di wilayah mana sajabpegunan akan
dilaksanakan. Indonesia meruapakan Negara yang anahgistem
demokrasi dimana juga telah berulangkali disebutkiaahwa

masyarakat adalah pilar utama dalam pembangunamiekatan

bottom-up - lebih ditekankan dalam pembuatan kebmnakéegara,
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sehingga manfaat dari kebijakan tersebut dapasakem sepenuhnya
oleh masyarakat. Pendekatan bottom-up ini tentunyalit
dilaksanakan apabila kesadaran dari pemerintatk unéingedepankan
aspirasi masyarakat belum terbentuk dengan bapalBAlik Ansyori
selaku Ketua BPD Ngijo Kecamatan Karangploso megkajpkan
sebagai berikut:

“Prosentase usulan dari masyarakat Karangplosgdms@rogram

itu mbak, kalau saya katakan 0,012%. Ya mungkinamsiami

kalah bersaing dengan kecamatan lainya, atau meatnpal lain
yang bermain di belakangnya. Tapi Karangploso uigiaj sering
mendapatkan bantuan dari pemerintah diluar darigrpro-
program hasil Musrenbang, seperti bantuan dari DP@ngairan
dan lainnya”(Hasil wawancara pada tanggal 19 JOd22 pukul

11.19 di Kediaman Bapak Alik Ansyori Desa Ngijo lketatan

Karangploso).

Memang dikatakan dalam Undang-Undang bahwa dalam
penyusunan RKPD harus mempertimbangkan pula haaii d
Musrenbang yang berupa kumpulan ide dan gagasamedayarakat.
Namun jika bercermin dari pernyataan Bapak Alik mgka setiap
tahunnya setiap kecamatan hanya memperoleh 2 hihgg@gram
saja, maka program-program lainya yang tercantulenmd&KPD itu
merupakan program prioritas yang dibuat oleh partagri sendiri dan
dengan dukungan atau intervensi politik. Sangadydisgkan apabila

memang benar jika penyusunan kebijakan pembangurarya

menggunakan aspek teknokratis dan politik saja.
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2. Kesesuaian program dan sasaran pembangunan dalam RKPD

dengan RPIMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat menjadi RPJMD adalah dokumerncanaan
Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yamgmuat
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Blaelyang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan rhatikae
RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan ldasteategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan prograoarsSdferja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja PerangkaiaBadan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana keid@mndkerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat attlikSetiap
dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah sedahiliki
keterkaitan, begitu pula dalam penyusunan RKPD jogamiliki
pedoman dalam pembuatanya. Menuru surat edaran eMent
menyetakan bahwa RKPD meruapakan dokumen perencaatg1)
tahun yang memuat penjabarab dari RPJM Daerah. Kdema itu
penyusunan RKPD haruslah berpedoman pada RPJMD tgdalg
disusun sebelumnya. Ketika dikonfirmasikan mengefesesuaian
RKPD dengan RPJMD, Bapak Tomie mengungkapakn:
“Bentuk-bentuk ‘dokumen perencanaan daerah itu adabak,

yaitu RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah, asemu
dokumen itu saling berkaitan satu dengan yang dairiyalam
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penyusunan RKPD sudah barang tentu menyesuaikagawien
RPJM Daerah, karena di dalam RPJM Daerah memuaamgan
program dan kegiatan selama 5 tahun, nah RKPDhitmlamuat
program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahan d
penjabaran RPJMD.(Hasil wawancara pada taggal I8 2@12,
pukul 12.23 di kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Jadi di dalam RPJMD memuat program dan kegiatamratdae
selama lima (5) tahun dalam bentuk capaian targat mderupakan
gambaran visi,misi dan strategi pembangunan dapakee Daerah
yang sedang menjabat. Namun dalam penyusunan RRJg4aCtidak
bisa terlepas dari RPJP Daerah. Hal yang senadadisgmpaikan
oleh Bapak Heriji, Beliau mengungkapkan sebagakber

‘RPIJMD dengan RKPD merupakan dokumen yang tidala bis
dilepaskan karena RPJMD mempengaruhi RKPD. Hal ini
dikarenakan RKPD merupakan dokumen tahunan yang
menjabarkan isi dari RPJMD lima(5) tahunan. Oleleka itu isi

dari RKPD sudah tentu tidak jauh dari RPJMD. Diadalundang
undang mengenai perencanaan pembangunan jugalisdiutkan
bahwa dalam penyusunan RKPD harus berpedoman addR

kita tinggal menerapkannya saja mbak.(Hasil wawangzada
tanggal 23 April 2012, pukul 12.12 di Kantor Bapadthabupaten
Malang).

Namun ketika dikonfirmasi apakah mungkin terdagabpdaan di
dalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMpalBaomie
mengungkapkan sebagai berikut:

“Permasalahan masyarakat itu sangat dinamis, dirkabatuhan
setiap tahunnya juga berbeda. Kita tidak memungkdanya
sedikit perubahan di dalam RKPD dengan RPJMD, riderjadi
karena kondisi setiap tahunya juga berbeda. Senwsgdi di
dalam RPJMD tahun pertama kita tidak menekankan
pembangunan dalam bentuk infrastruktur, namun fdikégangan
saat itu terjadi bencana yang mengharuskan Kkitaakukan
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pembangunan infrastruktur yang sangat intens, ndakasitulah
perubahan bisa terjadi, namun saya tekankan babwibghan itu
tidaklah terlalu signifikan, hanya perubahan-pehama yang
mendesak, selebihnya kita tetap konsisten dengalMRPyang
talah dibuat sejak awal kepemimpinan setiap Kepakrah.(Hasil
wawancara pada tanggal 19 April 2012, pukul 12.4&Kahtor

Bappeda Kabupaten Malang).

Pernyataan yang disampaikan oleh kedua sumber madtaya
bahwa RKPD sesuai dengan RPJMD, karena RKPD meanpak
penjabaran dari RPJMD yang berisikan visi, misi desgram Kepala
Daerah yang penyusunannya berpedoman pula padaarenc
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP daertba #@kumen
perencanaan tersebut saling berpengaruh sehingtak tdapat

dilanggar karena berlandaskan Undang Undang yéaiy desahkan di

dalam hokum Negara.

2. Faktor-faktor penghambat ketidaksesuaian hasil Musrenbangda
(RKPD) dengan Input Musrenbangda
Selain melihat mekanisme pelaksanaan Muarenbjuga tidak
dipungkiri terdapat faktor penghambat. Faktor pemgibat yang dimaksud
dalam focus di sini ialah faktor yang mempengarpengurangan atau
pengkrucutan usulan dari masyarakat, karena setdlbht dari data yang
tersaji dalam fokus sebelumnya memang benar tegggujkrucutan usulan

dari masyarakat dalam rangka menyusun sasaran daoritas
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pembangunan daerah. Faktor —faktor yang mempengpaitgkrucutan
usulan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Anggaran
Anggaran merupakan instrument penting dalam pens@ca
pembangunan suatu daerah, karena hampir semuatakegtan
program yang dilaksanakan oleh pemerintah memaerl@ggaran.
Anggaran ini berupa ADD, APBD maupun APBN. Anggajaga
menjadi faktor utama yang menhambat semua usularmdeyarakat
harus disaring sehingga menghasilkan sasaran daoritgs
pembangunan. Hal ini dipertegas oleh bapak hesgjaksi Kabid
Pemerintahan dan Sosial Budaya yang menyatakan:
“Pengurangan usulan itu terjadi karena ketersediaaggaran
pemerintah daerah terbatas sedangkan usulan yasgknsangat
banyak, maka perlu adanya skala prioritas progrtau kegiatan
yang akan dilaksanakan lebih dahulu sesuai denggkat urgensi
dan kemanfaatan bagi masyarakat.(Hasil wawancata tanggal
27 April 2012, pukul 08.45 di Kantor Bappeda Kalkepavialang).
Tidak hanya itu, Bapak Tomie selaku Kabid Ekonowrm dKesra juga
memiliki pendapat yang senada, Beliau mengungkap&ebagai
berikut:
“Anggaran kita yaitu APBD terbatas namun usulan aesyarakat
tidak terbatas, oleh karena itu kita melakukan kseleisulan
manakah yang memang dapat kita realisasikan taepenggalkan
acuan pembangunan yang sudah kita buat sebeluidapasudah
disampaikan bahwa masyarakat sekarang itu sudaarpmereka
bisa memetakan sendiri kira-kira usulan manakaly yasa masuk

dan dijadikan program, karena kalau dalam skup pegiman
desa saja, itu mungkin bisa dibiayai dengan damkeaal desa yang
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bersumber dari APBD, nah, pembangunan yang tidaknpua

dilaksanakan oleh desa dan kecamatan akan dibawaghat

Kabupaten. Perkiraan anggaran kita untuk tahun pagunan

tahun 2013 yaitu sejumlah Rp. 827.877.471.000 arsgikhn usulan

yang masuk itu berjumlah 2421 usulan, belum la kiembiayai
program dari SKPD, lalu belanja pegawai dan alokasia lainya.

(Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2012, pu@l55 di

Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Pernyataan kedua narasumber diatas juga didukumgsejamlah
data yang berhasil diperoleh peneliti selama drigpa. Perkiraan
anggaran Kabupaten Malang pada tahun 2013 sejunitah
827.877.471.000,- sedangkan jumlah dana untuk misydeg telah
terseleksi sejumlah Rp. 1.604.864.308.000,- kesgrgg APBD dalam
membiayai kegiatan daerah hanya 52% saja. sedardikesus untuk
usulan dari desa saja sudah memakan anggaran akjuRp.
490.039.654.000,- lebih dari 50%, oleh karena itsulan dari
kecamatan (masyarakat) harus diseleksi kembali. ladsudari

kecamatan dapat dilihat dengan perincian sebagéaulie

Tabel 9  Rekapitulasi Usulan dan Total Pagu Musnegba
Kecamatan 2012

No Bidang Pembangunan Jumlah Usulan  Jumlah Anggaran

1 | Sarana Prasarana dan lingkungan 1356 336.886.800.000
hidup

2 | Ekonomi dan Kesejahteraan 477 67.638.350.00(
Masyarakat

3 | Pemerintahan dan Sosial Budaya 588 81.514.504

Sumber: Bahan Musrenbang Kabupaten Malang 2012
Melihat pada Tabel 9 diatas, dapat diketahui baioted pagu anggaran

yang diperlukan untuk membiayai usulan dari madgradalah Rp.
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490.039.654.000,-. Melihat begitu besar dan banyakmsulan
sehingga dana yang dimiliki oleh Kabupaten tidaknoogupi, oleh

karena itu dilakukan pengkrucutan usulan.

. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-
sasaran pembahasan yang telah ditetapkan dalam RPIJM D
Faktor berikutnya yang mempengaruhi pengkarcusulan adalah
usulan tersebut memiliki dampak yang signifikarhaelap pencapaian
sasaran-sasaran pembahasan yang telah ditetagkam RRIMD. Hal
ini juga merupakan kriteria apakah usulan terseatattinya lolos
menjadi program atau tidak, karena sejak awal pealakan
perencanaan pembangunan yang mendorong aspiraganaleest ini,
pemerintah  telah  mensosialisasikan  pokok-pokok ' aeac
pembangunan kepada wakil masyarakat (Camat) agatinya
digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencanbapgunan
yang akan diusulkan. Hal ini disampaikan oleh Bapaknie yang
menyatakan sebagai berikut:
“Mereka telah memetakan skala prioritasnya sendiengan
berpijak pada apa yang disampaikan oleh Pak Caanaindo yang
kami sampaikan. Nah, info yang kita sampaikan kepsata camat
yang telah kita kumpulkan itu adalah paparan pgkalksk rencana
pembangunan kita, oleh karena itu kita juga meragit@n bahwa
masukan dari masyarakat itu juga nantinya bisaremidengan
rencana jangka panjang yang telah ditetapkan okshepntah
sehingga target-target capaian pembangunan daladP RRn

RPJM Daerah itu dapat terpenuhi.(Hasil wawancada ganggal
27 April 2012, pukul 09.06 di Kantor Bappeda KaliepaVialang)
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Sejalan dengan apa yang disampaikan olefalBapmie, bapak
Heriji juga menyampaikan hal yang senada, belianymtakan sebagai
berikut:

"Kita tidak bisa seenak-enaknya menerapkan kehijakang telah
kita buat kepada masyarakat, karena itu tadi teldd undang-
undang yang mengatur keterlibatan masyarakat dakmbuatan
kebijakan pembangunan daerah, namun yang perluhdiiean
disini bahwa kita Kabupaten memiliki RPIMD yang no@tpokok
arah pembangunan selama 5 tahun, dan kita jugah tela
menyampaikan kepada masyarakat melalui steakhdideflayah
masing-masing rencana pembangunan Kabupaten Makatgini,
sehingga masyarakat juga sudah tau usulan apa lyangnya
disampaikan, jika memang sesuai dengan arah pobldkp
kebijakan yang ada, Insya Allah bisa direalisasiksgbagai
program.(Hasil wawancara pada tanggal 27 April Z20dukul
10.05 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Apa yang disampaikan oleh kedua narasumbersehut
menekankan adanya esensi Musrenbang Kabupatenj gekagai
ajang sinkronisasi rencana pembangunan pemerietadiad keinginan
dari masyarakat serta sebagai jembatan penghulntagaanasyarakat
denga pemerintah-ny&uatu permasalahan daerah dianggap memiliki
nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan daasaran
pembangunan, khususnya bagi program pembangunamahdae
(RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RK#Dxa tahun
rencana, termasuk didalamnya prioritas lain daribijakan

nasional/provinsi yang bersifat mandatory.
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3. Memiliki dampak yang lebih luas

Temuan di lapangan yang menjadi faktor adapgngkrucutan
usulan di Kabupaten Malang adalah usulan tersedmuisiah memiliki
dampak yang lebih luas cakupannya. Memiliki damyeakg lebih luas
dalam pemilihan sasaran dan prioritas pembangumanengakibatkan
setiap wilayah di Kabupaten Malang tidak bisa mikmkesamaan
dalam perolehan program dalam artian adanya ketthdn
pembagian program di Kabupaten Malang, Bapak Tameayatakan
sebagai berikut:

“Setiap wilayah memiliki potensinya masing-masimnggmisal
seperti sekarang Kepanjen kan dijadikan sebagaikdia, oleh
karena itu prioritas dan sasaran pembangunan dia san
kemungkinan lebih banyak, karena kita menyiapkapadgn agar
layak menjadi ibu kota Kabupaten, setiap kecamaiga harus
memahami itu karena memang untuk kepentingan deluru
Kabupaten Malang, tapi kita juga tidak mengabaikdtayah-
wilayah yang lain, semua itu kan ada pertimbangaseadiri
mbak. (Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2@i&kul 09.10

di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).

Pernyataan dari Bapak Tomie tersebut juga dipestetgh Bapak
Heriji selaku Kabid Pemerintahan dan Sosial Budayag menyatakan
sebagai berikut:

“Dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangkitetkan
juga melihat apakah usulan tersebut sesuai dengamam yang
disampaikan juga oleh pemerintah, salah satunyartséghun ini
Kabupaten Malang dalam RPJMD mencanangkan sebagai B
Agro-Wisata sehingga kita juga lebih mengutamakalayah-
wilayah yang memiliki potensi sebagai agro wisatantohnya
seperti - wilayah Poncokusumo, kebanyakan nantinyagram
pembangunan untuk mendukung wilayah tersebut sghirgsa
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mendukung rencana Kabupaten Malang sebagai Bumio Agr
Wisata dan pada nantinya juga berdampak pada pextargPAD
dan akan berdampak pula pada pembangunan selutakakvi
Kabupaten Malang. (Hasil wawancara pada tangg&fif 2012,
pukul 11.09 di Kantor Bappeda Kabupaten Malang).
4. Aspek Politis
Karena pembuatan kebijakan adalah salah satu kegjadlitik,
maka dalam penyusunan RKPD suatu daerah jugag tghakgkiri
memiliki muatan aspek-aspek politik di dalamnya. d#lam Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/[I/BANGR2808

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perddgkedh juga

terdapat pembahasan mengenai Pendekatan Polittgy gémana

dijelaskan bahwa pendekatan politis bermakna baRiK@D memuat
hal-hal sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemghag tepat,
sistematis atas visi, misi, dan program Kepala 8tadte dalam
tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangdaarah.

2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKP

3. Jaring Aspirasi Masyarakat (Reses) oleh DPRD méampé®agian
integral dari proses penyusunan RKPD.

4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunaRIRK

5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan KepakhDReetang

RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat senmhak gebagai

acuan dalam penyusunan RAPBD.
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Penjelasan diatas menyatakan dengan tegas bahedibetan
aspek politis juga bagian dalam penyusunan rencgeambangunan.
Namun politik yang sehat dalam pembuatan keijakamgyberpihak
kepada masyarakat secara luas tanpa mementingkpentkegan
pribadi dan kelompok tentunya menjadi acuan dala@nurpusan
kebijakan ini. Anggota DPRD memang disahkan untekpéran aktif
dalam perencanaan dimulai dari tingkat terendalgdandisahkan
sebagai program. Mengenai hal ini Bapak Tomie niakga sebagai
berikut:

“Saya tidak bisa berspekulasi mengenai hal ini mbakmun
memang anggota DPRD diperbolehkan menyumbangkan
pemikiran-pemikiranya dalam penyusunan rencana pegunan.
Kemarin waktu Musrenbang Kecamatan yang mbk ikpakah
ada anggota DPRD?, biasanya waktu pelaksanaan Mbiasrg
tingkat Kecamatan mereka turut hadir. Kadang katenang ada
keterlibatan yang sedikit tidak wajar, dimana mgsimasing
anggota pastinya juga menginginkan pembangunarilayainya
lebih diutamakan, kan hal ini juga untuk membudatacdirinya
sehingga pada waktu pemilihan kembali barangkala di
mencalonkan lagi bisa terpilih.(Hasil wawancaragpgghggal 27
April 2012, pukul 09.17 di Kantor Bappeda Kabupatalang).

Pernyataan dari Bapak Tomie tersebut juga turuerdyat oleh
Bapak Heriji yang menyetakan sebagai berikut:

“Muatan politik dalam pembuatan kebijakan itu paktiada, kalau
di Kabupaten Malang sendiri, jika masukan dari panggota
DPRD berdampak luas dan menguntungkan masyaraksih ma
dapat dterima, namun anggota DPRD tidak bisa memkaks
usulannya, semisal dia dari dapil 1 dia memaksakgar di
dapilnya bisa memperoleh banyak program, ya tidal beperti
itu, Alhamdulillah juga kalu sudah di tingkat Kalasen semua
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steakholder bisa memahami itu.(Hasil wawancara peggal 27
April 2012, pukul 10.29 di Kantor Bappeda Kabupdtaiang).

Semua kalangan berharap bahwa kebijakan yang akaat diapat
sepenuhnya dijadikan sebagai kemakmuran dan késegah publik.
Pernyataan dari kedua narasumber tersebut juggadikan oleh Bapak
Hari Sasongko selaku Ketua DPRD Kabupaten Malanggya
menyatakan sebagai berikut:

“Setiap pemangku kepentingan tidak bisa secara segoi

memaksakan usulannya, begitu pula anggota DPRD digoil

pemilihan juga tidak bisa memaksakan. Karena pegean di

Kabupaten Malang harus terintegrasi. Tidak bisa jkarena alas
an pemerataan harus diberikan kesempatan yang $anpa

adanya kesatuan atau prioritas pembangunan Kaloupate

Malang.(Hasil dokumentasi pada pidato Ketua DPRDAdara
Musrenbang Kabupaten Malang tanggal 21 Maret 2@1&ul
12.57 di Pendopo Agung Kabupaten Malang).

Keterkaitan pembuatan kebijakan yang dipengarubh aspek
politik juga diperkuat oleh hasil wawancara denga@tua BPD Ngijo
Kecamatan Karangploso, Bapak Alik Ansyori mengumpdlea sebagai

berikut:

“SebenarnyaKarangploso itu ya sudah sering dapagram, itu
karena memang dibantu oleh anggota DPRD dapil slan
kebetulan juga rumahnya di Karangploso. Nah, itylaihg sangat
membantu, paling tidak mengawal usulan, kalau nghjekwal ya
nggak bakalan dilihat mbak, karena dalam prosesemaan
perkada kan sudah bukan ranah saya, jadi ya siglatdu menau
bgaimana proses meng-gol-kan usulan itu. Saya jadjaheran
sendiri ternyata peranan orang-orang itu juga dagsar’(Hasil
wawancara pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 11.2ediaman
Bapak Alik Ansyori Desa Ngijo Kecamatan Karangploso
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C. AnalisisData

Pada pembahasan ini peneliti mencoba menganasiasb@rdasarkan
analisis data model interaktif dari Miles dan Huban. Analisis data ini
dilakukan melalui penarikan kesimpulan dari apagy&aiah menjadi fokus
penelitian dan sesuai dengan penyajian data aganudahkan untuk
dipahami dan diperdalam. Melalui teori-teori padd ikajian pustaka, akan
dikaitkan dengan keadaan data yang ada dilaparfgreliti akan mencoba
menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di lapasgauai dengan judul
penelitian ini mengenai efektivitas Musrenbang Rheati Kabupaten Malang
studi di Kantor Bappeda Kabupaten Malang. Sebeluemganalisis poin-
perpoin di dalam fokus, maka peneliti akan terleliahulu mencoba
menganalisis terlebih dahulu mengenai efektivitagssidnbang Kabupaten
Malang dalam ranah keilmuan Administrasi Pembanguna

Administrasi Pembangunan merupakan cabang ilmuAthriinistrasi
Publik, perkembanganya dimulai pada pertengahami&#0-an pasca PD I,
dimulai dari ketidakpuasan penerapan prinsip-ppiredministrasi publik di
Negara berkembang dalam mengisi kemerdekaanya. ®@kna itu
terbentuklah Administrasi Pembangunan yang memitikkna administrasi
publik untuk pembangunan, mengingat bahwa admasistpembangunan
merupakan cabang ilmu dari administrasi publik.

Administrasi Pembangunan menurut Siagian dalam rdgokidjojo

(1995:13) adalah adalah keseluruhan proses pekdsadari rangkaian
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kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahag terencana menuju
modernitas dalam berbagai aspek kehidupan berbatalam rangkanation

building. Administrasi pembangunan diartikan sebagai prosegygndalian
usaha (administrasi) oleh negara atau pemerintatukumerealisir

pertumbuhan yang direncanakan ke satu arah keagamn dianggap lebih
baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidbpagsa. Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salgir®atk pemerintah
dalam perumusan kebijakan dengan mengikutsertakasyarakat sebagai
subyek pembangunan bukan hanya obyek sesuai deésgaang Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerahuafudari

Musrenbangda adalah untuk pencapaian pertumbuhapetabahan kearah
yang lebih baik dengan perumusan kebijakan yangriestasi pada
masyarakat sehingga Musrenbang ini juga digunakabagai sarana
penghubung pemerintah dengan masyarakat. Musyaw&etencanaan
Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang sesuai migreyayataan yang
disampaikan oleh Siagian dalam Tjokroamidjojo, basanya administrasi
pembangunan merupakan proses pengendalian usah@ni&chsi) oleh

negara atau pemerintah untuk merealisir pertumbyhag direncanakan ke
satu arah keadaan yang dianggap lebih baik danjkamdi dalam berbagai
aspek kehidupan bangsa. Karena Musrenbang yandsalilakan oleh

Kabupaten Malang memang memiliki makna utuk membags&eaubahan
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daerah kearah yang lebih baik lewat program-progkabijakan yang telah
direncanakan.

Penelitian ini mengkhususkan seperti apa penyampasalan dari
bawah dan mekanisme penyusunan kebijakan berdasakaritas dan
sasaran pembangunan yang berbasis partisipasi rakalyasesuai dengan
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undéomor 25
Tahun 2004 melalui pengukuran efektivitas yang wliukecara kualitatif
melalui system pembuatan kebijakan. Pembuatan dietnij dan perumusan
kebijakan merupakan konsep sistem politik menuslanty (1991) dimana
input-nya adalah tuntutan-tuntutan dari masyarakat diproses menjadi
kebijakan yang merupakan output-nya. Memang agak sutuk mengukur
efektivitas melalui pendekatan kualitatif, namunngldi tetap mencoba
menganalisis dari teori yang telah ada pada bghuain pustaka mengenai
kajian efektivitas menurut beberapa ahli. Berikutmerupakan analisis data

berdasarkan fokus penelitian.

Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Malang

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negenindd
050/200/1/BANGDA/2008 Tentang Pedoman PenyusunamcBna Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), mekanisme pelaksanaaneiMhang dalam

pembuatan rencana kerja pemerintah atau kebijaag gkan dilaksanakan
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oleh pemerintah memiliki beberapa indikator yaitumus terdapat input,proses
dan output dalam perumusan kebijakannya. Perunmkedaijakan merupakan
sarana politik, menurut Islamy (1991) terkait dengaekanisme pembuatan
kebijakan dalam Musrenbang dengan indikator inprses dan output maka
hal ini juga berkaitan dengan penggunaan modeksygblitik, dikatakan
model system-politik karena kebijakan merupakanpuatutdari kegiatan
politik, sehingga Musrenbangda dapat dikatakan gabiegiatan politik
pemerintah dalam merumuskan kebijakan dengan meskak pada
menjaring aspirasi masyarakat dan RKPD sebagdi desisistem politik ini.
Islamy menyatakan sebagai berikut:

“Konsep “sistem politik” mempunyai arti sejumlahribaga-lembaga dan

aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yangrfangsi mengubah

tuntutan-tuntutarjdemands)dukungan-dukungasupports)dan sumber-
sumber (resources), semua ini adalah masukan-nragukats), menjadi
keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksayaag otoritatif
bagi seluruh anggota masyarak@iutputs). Dengan singkat dapat
dikatakan bahwa system politik berfungsi mengubajputs menjadi

outputs. (Islamy, 1991:45).

Pada konteks makanisme pelaksanaan Musrenbangodpkeen Malang
telah menerapkan konsep system politik dalam petabueebijakanya yang
berpijak pada indikator input sebagai masukan, ggagan output sebagai
keluaranya. Mekanisme palaksanaan Musrenbang Kebugelah dijabarkan
pula dalam Surat Edaran Menteri Negara PerencarRambangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeromdt

0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ, dalam durat edaemsebut memuat
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mengenai input, proses dan output dari MusrenbBegkut akan dibahas
poin-perpoin berdasarkan fokus yang telah ditetapkatuk mengetahui
sejauh mana efektivitas Musrenbangda di Kabupatetamd berdasarkan
perspektif pendekatan kualitatif.
.~ Indikator Input

Indikator input menurut Islamy (1991:45) adalah tuntutan-tuntutan
(demands) dukungan-dukungaisupports) dan sumber-sumbgresources)
yang akan diubah menjadi kebijakan. Dengan menitjatutan, dukungan
dan sumber daya pemerintah selaku administratoatdaenyusun strategi
kebijakan dan sasaran target pembangunan yangdiledesanakan. Dalam
indikator ini peneliti memilih mengkhususkan padgumlah kategori input
dari Musrenbangda, Yyaitu aspirasi masyarakat yaackumpul dari
serangkaian tahapan Musrenbang dan Rencana KeR® $&ng membawa
input aspirasi dari masyarakat.
. Aspirasi masyarakat yang telah terhimpun dari serangkaian tahapan
persiapan Musrenbangda

Aspirasi masyarakat adalah sekumpulan ide, gagasapun
masukan yang diutarakan oleh masyarakat untuk tikutt berperan serta
dalam pembangunan di wilayahnya. Aspirasi masyarak@a karena
keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses kpetan kebijakan yang
biasa kita kenal dengan partisipasi aktif masydraBacara jelas Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa mdastanaerupakan



139

pilar utama dalam pembangunan di Indonesia. Penibamg memang
membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat gumaendukung
keberhasilannya dalam menunjang kesejahteraan hithgyarakat sendiri,
sesuai dengan slogan demokrasi yang diusung olgébnésia yaitu dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, partisipagnjadi konsep penting
karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek utalam penyelenggaraan
pemerintahan. Selain itu partisipasi masyarakat a jumenjembatani
pemerintah dengan masyarakat, sehingga pemerintahjada tahu apa
sebenarnya kebutuhan yang diinginkan dan diperlugi@h masyarakat.
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Mbsmeg adalah wahana
publik dalam penyepakati kebijakan yang akan ddak&an oleh pemerintah
dan merupakan sarana masyarakat untuk menyampaiksrutan
pembangunan wilayahnya, sehingga istilah partisipsssyarakat menjadi
begitu akrab dan melekat pada musyawarah begit ¢alam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Aspirasi masyarakat merupakan indikator yang pgntighalam
pembuatan kebijakan melalui Musrenbang, sehingdmjak&n yang telah
dibuat dapat diterapkan secara efektif dan tepsdraa. Hal ini disebabkan
aspirasi masyarakat berupa ide maupun gagasan akearufpagian penting
dalam proses penetapan kebijakan pembangunan daetah, seperti input
untuk Musrenbang Kabupaten Malang yang salah satdrgrupa usulan

masyarakat yang telah terkumpul dari serangkaidmapi@n Musrenbang.
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalanetapkan kebijakan
pembangunan Kabupaten Malang sesuai dengan Undagang Nomor 25
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembanguasiondl bahwa
perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengokdmapartisipasi
masyarakat. Temuan di lapangan menunjukan bahweaasismasyarakat dari
serangkaian tahapan Musrenbang memang tersampsgkama berjenjang.
Tahapan Musrenbang sendiri sesuai dengan Perdilgateri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Perat@mmerihtah Nomor 8
tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunargerialian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dyaiulai dari
tingkat desa (Musrenbang Desa) kemudian hasildisa akan dialokasikan
untuk masukan di Kecamatan (Musrenbang Kecamaté®gbelum
Musrenbang Desa terlebih dahulu terdapat kegiataapl rapat koordinasi
yang bertujuan untuk mengindetifikasi kebutuhamdising-masing wilayah
desa yaitu dusun. Namun, tidak semua usulan terskdpat diteruskan ke
tingkat yang lebih tinggi, dimuali dari tingkat dus saja hasil temuan
dilapangan menunjukan adanya pengkrucutan usulam guenemukan
sasaran dan prioritas pembangunan desa. Kritetitk imenentukan prioritas
di desa adalah seberapa penting dan mendesak ugehsebut untuk
dilaksanakan. Jika sasaran dan prioritas pembangdesa telah ditetapkan,
maka selanjutnya akan dibawa pada tingka kecamat@am forum

Musrenbang Kecamatan. Dari hasil yang diperolehwhalpada tingkat
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kecamatan usulan dari masing-masing desa juga tlbak semuanya
ditampung, pada tingkat kecamatan juga akan disusuian berdasarkan
skala prioritas kecamatan. Kriteria dalam menetapk&ala prioritas di
Kecamatan berdasarkan hasil wawancara adalah beabatebih luas,
mendesak untuk dilaksanakan, tingkat keberhasilanjadi sebuah program
tinggi, berkelanjutan, dan tentunya dukungan sudeex lokal yang ada.
Pada dasarnya usulan dari bawah yaitu mulai dassurdunemang
tercapai, namun adanya pengkrucutan usulan untuknpemleh skala
prioritas tidak sejalan dengan perspekitif teorki¥gas yang diusung oleh
peneliti. Dimana efektivitas diartikan sebagai sepa besar tingkat kelekatan
output yang dicapai dengan dengan output yangajkan dari sebuah input
(Sasongko:1984). Dikatakan tidak efektif kerenapattyang dicapai tidak
sebanding dengan output yang diharapkan dari sefunmput yang telah
masuk. Namun jika efektivitas diartikan sebagai gagaian tujuan yang
diharapkan yaitu tujuan utama dari Musrenbang adatenyelaraskan
program pemerintah dengan keingiinan masyaraktd sgnggali partisipasi
masyarakat, maka peneliti dapat mengatakan bahpuasismasyarakat yang
tertampung dalam serangkaian pelaksanaan Musrenbelogn terlaksana
dengan baik yang dapat diartikan sebagai ketidektign Musrenbang
khususnya di kecamatan Karangploso. Dari hasil s&nfakta di lapangan
mengindikasikan bahwa usulan hanya sebatas tertayngmja namun untuk

realisasinya dari narasumber utama belum pern@dieMenurut sejumlah
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narasumber hal ini terjadi dikarenakan beberap#ofalkhamun dari hasil
obsarvasi yang telah dilakukan oleh peneliti maganeliti dapat
menyimpulkan bahwa tidak tertampungnya dan terlzksga usulan dari
masyarakat ini lebih kepada faktor politik yang atetbelakangi. Dapat
dikatakan demikian karena dilihat dari fakta dilagan bahwa kekuasaan
seseorang atau kelompok dapat sangat berpengdarh deenentukan skala
prioritas ditingkat kecamatan. oleh karena itu dagi&katakan dari segi
kelekatan input dengan output yang diharapkan sgjdan dari Musrenbang
ini belum efektif pelaksanaanya, kerena aspirasiyaaertampung, namun
belum dapat terlaksana sebagai program karenaptdrdeambatan politis
dibelakangnya.
2. Rencana Kerja setiap SKPD yang memuat input dari aspiras
masyar ak at

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ataja RRKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode (§atwahun, yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangubaik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah madgempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Terlihat dari npeiaan mengenai
pengertian Renja SKPD dalam Surat Edaran Menteselbeit bahwa
penyusunan Renja SKPD juga di tempuh dari mendopargsipasi aktif
masyarakat. Perencanaan menurut Syarifudin (199&pnD arti sempit

perencanaan merupakan kegiatan persiapan dalanjakdeehi Sedangkan
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dalam arti luas perencanaan sudah mencakup perarkegakan, penetapan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Perencanaaarasekorporatif

merupakan suatu proses yang bersifat formal, s&temimu pengelolaan,
yang disusun berdasarkan rasa tanggung jawab. F&RD berpedoman
pada Renstra SKPD dan merupakan penjabaran daiMBRP$ebelum

menjadi Dokumen Renja SKPD terlebih dahulu  setidgP[3 menyusun

Rancangan Renja SKPD, dan untuk penyempurnaan aeBagja SKPD

perlu adanya masukan dari Hasil Musrenbang Daé@ealeh karena itu dalam
setiap perencanaan harus berdasarkan rasa tanggwad yang besar,
khususnya apabila kebijakan tersebut menyangkat hajup orang banyak.
Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, peneatiiermukan fakta menarik
bahwa setiap SKPD dalam Renja-nya pastilah memlbap@asi masyarakat
dalam program-programnya, hal ini dikarenakan dajf@nyempurnaanya
Renja SKPD mendapatkan masukan dari hasil Musrgnde@abupaten

Malang.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 igristem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja-SKPD disudengan
berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RERuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baikg ydilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan muegdgartisipasi
masyarakat. Dari temuan dilapangan peneliti meaitap data mengenai

pembuatan Rancangan Renja SKPD dan Renja SKPD me@nguat aspek
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partisipasi dari masyarakat. Dalam menyusun RamraRgnja SKPD setiap
SKPD terjun langsung ke wilayahnya dan mengiddatsi permasalahan
tersebut, namun dalam pengidentifikasian permasalatersebut tidak
terlepas dari tugas pokok dan fungsinya, sertampadopenyusunanya yaitu
Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD. Jadi dalaginoktifikasian
permasalahan dan kebutuhan masyarakat setiap SK&blerpedoman pada
RPJMD yang menjabarkan visi misi Kepala Daerahrggla akan berdampak
pula pada target pencapaian pembangunan Kabupattmditahun berjalan.
Aspek aspirasi masyarakat dalam Renja SKPD jugamdit dalam
penyempurnaan Renja SKPD dimana aspirasi masyayakat telah masuk
dalam Musrenbang digunakan sebagai acuan penyusimaserta RKPD
Kabupaten Malang yang telah menjadi perda yang mgaipakan hasil dari
Musrenbang Kabupaten Malang digunakan sebagai dekypenyempurna
Renja SKPD. Namun, peneliti juga mendapatkan teniza yang menarik
dimana ada keganjilan dari data yang diberikan ab@nasumber. Jika
kegiatan identifikasi permasalah di lapangan yaitgkakan oleh masing-
masing dinas hanya merupakan kegiatan yang si@ara.hasil pengamatan
peneliti menyimpulkan bahwa jika Rancangan awalj&&KPD berpedoman
pada Renstra-SKPD yang notabene merupakan penjabdaraRPJMD. dan
kegiatan identifikasi merupakan tindakan kamuflasenata, maka dalam

setiap penerapan program hanya mengandalkan dsek dsknokratis saja
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ataupun juga bisa lebih kepada aspek politis, naaspek demokratis sama
sekali tidak diterapkan dalam pembuatan dan petagaRenja-SKPD.
Menurut Prasetyo Budi Sasongko (1984) efektivitdalah seberapa
besar tingkat kelekatan output yang dicapai dergdput yang diharapkan
dari sejumlah input. Mengacu pada hasil wawancag ydilakukan oleh
peneliti selama dilapangan maka input dari Musreghiabupaten Malang
berupa aspirasi masyarakat dalam Renja SKPD ddégatkian tidak efektif.
Hal ini didasarkan dari data dilapangan bahwasatsia yang diperoleh
peneliti di Kantor Bappeda yang menyatakan bahwlanussetiap Renja-
SKPD membawa aspirasi masyarakat dalam setiap fRgajanamun fakta
terbalik peneliti dapatkan ketika terjun kesalahsailayah yang menyatakan
bahwa aspirasi masyarakat yang digali dari kegiadi@ntifikasi langsung
masing-masing dinas belum terlaksanakan. Undan@hindiengenai SPPN
juga dengan jelas menyatakan bahwa Renja SKPD utlisugengan
mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, sejan¢gabupaten Malang
dalam menetapkan kebijakan belum berpedoman paddarndn Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN sepenuhnya. éfgupunan Renja-
SKPD hanya mengaju pada Renstra-SKPD maka untukgamhlaksanakan
Musrenbang apabila aspek partisipatif menjadi tEkan, oleh karena itu
pula sebenarnya dalam penyusunan Rencana pembargpanaun kebijakan
daerah dalam Surat Edaran Menteri telah disampaileadapat aspek

teknokratis, partisipatif dan politik, namun ketiga juga harus saling
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berimbang. Namun di Kabupaten Malang sendiri masd#drat aspek
partisipatif yang mendominasi, hal ini dapat merigatkan kepentingan

masyarakat dapat terabaikan.

. Indikator Proses

. Pelaksanaan Musrenbangda yang memaparkan dan membahas input

aspiras dari masyar akat
Indikator proses dalam penetapan kebijakan pemimemgdaerah yang

berbasis aspirasi masyarakat dapat ditempuh defajan Musrenbang.

Dalam Undang Undang Nomor 54 tahun 2010 Tantangchea Pelaksanaan

Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ditengngan langkah-

langkah sebagi berikut:

a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritabaegunan serta
plafon anggaran yang dikeluarkan oleh bupati/waéiikoleh kapala
Bappeda.

b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pemiyaan dari Forum-
SKPD berikut pendanaanya oleh ketua Tim Penyeleagga

c. Verifikasi hasil kompilasi oleh kepala SKPD, delsg&ecamatan dan
delegasi Forum-SKPD.

d. Pemaparan kepala SKPD mengenai Rancangan Renja-$teRDama
SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yaemjadi

prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliput
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a) Issu-issu stategis SKPD yang berasal dari rensafzupaten/Kota dan
renstra-SKPD/unit kerja.

b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan priog@sbangunan yang
akan dimuat dalam renja-SKPD.

c) Penyempaian pemikiran kemampuan pendanaan terufame yang
berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Provinsi, APBN damber dana
lainya.

e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan pasripembangunan
tahun berikutnya.

f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok bek#asamngsi/SKPD.

g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan begaledon anggaran
APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk yhbidari sumber
APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainya.

h. Membahas pemuktahiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota

I. Membahas kebijakan pendukung implementasi progregidkan tahun
berikutnya.

Musyawarah menurut kamus bahasa berasal dari kgdsva®a yaitu
berasal dari Bahasa Arab yang berarti berundingin urembuk atau
mengatakan dan mengajukan sesuatu. Kewajiban masghavhanya untuk
urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah mernpstkatu upaya untuk
memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) gunagamebil keputusan

bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masaigh nyenyangkut
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urusan keduniawian. Pelaksanaan Musrenbang Kabupsit&ang yang
dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2012 lalu mé&ampdlusrenbang tahun
ke-3 masa kepemimpinan Bupati. Pada pelaksanaareNheng Kabupaten
Malang 2012 peneliti berkesempatan ikut untuk metak observasi secara
langsung dilapangan. Berdasarkan hasil observaskundentasi dan
wawancara maka musyawarah yang dimaksud oleh genger atas adalah
bahwa pada saat pelaksanaan Musrenbang KabupatdangVidarus
menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dimana dgdanentuan kebijakan
pembangunan harus ditempuh dengan cara berunding guengambil
keputusan dan menemukan solusi untuk permasalarantynbul. Pada saat
pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Malang penelitimbenenemukan
esensi dari musyawarah yang diterapkan pada MusngntKabupaten
Malang. Susunan acara memang mengacu pada Undatapg/iNomor 54
Tahun 2010, namun banyak poin mengenai pembahasatanu dari
masyarakat yang belum dilaksanakan. Kegiatan Mbaren Kabupaten
Malang lebih kepada kegiatan pemerintah dalam markap dan
menginformasikan pokok-pokok arahan kebijakan dgetanpa membahas
usulan dan masukan dari masyarakat. Dari hasil rdektasi dan observasi
langsung menemukan fakta bahwa diskusi kelompokg yaeharusnya
menjadi forum terbuka bagi delegasi dari masinghingagecamatan untuk
memaparkan usulannya menjadi tidak maksimal. Beberiaktor yang

mempengaruhi ketidak maksimalnya diskusi kelompd&lah waktu yang
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disediakan, sehingga para delegasi hanya bisa mgaykan maksimal 5

usulan saja tanpa pertimbangan dan perundinganmateng. Selain itu juga

tidak ada hasil putusan final dari usulan kecamatamy masuk, sehingga
dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil keputusgemnsihnya berada
pada kebijakan pemerintah.

Melihat konteks teori dari Sasongko (1984) yang yagkan bahwa
efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekaaput yang dicapai
dengan output yang diharapkan dari sejumlah in@uitput dari diskusi
kelompok pada Musrenbang Kabupaten Malang adaléktakean prioritas
pembangunan yang akan dilaksanakan, namun faki@patitjan tidak
menunjukan adanya keputusan final pada diskusiksbd tersebut yaitu:

1. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalgbembangunan
Kabupaten.

2. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusamajibipilihan
pemerintah daerah untuk menangani isu / permasalkatapaten.

3. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatangad
memperhatikan RPIJMD.

4. Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ngalgaitu
kesepakatan tentang rumusan yang menjadi baharkamastama untuk
pemuktahiran rancangan RKPD dan Renja-SKPD

Masing-masing delegasi dari kecamatan tidak mehgetaerapa prosentase

usulanya dapat lolos menjadi program, selain ita palagasi dan masyarakat
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tidak mengetahui secara pasti bagaimana prosesabaisdn dan penetapan
kebijakan Kabupaten Malang. Dengan melihat berbdaia dan temuan
menarik selama dilapangan dan berpedoman pada ééektivitas yang
digunakan, maka peneliti menyimpulkan indikatorge® dalam peleksanaan
Musrenbang Kabupaten Malang tidak berjalan efek@iena faktor utama
adalah Musrenbang Kabupaten Malang tidak membabkalaru yang telah
masuk dari masyarakat malainkan dapat dikatakaagselxegiatan yang sia-
sia karena tidak terdapat esensi yang sebenarrgda Flasarnya fakta
dilapangan yang ditemukan oleh peneliti menyebutkeahwa dalam
menyusun RPJMD juga menggunakan pendekadttom-updimana masing-
masing desa menyerahkan proposal yang berisi degandasyarakat yang
nantinya juga digunakan sebagai pijakan dalam nmsmy(RPJMD Bupati
yang berkuasa. Menurut Islamy (1991) proses dalambpatan kebijakan
merupakan kegiatan politik, oleh karena teori yaigampaikan oleh Irfan
Islamy sepertinya mewakili dari keadaan Musrenb&afpupaten Malang.
Dapat dikatakan demikian karena aspek politik lbegienonjol dari proses
pembuatan dan penetapan kebijakan di Kabupaten nilalmaka tidak
mengherankan apabila aspek partisipatif menjadjetakecil prosentasenya
apabila dibandingkan dengan aspek-aspek  lainya. itdatentunya dapat
dijadikan pertimbangan khusus oleh pemerintah #&paliebenarnya
penyusunan kebijakan pembangunan juga harus meatiar kebutuhan

masyarakat secara riil.
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c. Indikator Output
1. Sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKPD yang memuat hasil

Musrenbang Kabupaten yang mencer minkan aspirasi masyar ak at

Hasil akhir dari Musrenbang Kabupaten adalah Remé&arja Perangkat
Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan tahunag yemuat prioritas
program dan sasaran pembangunan satu tahun d&&#D merupakan
penjabaran program-program yang telah ditetapkam RRIMD. Setiap
daerah wajib membuat RKPD untuk kelancaran pembengwa, karena
berdasarkan perspektif perencanaan pembangunaahdaeapat diartikan
sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan yangemruh yang sudah
dipertimbangkan sebegitu rupa, dibuat secara satienuntuk mencapai
tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkatukummasa mendatang
(Soekartawi, 1990:78). Berdasarkan hasil wawangaragy dilakukan oleh
peneliti, karena RKPD merupakan penjabaran dariMBPJdnaka penting
diperhatikan bahwa dalam merumuskan prioritas peguozan harus tetap
berpedoman pada RPJMD yang telah dibuat sebeluribmyalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentanapan dan Tatacara
Penyusunan RKPD disebutkan bahwa suatu permasatideaah dianggap
memiliki  nilai - prioritas = jika berhubungan denganjuan dan sasaran
pembangunan, khususnya bagi program pembanguneahd&JMD).

Secara sederhana perumusan kebijakan pembangumgamamatinya akan

disahkan sebagai Perkada, RKPD yang merupakan cokymoritas dan
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sasaran pembangunan berjangka satu (1) tahun,udisiengan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan rancangan awal RKPD yang memperhatikdMBPisu-isu
strategis daerah yang juga mengacu pada isi Sgafégsional dan
provinsi, serta dengan pertimbangan kemampuan ganaseerah.

2. Penyusunan rancangan awal Renja-SKPD yang berisjxamgram
kegiatan masing-masing SKPD berdasarkan tugas pd&okfungsinya.
Kedua dokumen perencanaan tersebut (Renja-SKPDR#d&D) tidak
dapat dipisahkan kerena, Renja-SKPD mengacu pabRK

3. Forum konsultasi publik, yaitu forum Musrenbang.d®akegiatan
Musrenbang ini dilakukan melalui beberapa tahaagditujukan untuk
menerapkan prinsifpottom-up,sehingga pada rencana pembangunanya
nanti akan benar-benar tepat sasaran. TahapaMdarenbang dilakukan
mulai dari Musrenbang tingkat desa, Kecamatan daabufaten.
Musrenbang dilaksanakan guna mendapatkan masukanbapgunan
untuk pemuktahiran rancangan RKPD.

4. Pemuktahiran rancangan RKPD dengan memperhatikagil [uri
Musrenbang Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti. menemukanugemmenarik
seputar penyusunan dan penetapan RKPD Kabupateanyjdbahwa dalam
penyusunan dan penetapanya pemerintah Kabupateand/ldderpedoman

pada Undang Undang, setiap Undang Undang pembamgoeayatakan
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dengan jelas bahwa aspek partisipasi masyarakab wldjbatkan dalam
pembuatan kebijakan. Hal ini sesuai dengan pemageptrtisipasi masyarakat
yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mepcaleran serta
masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanahrase dan penerimaan
manfaat pembangunan daerah dengan mempertimbangicomi dan
kemandirian masyarakat (Muluk:2007). Partisipassyasakat yang berupa
aspirasi dapat dilihat dari sejumlah program d@sasan pembangunan yang
tercermin dari RKPD yang merupakan hasil akhir ddusrenbang dan
tahapan penyusunan program pembangunan. Namunalam ddokumen
RKPD Kabupaten Malang peneliti tidak menemukan sokpelaksanaan
program secara lebih spesifik, hal ini menyulitkgreneliti untuk
mengidentifikasi usulan mana saja yang berhasiuknds dalam RKPD dari
masing-masing kecamatan, lokasi yang tertera dalakamen perencanaan
tersebut hanya menyebutkan lokasi Kabupaten Matajey Tetapi dari hasil
observasi, wawancara yang dilakukan dapat disingoulbahwa RKPD
Kabupaten Malang memuat aspirasi masyarakat kanesd Musrenbang
Kabupaten Malang digunakan untuk pemuktahiran ragemra RKPD dan
penyusunan Renja-SKPD. Hal ini sesuai dengan maiektivitas yang
disebutkan oleh Sasongko (1984) bahwa efektivitedah seberapa besar
tingkat kelekatan output yang dicapai dengan ouyauntg diharapkan dari
sejumlah input. Tujuan dari pelaksanaan Musrenbaugalah untuk

mensingkronosasikan rencana pemerintah denganikamgasyarakat, serta
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sebagai ajang masyarakat untuk menyampaikan usukaeialui wakil-wakil
yang ditunjuk. Namun fakta menarik didapatkan opemeliti dilapangan,
selain data lokasi yang tidak tercantum dalam RPJ4Dg menyulitkan
peneliti untuk mengidentifikasi usulam masyarakagjaj terdapat ketidak
sinkronan mengenai aspek partisipasi digunakan raeedisien dalam
pembuatan RKPD. Jika dilevel tarbawah saja hanyadiepenampungan
usulan namun usulan masyarakat tersebut belum ddpksanakan sebagai
program maka dapat dipertanyakan darimanakah asedsah program-
program yang tercantum dalam RKPD. Jika kita melilpartisipasi
masyarakat dalam RKPD maka prosentasenya kecihdiibgkan oleh aspek
teknokratis apalagi aspek politik. Selain itu déatn pula bahwa masyarakat
berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaanvdamase hal ini dapat
dikatakan belum berjalan. Karena dalam perencasa@nusulan masyarakat
banyak yang terabaikan oleh kepentingan-kepentingalompok lain,
pelaksanaan program juga diserahkan kepada teenidert serta evaluasi
masyarakat juga hanya bisa berkeluh kesah tanpdaadgapan dari pihak
governmentHal ini tentunya sangat miris diungkapkan, ketik@mang benar
bahwa sampai saat ini tingkat partisipasi masyarsk@ah baik namun justru
masalah terjadi di pihak yang seharusnya memfasilinasyarakat. Hal ini
tentunya bertentangan dengan apa yang disampaikéanSuryono (2010)
yang menyatakan bahwa perlunya partisipasi masgadatam pembangunan

salah satunya adalah menjadi sarana motivasi rakyaik menumbuhkan
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rasa ikut memiliki dan ikut bertanggungjawab tedgadhasil-hasil dan
pelaksanaan pembangunan. Tapi yang terjadi justhali&nya, apabila
kondisi ini terus berlanjut maka masyarakat biga sgenjadi apatis dan tidak
percaya kepada kerja pemerintahan.
.- Kesesuaian program dan sasaran pembangunan dalam RKPD dengan
RPIMD

Menurut Syafrudin (1993:22) Perencanaan memerlskgmby step untuk
dikerjakan agar perencanaan tersebut dapat efekiifgkah-langkah dalam

perencanaan dapat dibagi menjadi 2 bagian secasabgaar

a. Langkah pertama yang perlu dikerjakan adalah mepglkan data-data
yang diperlukan sesuai dengan rencana yang akarmatdiBerdasarkan
data-data yang telah diperoleh kemudian dirumusarulu tujuan dan
sasaran dari pembuatan rencana tersebut. Yang slichalgjuan di sini
adalah keinginan ataupun kehendak yang ingin dicdpam jangka
waktu yang panjang, sedangkan sasaran adalah fzokgek dari sebuah
tujuan dan merupakan bagian perencanaan.

b. Langkah kedua adalah pembuatan atau perumusanneeriica sendiri,
aktivitas ini merupakan suatu teknik tersendirigyamemerlukan keahlian
kKhusus. Tata cara prosesnya antara lain sebagiaiter
a. Penyaringan, Klarifikasi, analisa dan pengolahahaba data dan

ketentuan-ketentuan yang tersedia.
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b. Penegasan sasaran (tujuan, sasaran-sasaran pokok)
c. Penentuan sarana-sarana untuk mencapai sasartnpeeadahan,
pengelompokan dan pengaturanya

d. Caradan jalan yang akan ditempuh

e. Ruang dan waktu yang diperlukan

f.  Tindakan-tindakan pengamanan yang perlu diambil

Sama halnya dengan langkah-langkah penyusunan R&(REu daerah
juga memerlukarstep by stepyaitu dengan mengumpulkan data-data yang
akan digunakan sebagai pedoman untuk menyusunntujaa sasaran dari
pembuatan rencana yang ingin dicapai dalam kuruktuvgang panjang.
Langkah selanjutnya adalah dengan merumuskan daetapkan rencana itu
sendiri. RPIJMD merupakan dokumen berjangka limdgByinan yang dibuat
oleh pemerintah guna menjabarkan visi misi kepalerah yang menjabat,
penyusunan RPJMD memperhatikan isu-isu strategesata provinsi dan
Nasional. Selain itu RPIJMD juga menjabarkan dampdmyman pada RPJP
Daerah berjangka duapuluh (20) tahunan. RKPD m&espaenjabaran dari
RPJMD yang memuat kebijakan program yang akan shiaékan oleh daerah
dalam waktu satu (1) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dan dukumentasi yalakudlan oleh
peneliti, menemukan fakta menarik bahwa dalam paman RKPD
Kabupaten Malang berpedoman pada RPJMD KabupatdanlaBegitu

pula dengan Renja SKPD juga berpedoman pada RP3klingga dalam
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menyusun program pembangunan masing-masing dimas treemperhatikan
RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyahTh$ajikan pula data
mengenai usulan-usulan mana saja yang bisa lolagadiesasaran dan
prioritas pembangunan apabila usulan tesebut maingaada target capaian
pemerintah yang diuraikan dalam RPJMD. Jadi dapkatakan efektif

apabila program prioritas dan sasaran pembangualamdRKPD sesuai
dengan RPJM Daerah. Namun, dari hasil wawancara gliigmukan fakta
lainya, bahwa RKPD tidak bisa selalu sesuai deng&IMD, hal ini

dikarenakan keadaan dan kebutuhan masyarakat beséieap tahunnya.
Oleh karena itulah kadang kala beberapa prograak seésuai dengan target
yang ada dalam RPJMD, karena menyesuaikan dengamgb@an dalam

masyarakat. Namun telah diungkapkan sebelumnya dsdnwa setiap 5
Tahun masing masing wilayah akan menyerahkan pabposngenai kondisi
wilayahnya sehingga dapat dijadikan pedoman untekbuat RPIJMD. Jika
RKPD sesuai dengan RPJMD maka untuk apa lagi pmatalkes Musrenbang
jilka pada akhirnya aspirasi masyarakat yang terkiimjidak cukup

berpengaruh dalam penyusunan RKPD. Sehingga demgamabarkan

RPJMD saja sudah cukup mewakili.
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2) Faktor-faktor penghambat ketidaksesuaian hasil Musrenbang (RKPD)

dengan input Musrenbang

Yang dimaksud dengan faktor penghambat ketidaksesuhasil
Musrenbang dengan input dalam Musrenbang adalahtorfakang
mempengaruhi pengkrucutan usulan dalam Musrentizangwawancara dan
observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukadmwaafaktor-faktor yang
mempengaruhi usulan tersebut adal@brtama, faktor anggaran, anggaran
adalah berapa jumlah dana atau kemampuan danadyatki pemerintah
untuk membiayai belanja dan pengeluaran. Faktogamag inilah yang
menjadi faktor utam, karena anggaran pemerintatupgaten Malang terbatas
sedangkan keinginan masyarakat tidak terbatas, ldedna itu diperlukan
pengkrucutan guna memperoleh sasaran dan priontasbangunan
Kabupaten Malang. Di dalam Undang Undang Nomor 2Huh 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionalva batalam
menetapkan kebijakan pembangunan, daerah harus erfestigan faktor
dana yang dimiliki. Kedua, Memiliki dampak yang signifikan terhadap
pencapaian sasaran-sasaran pembahasan yang tetapkdin dalam RPJMD.
Pemerintah memiliki target capaian dalam pembanguia&rahnya sehingga
RKPD digunakan sebagai dokumen yang menjabarkardasi RPJMD.
Kabupaten Malang memasuki tahun ke-3 dalam pelaksaprogram yang
ditetapkan dalam RPJMD, sehingga kriteria usulangydapat dijadikan

prioritas dan sasaran pembangunan adalah apahblEnugsrsebut mendukung
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capaian target pemerintah dalam RPJM{2tiga, memiliki dampak yang

lebih luas, dapat diartikan sebagai suatu prograrsebut harus memiliki
cakupan yang lebih luas dalam manfaatnya, sehiagghila usulan tersebut
dijadikan sebagai program akan mendukung integyritan kesatuan
pembangunan di Kabupaten Malanieempat, aspek politik, karena
perumusan kebijakan merupakan kegiatan politik, anmrakitlak aspek politik
juga mempengaruhi perumusan kebijakan pembangunariKabupaten

Malang. Dari hasil wawancara peneliti menemukanafdlahwa aspek politik
mempengaruhi penetapan kebijakan dimulai dari abdgecamatan, selai itu
aspek politik juga dapat ditemui saat pemuktahiemcana kerja perangkat
daerah, karena dalam pengesahanya menjadi Perkadamerlukan

persetujuan dan perundingan dari DPRD. Namun dasil lobservasi juga
menemukan bahwa aspek politik ini sangat kuat pemhgga dan dapat
dikatakan sangat dominan, suatu wilayah yang tidakniliki kekuatan dan

kedekatan politis dengan pihak pmerintah, maka aemakin sulit pula
jalannya untuk dapat menggol-kan usulannya mengstiuah program.
Indonesia masih sarat dengan aroma politik diselgdiang, dapat dikatakan
aspek inilah yang dapat merusak integritas bangsank aspek ini hanya

mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknja sa
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
berkaitan dengan Efektivitas Murenbang Kabupaten Malang, maka dapat
dissmpulkan beberapa hal sebagal berikut:

1. Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang
dari aspek input: bahwa dalam penyampaian usulan dari tingkat dusun
hingga ke tingkat kecamatan mengalami penkrucutan usulan sehingga
dapat dikatakan indikator input tersebut tidak efektif, begitu pula jika
efektivitas dilihat dari tercapainya suatu tujuan maka di dalam indikator
ini juga dapat dikatakan tidak efektif, Karena aspirasi masyarakat hanya
terhimpun sgja, namun untuk pelaksanaanya memiliki kendala yang cukup
serius, dimana kriteria suatu usulan dapat menjadi program adalah
mendesak untuk dilakukan ternyata tidak cukup, melankan terdapat aspek
politis yang kental yang mewarna usulan masyarakat ini dapat sampal
pada tingkatan selanjutnya dan menjadi sebuah program, aspiras
masyarakat hanya terjadi pada tingkatan susun sampai pada desa sgja,
namun untuk tingkatan selanjutnya aspirasi masyarakat cenderung

terabaikan. Sedangkan untuk indikator ke-dua mengenai efektivitas dilihat
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dari input-nya maka seharusnya Renja-SKPD yang sesuai dengan Undang
Undang merupakan suatu harapan yang bersar, dalam pembuatan Renja
juga diwarnai oleh aspek teknokratis, partisipatif dan demokratis, namun
dari data dilapangan menunjukan bahwa ke-tiga aspek tersebut tidak
mewarna Renja secara baik, sehingga indikator ini juga dikatakan tidak
efektif. Ketidakefektifan ini dikarenakan kegiatan identifikas - yang
dilakukan oleh masing-masing dinas yang membuat Renja hanya semata-
mata merupakan kegiatan yang bersifat formalitas, namun hasil dari
identifikasi tersebut lebih banyak menjadi dokumen daripada menjadi
program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Process, dalam
membuat kebijakan pembangunan yang dilaksanakan melalui  forum
Musrenbang pada tanggal 21 Maret 2012 tidak ditemukan indikasi bahwa
dalam forum tersebut membahas aspirasi dari masyarakat, masing-masing
delegasi dari kecamatan hanya dapat menyempaikan usulanya maksimal 5
usulan tanpa pertimbangan dan perundingan yang matang dikarenakan
waktu yang sempit. Output, dokumen RKPD Kabupaten Malang
seharusnya membawa aspirasi dari masyarakat, ketika makna dari
musyawarah tidak ditemukan, dan masyayarakat yang seharusnya terlibat
daam pembangunan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan
evaluas tidak berjalan, maka program-program di dalam RKPD tersebut
diperoleh darimana?, jika memang terdapat pastisipasi masyarakat

didalamya kemungknan prosentase kecil, karena jika diakumulasi aspek
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teknokratik dan politik yang paling besar mempengaruhi RKPD, selain itu
pula dalam pembuatan kebijakan masyarakat ataupun wakil masyarakat
tidak mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan setelah
pelaksanaan Musrenbang, karena mereka sendiri juga kesulitan untuk
mengawal usulan yang mereka masukan, sehingga benar-benar makna dari
sebuah musyawarah terabaikan. Selain itu di dalam dokumen RKPD tidak
disebutkan secara mendetail rencana pembangunan yang akan
dilaksanakan, sehingga ha ini  mempersulit peneliti  dalam
mengindetifikasi usulan dan program mana sgja yang lolos. Sedangkan
untuk indikator kesesuaian program dalam RKPD dengan RPIMD,
dikatakan efektif karena program dalam RKPD adalah penjabaran dari
target yang dibuat pemerintah dalam RPIJMD, meskipun tidak semua
program dalam RKPD sesuai dengan RPIMD karena berbagai faktor.

. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Kabupaten Maang
dalam menyusun sasaran dan prioritas pembangunan sehingga terjadi
pengkrucutan usulan adalah (a) Anggaran yang merupakan faktor utama.
(b) Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran
pembahasan yang telah ditetapkan dalam RPIMD. (c) memiliki dampak
yang lebih luas. (d) Aspek politik dalam penetapan sasaran dan prioritas

pembangunan.
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B. Saran
Guna untuk meningkatkan Efektivitas Musrenbang Daerah Kabupaten

Malang maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Asgpirasi masyarakat merupakan asset penting dalam membuat kebijakan,
oleh karena itu asset ini harus terus dikembangkan dengan berbagai cara,
diantaranya meningkatkan tingkat pendidikan = masyarakat  serta
mensosialisasikan Musrenbang sehingga partisipasi masyarakat akan
semakin timbuh dan masyarakat akan semakin peduli dengan
pembangunan. Hal ini juga akan mendorong demokrasi akan semakin
hidup. Namun meningkatnya aspirasi masyarakat juga harus diimbangi
oleh membaiknya pemerintah sebagai pihak fasilitator.

2. Lebih kepada penerapan dan peningkatan peran dari masyarakat yaitu
dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Memang pendekatan
bottom-up terdengar baik namun dalam penerapannya memerlukan kerja
ekstra baik dari masyarakat maupun darri pemerintah.

3. Kegiatan politis di dalam pembuatan kebijakan memang lumrah, namun
jika terlalu berlebihan maka akan menjadikan kepentingan kelompok lain
terabaikan. pemerintah harus lebih menetralkan diri dalam membuat
kebijakan, sehingga para politisi tidak bisa semena-mena memaksakan

kehendaknya demi kepentingan pribadi dan kelompok.
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PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimanakah mekanisme pembuatan sasaran dan prioritas pembangunan di
desa yang nantinya akan diusulkan pada M usrenbang Kecamatan?

Apakah ada pengkrucutan usulan dari masyarakat dalam Musrenbang Desa
dan Musrenbang Kecamatan?

Bagaimanakan partisipasi masyarakat pada acara Musrenbang?

Apakah faktor yang mempengaruhi pengkrucutan usulan dalam pembuatan
sasaran dan prioritas pembangunan di Desa dan Kecamatan?

Apakah setiap SKPD wajib membuat Renja?

Bagaimanakah proses pembuatan Renja-SKPD?

Apasgakah pedoman atau acuan yang digunakan untuk pembuatan Renja-
SKPD?

Bagaimanakah proses pembahasan usulan dalam forum Musrenbang
Kabupaten?

Apasg akah indicator dalam penentuan usulan yang akan dibahas?

Apasgakah faktor yang mempengaruhu pembuatan sasaran dan prioritas
pembangunan di tingkat Kabupaten?

Apakah setiap ada Musrenbang Desa dan rapat desa Bapak/Ibu diundang dan
digjak berdialog?

Apakah Bapak/Ibu ikut memberikan masukan?

Apakah Usulan Bapak/Ibu ditampung dan pernah diwujudkan?
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TENTANG PENULIS

Penulis lahir dengan nama lengkap Mulyani Juwita pada tanggal 02 Juli 1990, dari
pasangan H.Abd.Muchni dan Hj.Sofia Muchni di Kota Probolinggo. Menghabiskan masa
kecil yang bahagia bersama orang tua dan kakak lelaki bernama Muhamad Mubarokah di
Kota kecil Lumgjang. Menyelesaikan pendidikanya di SD Islam Tompokersan Lumajang,
SMPN 1 Sukodono Lumajang, SMAN 3 Lumajang dan lulus berpredikat Cumlaude dengan
IPK 3,69 dari Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan llmu Administras
Publik Maang. Selanjutnya penulis berkeinginan bisa melanjutkan pendidikanya ke jenjang
yang lebih tinggi sesuai dengan pepatah bidang yang diminati. Penulis memiliki hobi
traveling dan saat ini telah memiliki kekasih bernama Fandy Wadiansyah yang akan di
program menikah kurang lebih 2 tahun kemudian dari sekarang. Memiliki cita-cita (harus)
menjadi pengusaha sukses dan menyenangkan setiap orang. Prestas tidak begitu menonjol,
namun yang terpenting bagi penulis adalah good personality yang dimiliki mejadi suatu inner
beauty yang berharga, selalu tulus dalam setiap perbuatan dan selalu bersyukur atas apa yang
telah diberikan Allah. Semoga kelak penulis bisa mewujudkan mimpi, keinginan dan- tujuan
hidupnya serta bermanfaat bagi setiap orang yang dikenalnya, Amien..

NB: Penulis memohon maaf yang sebesar besarnya apabila di dalam karyailmiah ini terdapat
hal-hal yang tidak berkenan di hati para pembaca, terimakasih..

Tetap bentatian dan detia pada tujuan saat menghadafi hambatan,,
02 Desemtien 2012

Wty Yravita
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